MODUL

l SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL

ermukaan bumi memiliki bentuk yang tidak beraturan akan menjadi sebuah problema

P dalam memetakannya. Sejak abad 17 hingga saat ini, para pakar kebumian telah dan
selalu mencari bentuk matematis dari bumi agar dapat dengan mudah dilakukan
penghitungan-penghitungan untuk memetakan obyek-obyek yang ada di permukaan
bumi. Dalam pekerjaan memetakan obyek-obyek yang berada di permukaan bumi,
seringkali dilaksanakan dengan teliti untuk memperoleh peta yang representatif dan
dapat dipercaya keakuratannya sesuai dengan kebutuhan.

Peta-peta kadastral merupakan peta yang menyajikan situasi bidang-bidang tanah dan
keterangan status penguasaan atau pemilikannya. Karena peta-peta ini akan digunakan sebagai
salah satu data fisik dalam proses sertipikasi bidang tanah, maka perlu dibuat dengan ketelitian
dan akurasi yang tinggi untuk menjamin kepastian hukum bidang tanah tersebut.

Kualitas dari suatu pekerjaan pemetaan, pertama dapat ditinjau dari Sistem Referensi
Geospasial. Jika system refrensi geospasialnya diselenggarakan dengan baik, dalam arti
kualitasnya baik, maka kemungkinan peta yang dihasilkan akan baik kualitasnya. Sebaliknya,
jika Sistem Referensi berkualitas tidak baik, maka peta yang dihasilkannya pun akan tidak baik
kualitasnya.

Dalam Modul 1 mata kuliah Sistem Referensi Pengukuran dan Pemetaan ini dibahas
konsep dasar dari pekerjaan pemetaan yang dilakukan secara bertahap dari bidang-bidang
perantara hingga ke bidang referensi pemetaan. Di samping itu juga akan dibahas klasifikasi

kerangka dasar pemetaan secara garis besar. Setelah mempelajari Modul 1, anda diharapkan

dapat
a. Menyebutkan konsep dasar dari Sistem Referensi Geospasial
b. Menjelaskan pemahaman International Terrestrial Reference Frame (ITRF)
c. Menjelaskan Model Dan Bentuk Bumi
d. Menjelaskan World Geodetic System 1984 (WGS 84).
e. Menjelaskan Sistem Referensi Geospasial : Horisontal dan Vertikal.
f. Menjelaskan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013).



g. Menyebutkan Sistem Referensi Geospasial di Kementerian ATR/BPN.

A. KONSEP SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL

Untuk memetakan daerah yang tidak begitu luas, atau kurang dari area 30x30 Km?
permukaan bumi dapat diasumsikan sebagai permukaan yang datar. Sehingga pada pekerjaan
pemetaan ini berlaku ilmu ukur bidang datar seperti yang telah disampaikan dalam ilmu ukur
tanah.

Tetapi lain halnya kalau memetakan daerah yang sangat luas, maka faktor kelengkungan
bumi harus diperhitungkan. Karena kalau tidak diperhitungkan, terlepas dari kesalahan-
kesalahan dalam pengukuran, akan menimbulkan kesalahan yang terus merambat dari satu titik
ke titik yang lain yang akan dipetakan.

Dengan demikian terdapat perbedaan konsepsi antara pemetaan di daerah yang relatif
sempit dengan di daerah yang relatif luas. Penjelasan selanjutnya akan mengemukakan konsepsi
untuk pemetaan daerah yang relatif luas, misalnya pemetaan suatu wilayah negara.

Permukaan bumi fisis (realita) tidak merupakan permukaan yang teratur. Oleh karena itu
dalam pemetaannya perlu dicari bidang referensi pemetaan yang teratur, dalam arti besar dan
bentuknya menyerupai bumi secara global. Bidang referensi yang dimaksud adalah bidang
matematik, di mana di atas permukaan bidang tersebut dapat dilakukan hitungan matematik
secara seragam terhadap besaran-besaran pengukuran, seperti jarak, sudut dan asimut untuk
menentukan posisi. Posisi obyek diatas, pada dan dibawah permukaan bumi dinyatakan dengan
nilai koordinat dan nilai koordinat ini disusun berdasarkan sistem koordinat tertentu. Dalam
mendefinisikan posisi di bumi dari hasil pengukuran dan pemetaan menggunakan suatu sistem
referensi tertentu yang dinamakan dengan sistem referensi Geospasial. Spektrum posisi di bumi
dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. Untuk memahami Sistem Referensi Pengukuran dan
Pemetaan atau Sistem Referensi Geospasial perlu memahami Datum Geodesi, Coordinat
Reference System (Sistem Referensi Koordinat) dan Coordinat reference Frame (Kerangka
Referensi Koordinat). Ketiga hal tersebut berperan penting terhadap nilai koordinat hasil
pengukuran yang kemudian akan dipetakan dalam sebuah peta.
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Gambar 1. Spektrum Posisi di Bumi.

Sistem Referensi Geospasial merupakan suatu terminologi modern yang persis sama
dengan terminologi yang dulu dikenal dengan istilah datum geodesi, yaitu suatu system
koordinat kartesian (X,Y,Z, dan t = waktu) ITRF, yang konsisten dan kompatibel dengan system
koordinat geosentrik global, yang ketiga salib sumbunya berpusat dititik massa gaya berat bumi
(= earth centred earth fixed / ECEF) (Cecep S, 2019). Pada Penjelasan Penjelasan Undang
Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal
27 Ayat (2) Huruf a. Sistem Referensi Geospasial (SRG)  adalah meliputi : a. datum
geodesi; b. system referensi koordinat; c. sistem proyeksi. Menurut Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013, Sistem Referensi Geospasial adalah suatu sistem
referensi koordinat, yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas
geospasial mencakup posisi horizontal, posisi vertikal maupun nilai gayaberat berikut
perubahannya sebagai fungsi waktu. Sistem Referensi Geospasial terdiri atas Sistem Referensi
Geospasial Horisontal dan Sistem Referensi Geospasial Vertikal.

Datum geodesi didefinisikan sebagai a curved reference surface that is used to express
the positions of features consistently (Blick, 2014). Kemudian Clynch, 2006 mendefinisikan A
datum can be defined by specifying the ellipsoid, the coordinates of a single point and the
direction north. The point ties down the ellipsoid to the physical earth and also implicitly defines
the placement of the center of the earth. Dalam pengertian tentang datum, disebutkan suatu
bentuk geometri yang digunakan sebagai referensi untuk mengekspresikan posisi dimuka bumi.
Bentuk geometri tersebut dinamakan dengan ellipsoid. Bentuk bumi sesungguhnya sangat tidak

teratur, maka untuk mendekati bentuk bumi yang tidak teratur tadi digunakan ellipsoid tersebut.



Dalam Ellipsoid disusun system koordinat X,Y,Z dengan pusat koordinat di pusat ellipsoid
tersebut. Bumi fisis juga memiliki system koordinat Xe,Ye,Ze (CTS) tersendiri dengan pusat
koordinat pada pusat massa bumi. Datum lebih menekankan letak posisi bentuk matematis bumi
atau ellipsoid terhadap bentuk fisis bumi sebenarnya. Hubungan letak ellipsoid dan bentuk fisis

bumi dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
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Gambar 2. Definisi Datum Geodesi hubungan antara Ellipsoid Referensi dan Bumi fisis.
Sehingga untuk mendefinisikan koordinat, kedudukan dan orientasinya dalam ruang di muka
bumi, parameter yang digunakan oleh suatu datum adalah :

a. Parameter utama, yaitu setengah sumbu panjang ellipsoid (a), setengah sumbu pendek
(b), dan penggepengan ellipsoid (f).

b. Parameter translasi, yaitu yang mendefinisikan koordinat titik pusat ellipsoid (X0,Y0,Z0)

terhadap titik pusat bumi.

c. Parameter rotasi, yaitu (gx, €y, €z) yang mendefinisikan arah sumbu-sumbu (X,Y,2)

ellipsoid.
B. International Terrestrial Reference Frame (ITRF)

International Terrestrial Reference Frame (ITRF) adalah suatu produk dari The
International Earth Rotation and Reference Systems Services (IERS) sebuah lembaga badan
yang bertanggung jawab dalam menjaga standar waktu global dan kerangka referensi, khususnya
melalui kelompok Earth Orientation Parameter (EOP) dan International Celestial Reference

System (ICRS) miliknya. Salah satu fungsi IERS adalah mengumumkan detik kabisat



(Wikipedia). ITRF dijadikan kerangka referensi sebagai datum geodesi nasional pada masing —
masing negara di dunia. Institusi IERS ini menggantikan tugas dan fungsi institusi yang dikenal
dengan nama International Polar Motion Service (IPMS) dan BIH (Bureau International de
I’Heure). ITRF setelah melalui beberapa kesepakatan dalam konvensi adalah merupakan
suatu kerangka referensi global ideal dari system referensi International Terrestrial Reference
System (ITRS) (Petit dan Luzum, 2010 dalam Cecep S, 2019). Realisasi ITRS ini berlanjut dan
diberi nama ITRF-yy, yy menunjukkan tahun realisasi tersebut. Realisasi ITRS ini pertama kali
dilakukan pada tahun 1988 dan diberi nama ITRF88. Realisasi ITRS yang terpublikasi sampai
saat ini adalah ITRFO8, artinya kerangka koordinat dan kecepatan yang dihitung dengan
menggunakan semua data IERS sampai akhir tahun 2008 (Cecep, 2014). Wujud ITRF ini adalah
nilai — nilai koordinat dari jaring kontrol geodesi yang tersebar diseluruh dunia sesuai dengan
epok pengamatan (tahun pengamatan) oleh IERS. Setiap realisasi ITRF yang baru, IERS
mempublikasikan revisi seri sebelumnya dalam hal posisi/nilai koordinat dan laju kecepatan
untuk jaringan global kontrol geodesi yang terdiri dari beberapa ratus stasiun control/penjejak
(tracking stations). Realisasi ITRF 2008 beserta cara pengukuran posisi stasiun control yang
tersebar diseluruh permukaan bumi yang dipublikasikan oleh IERS dapat dilihat pada gambar 3
berikut ini.
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Gambar 3 Realisasi ITRF2008 oleh IERS diseluruh permukaan bumi.
Oleh IERS posisi stasiun control didefinisikan koordinatnya dan dipublikasikan keseluruh dunia
sebagai Realisasi ITRF2008. Realisasi evolusi ITRF terkini adalah ITRF2014 (Altamimi et al.,
2016, dalam Subarya 2019). Suatu realisasi ITRF dihasilkan dari proses hitungannilai koordinat



stasiun-stasiun dan  kecepatan linier dan non-linier pergerakan ratusan  stasiun
VLBI/SLR/GNSS/DORIS. ITRF saat ini merupakan sistem kerangka yang stabil pada tingkat
milimeter, dan pada evolusi realisasi terkini ITRF2014 epoch 2010.0 yang dalam prosesnya
memperhitungkan suatu inovasi dalam pemodelan sinyal-sinyal periodik (tahunan dan setengah
tahunan) dan ‘post seismic deformations atau PSD’ pada wilayah di berbagai belahan dunia yang
terdampak oleh gempa bumi kuat, seperti diantaranya di bagian barat P. Sumatra (ibid, 2016).
Pada evolusinya pergeseran yang terjadi atau ‘shift geocenter’ dari ITRF2008 ke ITRF2014
adalah sebesar 3,5 mm (Altamimi et al., 2016, dalam Subarya 2019). Stasiun — stasiun kontrol
yang terpasang diseluruh dunia ini akan digunakan sebagai acuan atau referensi pengadaan titik
kontrol atau titik referensi lainnya dengan klasifikasi yang lebih rendah. Dalam spesifikasi datum
perlu dituliskan referensi ITRF-YY, karena akan digunakan sebagai referensi koordinat.

Distribusi stasiun kontrol diseluruh dunia dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
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Gambar 4 Distribusi Titik Referensi Geodesi di seluruh permukaan bumi.

C. Model Dan Bentuk Bumi

Dalam menentukan koordinat di muka bumi, perlu mengetahui model termasuk
didalamnya ukuran dan bentuk bumi. Model dan bentuk bumi ini digunakan sebagai referensi
dalam menentukan nilai — nilai koordinat di muka bumi.

1. Model Bumi

Model bumi matematik yang sangat mendekati bentuk fisik bumi adalah bangun elips

putar atau elipsoid dengan dimensi tertentu. Dengan dipakainya elipsoid, maka dalam pekerjaan

pemetaan dapat dilakukan hitungan geodesi pada permukaan tersebut menggunakan rumus yang



seragam di semua tempat : di atas, pada dan di bawah permukaan bumi.  Elipsoid merupakan
bidang lengkung, tidak merupakan bidang datar seperti halnya peta, dan tidak juga merupakan
bidang yang dapat didatarkan. Tegasnya, di permukaan elipsoid tidak berlaku ilmu ukur bidang
datar, atau sistem di elipsoid berbeda dengan sistem di peta. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara
pemindahan unsur-unsur di permukaan elipsoid ke bidang peta dengan aturan-aturan yang
dirumuskan secara tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat diturunkan hubungan antara unsur-
unsur di elipsoid dan unsur-unsur korespondennya di bidang peta.

Besar dan bentuk elipsoid ditentukan oleh 2 parameter, yaitu radius ekuator atau setengah
sumbu panjang elipsoid (a) dan penggepengan/pemepatan atau flattening (f). Dengan
diketahuinya dimensi a dan f dari suatu elipsoid, maka dapat ditentukan setengah sumbu
pendeknya (b) dengan persamaan berikut :

f=(a-b)/a atau: b =a (1-f)
Besaran lain yang perlu diketahui adalah eksentrisitas pertama (e), eksentrisitas kedua (e’),
radius kelengkungan arah vertikal utama (N), radius kelengkungan arah meridian (M), dan radius
rata-rata elipsoid / bola bumi (R).
Eksentrisitas pertama diformulasikan :

e =1 ((a’-b%)/a?)
atau: e= (2f-f)

Eksentrisitas kedua diformulasikan :

e' = ((a*-b?)/b?

Radius kelengkungan arah vertikal utama (prime vertical) diformulasikan :

N =a/V(1-e*sin’L)

Radius kelengkungan meridian diformulasikan :
M = a/ {(1-e9).N(1-e%sin’L)}
Radius rata-rata (model bumi bola) diformulasikan :

R = (azb)m
Terdapat puluhan, bahkan mungkin ratusan model bumi elipsoid yang telah dibuat. Tiga di
antaranya pernah dipakai oleh Indonesia sebagai bidang referensi pemetaannya, yaitu sebagai
berikut.



Tabel 1. Elipsoid yang pernah dipakai Indonesia

No. | Nama elipsoid a f Masa pemakaian
1 | Bessel 1841 6 337 397,155 | 1/299,153 | 1862-1974
2 | GRS 1967 6 378 160,0 1/298,247 | 1974-1996
3 | WGS-84 6 378 137,0 1/298,257 | 1996-skr.

Untuk memperoleh nilai posisi yang berupa koordinat di bumi, maka disusun system koordinat
dalam Elipsoid. beberapa istilah yang perlu dipahami adalah sebagai berikut.
a. Meridian, yaitu garis-garis setengah lingkaran yang menghubungkan Kutub Utara dan
Kutub Selatan bumi. Jumlah garis ini tidak berhingga.
b. Paralel, yaitu garis-garis lingkaran pada model bumi yang sejajar dengan garis ekuator.
Jumlah garis ini tidak berhingga. Paralel terbesar adalah ekuator, semakin mendekati

kutub, paralel semakin mengecil. Paralel dan meridian saling tegaklurus.

Meridian

Gambar 5. Meridian dan paralel

c. Bujur suatu titik, yaitu besarnya busur bumi (dalam satuan derajat) yang dimulai dari
meridian acuan (meridian 0°) hingga meridian titik yang bersangkutan. Apabila suatu titik
berada di sebelah timur meridian acuan, maka harga bujurnya diberi tanda positif (+),
sebaliknya apabila berada di sebelah barat meridian acuan, maka harga bujurnya diberi
tanda (-). Harga bujur antara -180° hingga +180°.

d. Lintang suatu titik, yaitu besarnya busur bumi (dalam satuan derajat) yang dihitung
mulai dari ekuator (lintang 0°) hingga titik yang bersangkutan. Apabila suatu titik berada
di utara ekuator, maka harga lintangnya diberi tanda positif (+), sebaliknya apabila berada
di selatan ekuator, maka harga lintangnya diberi tanda (-). Harga lintang antara -90°

hingga +90°.



Sistem koordinat yang dipakai untuk menentukan posisi sebuah titik pada elipsoid adalah : (1)
sistem koordinat geodetik ; dan (2) sistem koordinat kartesian.
1. Sistem Koordinat Geodetik
Posisi setiap titik yang mengacu pada elipsoid disebut posisi geodetik. Komponen posisi tersebut
adalah bujur geodetik (B), lintang geodetik (L) dan tinggi geodetic/geometrik (h = tinggi di atas
elipsoid).

Misalkan titik A akan ditentukan posisinya dengan koordinat geodetik, maka melalui titik
A dibuat meridian elips KU-A-KS.
Sudut B antara meridian elips acuan (meridian 0°) dan meridian elips yang melalui titik A adalah
unsur koordinat pertama titik A, yang selanjutnya dinamakan bujur titik A. Titik yang terletak di
sebelah timur meridian acuan (meridian Greenwich) harga bujurnya diberi tanda positif (+),

sedang yang terletak di sebelah barat meridian acuan tersebut diberi tanda negatif (-).

Greenwich Meridian P

Ekuator / Khaththul Istiwa’

KS
Gambar 6. Sistem koordinat geodetik



Apabila di bidang meridian elips yang melalui titik A dibuat garis normal AN, maka garis
normal tersebut akan akan membuat sudut L dengan bidang ekuator. Sudut L merupakan unsur
koordinat kedua titik A, yang selanjutnya dinamakan lintang titik A. Titik yang terletak di
sebelah utara Ekuator harga lintangnya diberi tanda positif (+), sedang yang terletak di sebelah
selatan Ekuator diberi tanda negatif (-).

Ketinggian titik A terhadap bidang elipsoid merupakan unsur koordinat ketiga titik A,
yang dinamakan tinggi geodetik titik A. Diberi tanda positif (+) jika titik A terletak di atas model
elipsoid, dan diberi tanda negatif (-) jika terletak di bawah / di dalam model elipsoid.

2. Sistem Koordinat Kartesian

Di samping dalam sistem koordinat geodetik, suatu titik juga dapat ditentukan koordinatnya

dalam sistem koordinat kartesian tiga dimensi yang geosentrik.

KU A Z(4)

Greenwich

KS
Gambar 7. Sistem koordinat kartesian
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Titik asal salib sumbu diambil di titik pusat massa bumi (O). Sebagai sumbu X diambil garis
perpotongan antara bidang meridian elips 0° dan bidang ekuator. Bernilai positif (+) ke arah
meridian 0°, dan bernilai negatif (-) ke arah meridian 180°. Sumbu Y terletak di bidang ekuator
tegaklurus terhadap sumbu X. Bernilai positif (+) ke arah meridian 90°, dan bernilai negatif (-)
ke arah meridian -90°. Sumbu Z tegaklurus terhadap sumbu X dan Y, bernilai positif (+) ke arah
Kutub Utara (KU), dan bernilai negatif (-) ke arah Kutub Selatan (KS). Aturan sumbu koordinat
ini mengikuti Kaidah Tangan Kanan.

Hubungan antara koordinat kartesian sebuah titik dengan koordinat geodetiknya adalah :
X = (N+h) cos L cos B
Y = (N+h) cos L sin B
Z= (N.(1-e%)+ h) sin L

Sebaliknya, transformasi koordinat dari sistem kartesian ke sistem koordinat geodetik dapat
dilakukan dengan rumus sebagai berikut.
L = arc tan { (Z+ ¢’% b. sin®) / (p- e®.a.cos’®) }

B = arc tan (Y/X)

h = (p/cos L) - N
dalam hal ini :

® = arc tan ((Z.a)/(p.b))

p=(X*+Y?)
2. Bentuk Bumi

Untuk mengetahui bentuk bumi sesungguhnya, pada sekitar abad 17, para pakar
kebumian yaitu geofisis dan geodet, telah bersepakat bahwa permukaan air laut rata-rata yang
tidak terganggu (oleh angin, cuaca, pasang-surut dan lain-lain) dipakai sebagai bentuk fisis-
teoritis daripada permukaan bumi, karena pada permukaan ini mempunyai realita fisis sebagai
bidang potensial yang menyelimuti permukaan bumi. Bidang potensial ini yang akan digunakan

untuk mengetahui bentuk fisis bumi. Di mana pada bidang potensial ini, semua garis gaya berat

akan melaluinya secara tegaklurus. Sehingga alat-alat ukur seperti theodolit dan waterpass yang
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nivo-nivonya telah seimbang, maka Sumbu I-nya telah tegak lurus pada bidang ekuipotensial
yang sejajar dengan geoid setempat. Selanjutnya oleh Listing, permukaan ini dinamakan geoid,
sehingga geoid ini dinyatakan sebagai bentuk fisis bumi sesungguhnya.

Setelah dilakukan survei gaya berat secara global, di daratan dengan peralatan gravimeter
maupun di lautan dengan satelit gravimetri, ternyata permukaan geoid ini bukan permukaan
bidang yang teratur, tetapi bergelombang/berundulasi bergantung pada distribusi kepadatan

massa batuan di sekitarnya.

Sumber ; Kosasih Priyatna
Gbh.8 Geoid Global dari EGM96 Perbesaran 10.000 kali

Model bumi matematik yaitu Ellipsoid ini memiliki bentuk yang paling mendekati geoid atau
bentuk fisis bumi sehingga digunakan sebagai bidang referensi pemetaan.

Dari model dan bentuk bumi yang merupakan bidang lengkung ini, sudah barang tentu di
dalam pemindahan dari bidang elipsoid ke bidang peta harus dipilih suatu cara sehingga
distorsi/penyimpangan yang terjadi sekecil-kecilnya. Tetapi bagaimanapun diambil suatu cara,
distorsi akan tetap ada.

Pemindahan unsur-unsur di permukaan elipsoid ke bidang peta disebut proyeksi peta.
Karena elipsoid merupakan bidang yang mewakili permukaan bumi secara matematis, maka
dapat dikatakan bahwa proyeksi peta merupakan sistem yang memberi hubungan antara
permukaan bumi dan peta. Hubungan/korespondensi antara permukaan bumi dan permukaan

peta tersebut merupakan korespondensi satu-satu.
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Dalam sistem elipsoid, letak suatu titik pada permukaan elipsoid dinyatakan dengan
koordinat geodetik (B=bujur, L=lintang), sedang pada bidang proyeksi (peta) dinyatakan dengan
koordinat kartesian (x,y). Dalam hal ini terdapat hubungan :

x=f(B,L)
y =f(x,y) disebut rumus proyeksi.
B=1(xy)

L=f(x,y) disebut rumus invers proyeksi.

D. WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 (WGS-84)

Elipsoid dengan dimensi tertentu yang digunakan untuk hitungan geodesi dinamakan
Elipsoid Referensi. Indonesia telah 2 kali mengganti elipsoid referensi pemetaannya. Elipsoid
Bessel 1841 telah digunakan pada masa kurun waktu 1862 — 1974. Selanjutnya pada tahun 1974,
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Republik Indonesia (Bakosurtanal) menggantinya
dengan Geodetic Reference System 1967 (GRS-67). Terakhir, pada tahun 1996 GRS-67 diganti
dengan WGS-84, kemudian pada tahun 2013 melalui Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 15 Tahun 2013, Elipsoida referensi yang digunakan adalah WGS 84.

WGS84 dikelola oleh suatu Institusi di Amerika Serikat yang dikenal the National
Geospatial Intellegency Agency (NGA), yang sebelumnya the National Imagery and Mapping
Agency (NIMA) menggantikan the Defence Mapping Agency (DMA). Dalam pengembangan
WGS84 sebagai suatu system referensi untuk pertama kali, DMA lah yang mendapat tanggung-
jawab, dan menginisiasi realisasi kerangka referensi WGS84.

1. WGS-84 : Sistem Referensi Koordinat.

Sebagai system referensi Koordinat Elipsoid WGS-84 dirancang agar sedekat mungkin
dengan ITRS, dimana sebagai sistem refrensi koordinat WGS-84 adalah geosentrik dimana pusat
(origin) elipsoid berimpit dengan pusat massa bumi, dengan pengaturan sistem referensi
koordinat dengan system koordinat kartesian dan system koordinat geodetik sebagai berikut :

a. Sistem koordinat kartesiannya mengikuti aturan sebagai berikut.
e originnya merupakan pusat massa bumi, sehingga pusat elipsoid juga merupakan pusat
bumi ;
e sumbu z mengarah ke kutub utara rata-rata atau Conventional International Origin (CIO),

sebagaimana ditetapkan oleh International Earth Rotation Service;
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e sumbu x merupakan perpotongan bidang meridian acuan (Greenwich Mean Astronomical
Meridian, sebagaimana ditetapkan oleh Bureau International [’'Heure) dan bidang
ekuator;

e sumbu y menyesuaikan terhadap sumbu x dan z, dengan mengikuti aturan tangan kanan.

b. Sistem koordinat geodetik mengikuti aturan sebagai berikut.
e Meridian elips yang melewati Observatorium Greenwich dipakai sebagai dasar untuk
menghitung salah satu unsur koordinat (bujur tempat), sedang bidang Ekuator digunakan
untuk menghitung unsur koordinat yang kedua (lintang tempat).
e Titik yang terletak di sebelah timur meridian Greenwich harga bujurnya diberi tanda
positif (+), sedang yang terletak di sebelah barat meridian acuan tersebut diberi tanda
negatif (-).
e Titik yang terletak di sebelah utara Ekuator harga lintangnya diberi tanda positif (+),
sedang yang terletak di sebelah selatan Ekuator diberi tanda negatif (-).
2. WGS 84 sebagai Elipsoida

WGS-84 merupakan bidang/model matematik yang saat ini dianggap paling mendekati
besar dan bentuk bumi. Elipsoid ini dipakai sebagai bidang referensi pemetaan nasional di
Indonesia. Ada empat parameter yang mendefinisikan WGS-84 tersebut, yaitu sebagai berikut.

e Setengah sumbu panjang elipsoid  =a =6 378 137 meter.

e Penggepengan (flattening) =f=1/298,257 223 563.

e Kecepatan angular bumi =m=7292 115 x 10 rad/sekon.

e Konstanta gravitasi bumi (termasuk atmosfer) = G = 3 986 005 x 10 m*/sekon®.
WGS-84 ini hampir identik dengan elipsoida the Geodetic Reference System 1980 (GRS80)
yang
sama-sama berkorelasi dengan ITRF. Perbedaan terdapat pada nilai besaran nilai pegepengan
atau flattening, yang tidak berpengaruh signifikan pada aplikasi praktis. Parameter-parameter
elipsoid WGS-84 dan GRS80, diringkas pada Tabel 2 (Subarya,2019).

Tabel 2. Besaran Elipsoida WGS-84 dan GRS80

Ellipsoid Semi-major axis (m) | Inverse flattening

GRSE0 6378 137 m 208.2572X2 10D

WGSR4 6378 137 m 298.257 223 563

Sumber : Subarya, 2019
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3. WGS-84 sebagai Kerangka Referensi.

WGS-84 merupakan salah satu datum (acuan) bagi orbit satelit, sehingga oleh U.S. Defense
Mapping Agency dinyatakan sebagai model referensi geodetik global. Kerangka referensi
WGS84 adalah merupakan realisasi dari system referensi WGS-84 melalui koordinat
terdefinisi di 11 stasiun monitoring referensi yang terdistribusi global (Gambar 9) dan nilai

besaran kecepatan perubahan linier koordinat atau velocities ikut diperhitungkan (Wong
etal., 2012 dalam Subarya, 2019).  Stasiun stasiun kontrol  referensi  ini, berikut nilai
koordinatnya selanjutnya diaplikasikan untuk menghitung orbit-orbitsatelit GPS pada
konstelasinya. Maka pada saat penentuan posisi dimuka bumi dengan menggunakan metode
pengamatan satelit GPS, nilai koordinat yang diperoleh bereferensi pada kerangka referensi
WGS-84.

Sumber: Malyset ol., 2016

ge

GPS Monitor Stations New Zostan
® NGA 1
W NGA
W USAF Site

Sumber : Subarya, 2019

Gambar 9. Jaring Stasiun Monitor GPS Global.

Di mulai pada tahun 2014 atau tepatnya setelah 13 Oktober 2013, realisasi terkini system
WGS-84 adalah merupakan evolusi ke-enam dari  rangkaian realisasinya. Pada urutan
realisasi WGS84 dibedakan oleh notasi GPS Week yang menunjukkan kapan kerangka referensi
diberlakukan, contoh : pada 8 Pebruari 2012 adalah GPS  Week 1674, ‘WGS84(G1674)’.
Realisasi ke-enam kerangka referensi WGS84 diringkas pada Tabel 3. (Malys et al., 2016, dalam
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Subarya 2019), yang mengindikasikan sejak Januari 2002 ketidak-tentuan (uncertainty) pada
penentuan posisi dengan kerangka referensi WGS-84 relatif terhadap ITRF2008 adalah « 2 cm.

Tabel 3. Realisasi Kerangka Referensi WGS 84

Realisasi Ketelitian Absolut Waktu
Original (Transit) 1-2m Jan 1987
G730 10 cm Jun 1994
G873 5cm Jun 1997
G1150 2cm Jan 2002
G1674 lcm Feb 2012
G1762 lcm Oct 2013

Sumber : Malys et al, 2016 dalam Subarya, 2019

Selanjutnya untuk mengetahui tentang realisasi WGS84 terkini, Wong et al., 2012 dan
Malys et al., 2016 memberikan penjelasan lebih detail. Di mana realisasi WGS84(G1674)
dan WGS84(G1762) di 11 stasiun monitoring GPS yang terdistribusi global, disekutukan
langsung ke nilai koordinat ITRF2008 berikut velocities yang dipublikasi oleh IERS.
Diimplementasikan oleh the GPS Operational Control Segment (OCS) pada 8 Pebruari
2012 “WGS84(G1674)’ dan 13 Oktober 2013 “WGS84(G1762)’, yang keduanya pada
epoch 2005.0. (Subarya, 2019).

Evolusi kerangka referensi ITRF dan WGS84 adalah bersifat dinamik tiada lain adalah
untuk menuju pada target akhir stabilitas realisasi ‘geocenter’, pusat massa gayaberat
Bumi, dengan tingkat ketelitian 0,1 mm/tahun dan stabilitas faktor-skala 0,01 ppb/tahun
atau 0,1 mm/tahun (Blewitt, 2003). Pencapaian terkini, pada evolusi sampai ITRF2008
stabilitas realisasi ‘geocenter’ pada tingkat ketelitian 0,5 mm/tahun, dan stabilitas faktor-

skala 0,2 mm/tahun (Wu et al., 2012, dalam Subarya 2019).
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E. SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL
HORISONTAL
DAN VERTIKAL.

Sistem Referensi Geospasial atau Sistem Referensi Pengukuran dan Pemetaan merupakan
suatu sistem referensi yang digunakan untuk penentuan posisi di muka bumi. Penentuan posisi
horizontal dan vertical di muka bumi memiliki referensi yang berbeda. Dari model matematik
bumi dan sistem referensi koordinat yang digunakan meskipun terdapat unsur tinggi, tidak dapat
langsung digunakan sebegai referensi tinggi diatas peta. Karena model matematik bumi yang
berupa Ellipsoid merupakan bidang lengkung. Sedangkan refrensi tinggi harus berupa bidang
datar, maka untuk itu Sistem refrensi pengukuran dan pemetaan atau system referensi geospasial
dipisahkan menjadi Sistem Refrensi Geospasial : horisontal dan vertical.

1. Sistem Referensi Geospasial : Horisontal.

Sistem Referensi Geospasial Horisontal menggunakan referensi model matematik bumi
yang berupa Elipsoid. Sistem referensi koordinat berupa system referensi koordinat geosentrik
(3D) yaitu Sistem Koordinat Kartesian : X, Y, Z dan atau system koordinat pada bidang
lengkung (Sistem Koordinat Geodetis) : Bujur (A), lintang (¢) dan tinggi ellipsoid (h). Sistem
koordinat tersebut didefinisikan pada ellipsoid sebagai sistem referensi koordinat pada bentuk
fisis bumi. Dalam system Referensi Geospasial Horisontal dalam Sistem Referensi Geospasial
Indonesia 2013 diatur sebagai berikut : titik pusat sistem koordinat berimpit dengan pusat massa
bumi sebagaimana digunakan dalam ITRS, satuan dari sistem koordinat berdasarkan Sistem
Satuan Internasional (SI); dan orientasi sistem koordinat bersifat equatorial, dimana sumbu Z
searah dengan sumbu rotasi bumi, sumbu X adalah perpotongan bidang equator dengan garis
bujur yang melalui greenwich (greenwich meridian), dan sumbu Y berpotongan tegak lurus
terhadap sumbu X dan Z pada bidang equator sesuai dengan kaidah sistem koordinat tangan
kanan, sebagaimana digunakan dalam ITRS.

Kerangka Referensi Koordinat dalam system referensi Geospasial horizontal diperoleh dari
hasil publikasi IERS berupa ITRF pada waktu tertentu. Wujud Kerangka Referensi Koordinat
adalah Jaring Kontrol Geodesi dengan stasiun — stasiun kontrol geodesi direalisasikan dalam
bentuk fisik dilapangan berupa pilar/monument/stasiun/Bench Mark/Titik Kontrol/Titik dasar

Teknik. Jaring Kontrol Geodesi ini memiliki parameter waktu, sehingga harus didefinisikan
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kembali nilai koordinatnya pada durasi waktu tertentu. Hal ini terjadi karena terjadi nya
deformasi kerak bumi, yaitu perubahan elastis linier pada bentuk dan ukuran pada kerak bumi
akibat dari pergerakan lempeng tektonik atau lapisan lithosfir. Dalam system referensi geospasial
horizontal ini harus dapat menunjukkan perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu yaitu
vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu dari suatu titik kontrol geodesi yang
diakibatkan oleh pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi. Dengan
demikian Datum yang diperoleh tidak lagi datum static, melainkan sudah menuju kearah datum
dinamik atau kinematik. Sebelumnya kegiatan pengukuran dan pemetaan bereferensi pada
Sistem referensi yang berorientasi pada datum static, nilai koordinat tetap tidak mengalami
perubahan.

2. Sistem Referensi Geospasial : Vertikal.

Dalam kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan untuk menentukan tinggi suatu titik di
muka bumi harus diketahui titik nol sebagai referensi, maka bidang referensi titik nol = datyum
vertikal ini digunakan untuk menentukan tinggi tempat. Datum Vertikal secara geometris dapat
dibedakan dalam 2 (dua) system yaitu :

a. Suatu permukaan ‘ideal’ bidang matematis hitungan yaitu geoid tinggi gravimetrik

(=‘N"), sebagai bidang permukaan ekuipotensial medan gayaberat Bumi atau disebut
Tinggi Orthometrik.
b. Permukaan elipsoida referensi, yaitu tinggi diatas permukaan ellipsoid refrensi yang
digunakan, system ini disebut Tinggi Geometri.
Tinggi orthometrik (=‘H’) bereferensi ke “quasi-geoid” yang merupakan suatu bidang
permukaan ekuipotensial gayaberat dan didefinisikan secara kuadrat terkecil, berimpit dengan
bidang fisis Bumi yaitu muka laut rata-rata atau mean sea level (msl) global dalam keadaan
diam. Pada umumnya, suatu datum tinggi orthometrik yang sifatnya ‘lokal’, dibangun ditepi
pantai berkolokasi terhadap ‘msl’ di suatu titik referensi H = 0, dilanjutkan ke wilayah darat
melalui pengukuran sipat datar (teliti). Menurut teori geodesi, ‘msl’ tidak cocok dijadikan
sebagai suatu datum vertikal ideal, karena tidak mewakili sebagai suatu permukaan datar atau
‘level’. Datum vertikal pada suatu permukaan datar, dapat terwakili oleh permukaan
ekuipotensial gayaberat Bumi yang dinamakan geoid. ‘MSL’ sebagai suatu permukaan tidak
datar, permukaannya bervariasi disebabkan oleh: perbedaan salinitas, konstanta angin

(meteorologi), aliran arus-arus di permukaan dan di kedalaman (hidrologi dan oseonografi), yang

18



membentuk permukaan topografi muka laut atau ‘sea surface topography’ miring atau ‘tilt’
(Subarya, 2019). Untuk saat ini implementasi tinggi tempat dalam pemetaan menggunakan tinggi
orthometrik.

Tinggi geometrik (= ‘h’) diukur dari permukaan elipsoida (contoh terkini menentukan tinggi
menggunakan kerangka referensi WGS84(G1762) epoch 2005.00), ke suatu titik di permukaan
rupa Bumi-bulat dengan ketinggian yang bervariasi. Sejak penentuan posisi titik berbasis
teknologi GNSS[GPS], untuk mendapatkan nilai geometri koordinat titik bujur (1), lintang (¢),
tinggi elipsoida (h), dan tinggi orthometrik (H) dalam pengukurannya secara geometris dapat
dilakukan sekaligus, tidak terpisahkan seperti masa lampau. Permukaan elipsoida
merepresentasikan model matematik sederhana yang merupakan referensi permukaan tinggi GPS
dan bila diafiliasikan dengan permukaan geoid, maka untuk mendapatkan tinggi orthometrik bisa
diukur secara langsung (Subarya, 2019). Hubungan geometris antara ketiganya, adalah pada
Gambar 10 berikut ini. Tinggi titik hasil pengamatan dengan GPS diperoleh nilai tinggi
Geometri, yaitu tinggi titik diatas/dibawah ellipsoid referensi.

Undulasi
Geoid

Geoid diimpitkan ke ‘msl’

h = tinggi elipsoida ( garis tegak lurus)
H = tinggi orthometrik ( garis lengkung nivo )

N = tinggi geoid ( garis tegak lurus )

Sumber : Subarya, 2019

Gb. 10 Hubungan Geometris Permukaan Bumi — Geoid — Elipsoid Referensi
Jika nilai N (= undulasi geoid) diketahui dengan nilai akurasi yang tinggi disuatu titik, maka
akan memudahkan untuk memperoleh nilai tinggi orthometrik (=H). Hubungan tinggi

orthometris (H) dan tinggi ellipsoid (h) pada suatu titik adalah H =h — N.

F. SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA
2013 (SRGI 2013).

Penyelenggaraan informasi geospasial nasional memerlukan suatu sistem referensi

tunggal, baik horizontal maupun vertikal, untuk menjamin integritas informasi geospasial yang
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dihasilkan. Ditinjau dari aspek keberadaan lempeng tektonik, Negara Kesatuan Republik
Indonesia terletak diantara pertemuan beberapa lempeng tektonik yang bersifat dinamis sehingga
perlu diperhitungkan dalam pendefinisian sistem referensi geospasial. Perkembangan teknologi
penentuan posisi berbasis satelit telah memungkinkan digunakan untuk penyelenggaraan
kerangka referensi koordinat nasional yang terintegrasi dengan sistem referensi geospasial
global. Maka untuk itu Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95) sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman dan perlu diubah. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial, pasal 27 ayat 2, dalam pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi: a. sistem referensi geospasial; dan b.
jenis, definisi, kriteria, dan format data. Untuk itu perlu adanya standart terkait Sistem Referensi
Geospasial. Badan Informasi Geospasial telah mengeluarkan peraturan terkait standart system
referensi geospasial untuk kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan di Indonesia yaitu
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi
Geospasial Indonesia 2013. Selanjutnya Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 disebut
dengan SRGI 2013.
SRGI2013 terdiri dari: Datum Horisontal yang terdiri atas: System Referensi Koordinat;
Kerangka Referensi Koordinat; Elipsoida Referensi dan Perubahan nilai koordinat sebagai fungsi
waktu sebagai akibat dari pergerakan lempeng tektonik dan deformassi kerak bumi; dan Datum
Vertikal.
1. Datum Horisontal.
a. Sistem Referensi Koordinat:
» Titik Pusat Sistem Koordinat (Origin) adalah Pusat massa bumi (geosentrik).
« Satuan Sumbu Sistem Koordinat (Scale) menggunakan Standar Internasional
(Metrik).
» Arah Sumbu Sistem Koordinat (Orientation) adalah equatorial dimana:
* sumbu Z searah dengan sumbu rotasi bumi;
* sumbu X adalah perpotongan bidang equator dengan bujur nol (greenwich
meridian), dan
* sumbu Y berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X dan Z pada bidang
equator.

b. Kerangka Referensi Koordinat:
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Merupakan realisasi dari sistem referensi koordinat berupa Jaring Kontrol Geodesi
Nasional yang terikat pada kerangka referensi global ITRF2008.

Nilai koordinat awal direalisasikan pada epoch 2012.0 tanggal 1 Januari 2012.

Jaring Kontrol Geodesi Nasional, terdiri atas sebaran titik-titik kontrol geodesi
berupa:

stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (Sta. CORS, Sta. Pasut Permanen, Sta.
Gayaberat Permanen);

stasiun pengamatan geodetik periodik (JKHN, JKVN, JKGN, titik pantau
geodinamika); dan

titik kontrol geodetik lainnya (GCP untuk CTRT, dll).

c. Elipsoid Referensi.

Ellipsoid Referensi : Bentuk Matematis Bumi.
Model matematik bumi sebagai bidang referensi adalah spheroid pada datum WGS-
1984 dengan parameter a = 6.378.137 meter dan f = 1/298,25722357.

Sistem Koordinat Geosentrik.

d. Perubahan Nilai Koordinat Terhadap Fungsi Waktu.

merupakan besaran dan arah perubahan nilai koordinat terhadap fungsi waktu dari
suatu titik kontrol geodesi yang diakibatkan karena pengaruh pergerakan lempeng
tektonik dan deformasi kerak bumi.

besaran dan arah perubahan nilai koordinat terhadap waktu ditentukan berdasarkan
pengamatan geodetik.

dalam hal besaran dan arah perubahan nilai koordinat terhadap fungsi waktu tidak
dapat ditentukan berdasarkan pengamatan geodetik, maka digunakan suatu model

deformasi kerak bumi yang diturunkan dari pengamatan geodetik di sekitarnya.

2. Datum Vertikal.

Sistem Referensi Geospasial Vertikal yang digunakan adalah geoid.

Geoid tersebut diturunkan berdasarkan survei gayaberat yang terikat kepada Jaring
Kontrol Geodesi (JKG).

JKG tersebut harus terikat kepada IGSN71 atau hasil pemutakhirannya.

Jlka tidak diperoleh data geoid diatas dapat digunakan permukaan laut rata-rata

setempat yang ditentukan berdasarkan pengamatan pasang surut laut selama
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sekurang-kurangnya 18,6 (delapan belas koma enam) tahun atau pengamatan pasang
surut laut tidak tersedia selama periode 18,6 (delapan belas koma enam) tahun maka
digunakan kedudukan muka laut rata-rata sementara berdasarkan pengamatan pasang
surut laut selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
Perbedaan antara SRGI 2013 (SRGI-2013) dengan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95)
dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 . Perbedaan Sistem Referensi Geospasial : DGN 1995 dengan SRGI 2013

Keterangan DGN 1995 SRGI 2013

Sifat Sistem Referensi Static Memperhitungkan
Perubahan nilai koordinat
sebagai fungsi waktu

Sistem Referensi ITRS ITRS

Koordinat

Kerangka Referensi Jaring Kontrol Geodesi | Jaring  Kontrol — Geodesi

Koordinat terikat pada ITRF2000 | terikat pada ITRF2008

Datum Geodetik WGS 84 WGS 84

Sistem Referensi MSL Geoid

Geospasial Vertikal

Sistem  Akses dan Tertutup Terbuka

Layanan

G. SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL/PENGUKURAN
DAN PEMETAAN DI KEMENTERIAN ATR / BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, juga memiliki tugas
dalam melaksanakan kegiatan pengukuruan dan pemetaan serta pengumpulan data Informasi
Geospasial lainnya. Terkait dengan Sistem referensi Geospasial yang dijadikan referensi
kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan juga merujuk pada peraturan perundang — undangan

baik yang berlaku untuk umum seperti Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
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Informasi geospasial dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(BAKOSURTANAL) dahulu dan sekarang disebut dengan Badan Informasi Geospasial.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan nasional juga memiliki peraturan
khusus terkait kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan. Sistem Referensi Geospasial di
Kementerian ATR/BPN dapat dipilah atas : Sistem Referensi Koordinat, Kerangka Referensi
Koordinat dan Sistem Proyeksi Peta.

1. Sistem Referensi Koordinat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 1997 Pasal 3 Ayat 5 disebutkan “Model matematik bumi sebagai bidang referensi
adalah spheroid pada datum WGS-1984 dengan parameter a = 6.378.137 meter dan f =
1/298,25722357. Tidak dijelaskan secara detail posisi origin system koordinat pada ellipsoid
terletak terhadap pusat massa bumi. Dengan merujuk WGS-1984 sebagai system refrensi
koordinat, maka pusat origin sisitem koordinat berimpit dengan massa bumi dan sumbu z
mengarah ke kutub utara rata-rata atau Conventional International Origin (ClO), sebagaimana
ditetapkan oleh International Earth Rotation Service; sumbu x merupakan perpotongan bidang
meridian acuan (Greenwich Mean Astronomical Meridian, sebagaimana ditetapkan oleh Bureau
International [’Heure) dan bidang ekuator; sumbu y menyesuaikan terhadap sumbu x dan z,
dengan mengikuti aturan tangan kanan. Dalam konteks peraturan perundang — undangan sudah
mengikuti Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Geospasial dan sudah sinkron
dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem
referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013).

2. Kerangka Referensi Koordinat.

Wujud dan realisasi dari suatu system referensi geospasial / system referensi pengukuran
dan pemetaan di lapangan adalah keberadaan Jaring Kontrol Geodesi. Jaring Kontrol Geodesi
Nasional (JKGN) dengan stasiun-stasiun kontrol geodesi, direalisasikan dalam bentuk fisik di
lapangan adalah berupa pilar/monumen/stasiun/benchmark, yang dibangun di lapisan kerak bumi
yang mengalami deformasi kearah horizontal dan vertikal, dan ditentukan posisinya dengan
pengukuran geodetik presisi. Konsekuensinya adalah nilai koordinat yang telah ditentukan
semula di stasiun-stasiun geodetik tersebut, akan mengalami perubahan secara linier sesuai

fungsi waktu dengan laju kecepatan (vX, vY, vZ) mm/tahun.
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Pengadaan jaring kerangka dasar pemetaan harus dilakukan dari kerangka besar yang
mempunyai ketelitian yang lebih tinggi daripada kerangka kecilnya. Kerangka besar ini meliputi
satu wilayah Negara, di mana dalam wilayah tersebut disebar titik-titik kerangka dasar pemetaan
dengan jarak yang berjauhan. Untuk selanjutnya, dilaksanakan pengukuran dengan ketelitian
yang sangat tinggi untuk memperoleh koordinat titik-titik tersebut yang disebut jaring kerangka
dasar pemetaan zeroth order atau orde primer (orde 0).

Zeroth order yang letaknya berjauhan ini selanjutnya didensifikasikan (dirapatkan)
dengan orde 1. Orde 1 didensifikasikan lagi dengan orde 2, dan selanjutnya orde 2
didensifikasikan lagi dengan orde 3, dan selanjutnya hingga diperoleh kerapatan titik-titik
kerangka dasar pemetaan yang memadai untuk dilakukan pengukuran dan pengikatan unsur-
unsur yang ada di permukaan bumi untuk dipetakan. Ketelitian jaring kerangka besar akan lebih
tinggi daripada ketelitian jaring kerangka kecilnya, karena jaring kerangka kecil diikatkan
terhadap jaring kerangka besar.

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kerangka Referensi Koordinat di lapangan
diwujudkan dalam bentuk pilar yang disebut dengan Titik Dasar Teknik. Titik Dasar Teknik atau
TDT di Kklasifikasikan dalam 5 kelompok orde, yaitu :

1. TDT Orde 0/ 1, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunakan satelit
GPS/GNSS oleh Badan Informasi Geospasial.
2. TDT Orde 2, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunakan satelit
GPS/GNSS oleh Badan Pertanahan Nasional diikatkan pada TDT orde 0/ 1.
3. TDT Orde 3, diadakan dengan metode penentuan posisi mengunakan satelit
GPS/GNSS oleh Badan Pertanahan Nasional dan diikatkan pada TDT orde 2
4. TDT Orde 4, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunkan satelit
GPS/GNSS atau metode lain oleh Badan Pertanahan Nasional dan diikatkan pada
TDT orde 3.
5. TDT Orde Perapatan, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunakan
satelit GPS/GNSS atau metode lain oleh Badan Pertanahan Nasional dan
diikatkan pada TDT orde 4.
Titik Dasar Teknik orde 4 dan atau orde perapatan ini digunakan sebagai titik kontrol/titik ikat
dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dilingkungan Kementerian ATR/BPN dalam rangka
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menjalankan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk kepentingan pendaftaran tanah
dan kegiatan pengukuran dan pemetaan tematik lainnya.
3. Sistem Proyeksi Peta.

Sistem koordinat geosentrik baik kartesian maupun geodetic, merupakan system koordinat
pada bidang lengkung, sedangkan bidang peta merupakan bidang datar. Untuk melakukan
konversi dari bidang lengkung ke bidang peta yang merupakan bidang datar pasti mengalami
distorsi — distorsi/perubahan - perubahan. Maka untuk itu perlu suatu proyeksi peta tertentu,
untuk mengatasi adanya diostorsi — distorsi tersebut. Untuk meminimalkan distorsi dalam
Proyeksi Peta ada dua hal yang harus dilakukan :

1. Menggunakan bidang proyeksi jika didatarkan distorsinya minimal.

2. Mempersempit luasan wilayah pemetaan.

Terdapat lebih dari 10 jenis system proyeksi peta yang dikenal di dunia, dan masing — masing
system memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu bidang proyeksi yang digunakan adalah
Silinder, dengan posisi tegak atau melintang, Sistem Proyeksi Peta yang banyak digunakan di
daerah sekitar ekuator adalah system proyeksi Peta Universal Transverse Mercator, pada
proyeksi peta ini menggunakan bidang proyeksi silinder dengan posisi melintang dengan
membagi permukaan bumi menjadi zone — zone dengan lebar 6°. Dengan lebar 6° tersebut untuk
kepentingan pertanahan diasumsikan belum dapat memberikan ketelitian yang diharapkan. Maka
Kementerian ATR/BPN pada tahun 1997 mengeluarkan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pasal 3 ayat 1 menyebutkan
Sistem koordinat nasional menggunakan sistem koordinat proyeksi Transverse Mercator
Nasional dengan lebar zone 3° (tiga derajat) dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut TM-3°.
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MODUL TRANSVERSE MERCATOR 3°

2 (TM- 39

etelah mempelajari sistem koordinat geodetik pada elipsoid sebagaimana telah
S diuraikan pada Modul 1, maka koordinat titik-titik yang berada pada sistem
tersebut dapat diproyeksikan ke bidang peta (bidang proyeksi).
Bidang peta merupakan bidang datar, sedangkan permukaan elipsoid bukan merupakan bidang
datar. Oleh karena itu perlu dicari cara yang sebaik-baiknya agar pemindahan unsur-unsur yang
ada di permukaan elipsoid yang lengkung tidak besar distorsinya di bidang peta.
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BPN telah memutuskan untuk menggunakan proyeksi TM-3 dalam menyajikan peta-peta
kadastral dan peta-peta pertanahan lainnya. Dalam Modul 2 ini, akan dibahas proyeksi peta dan
secara khusus akan diuraikan proyeksi TM-3.

Dalam Modul 2 mata kuliah Kerangka Dasar Pemetaan ini dibahas pengertian proyeksi
peta, macam-macam proyeksi, pengertian proyeksi TM-3, dan persamaan proyeksinya serta
invers proyeksi. Setelah mempelajari Modul 2, secara umum Anda diharapkan mampu
mengetahui proyeksi peta dan macam-macamnya, serta sistem proyeksi TM-3. Secara khusus,
Anda diharapkan dapat :

a. menyebutkan pengertian proyeksi peta ;

b. menyebutkan macam-macam proyeksi peta ; dan

c. menyebutkan pengertian proyeksi TM-3 ; dan

e

melaksanakan hitung proyeksi TM-3.

A. PROYEKSI PETA

Permukaan bumi fisis merupakan bidang lengkung yang permukaan tidak teratur. Dengan
kondisi yang demikian, maka sulit untuk melakukan penghitungan — penghitungan hasil
pengukuran, karena tidak setiap besaran pengukuran yang dilakukan di atas permukaan bumi
dapat diselesaikan dengan rumus yang seragam. Oleh karena itu dipilih suatu bidang matematik
yang teratur yang mendekati bentuk fisis bumi secara global, agar memudahkan dalam
perhitungan. Dalam penyajian unsur — unsur yang ada di permukaan elipsoid ke permukaan peta
perlu ditempuh dengan cara sedemikian rupa sehingga distorsi yang terjadi seminimal mungkin.
Cara ini disebut proyeksi peta. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan
antara posisi titik — titik di bumi dan di peta. Problem utama dalam proyeksi peta adalah
penyajian bidang lengkung ke bidang datar. Bidang lengkung ini tidak dapat dibentangkan
menjadi bidang datar tanpa mengalami distorsi-distorsi atau perubahan — perubahan. Suatu peta
akan disebut ideal jika :

a. Luas Benar.
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b. Bentuk Benar.

c. Arah Benar.

d. Jarak Benar.
Tetapi keempat syarat peta ideal tersebut jelas tidak akan terpenuhi semuanya, karena
bagaimanapun diambil suatu cara proyeksi, distorsi tetap akan terjadi. Dengan demikian,
dalam proyeksi peta harus selalu mengorbankan syarat lainnya untuk mempertahankan salah satu
yang diinginkan. Maka yang dapat dilakukan adalah mereduksi distorsi tersebut sekecil mungkin
untuk memenuhi salah satu atau lebih syarat peta ideal tersebut. Caranya dengan :

a. Membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian — bagian yang tidak begitu luas.

b. Menggunakan bidang datar atau yang dpat didatarkan tanpa mengalami distorsi yaitu

bidang kerucut dan bidang silinder.

Pemilihan macam proyeksi tergantung pada :

a. Bentuk, letak dan luas daerah yang dipetakan.

b. Ciri — ciri tertentu/asli yang dipertahankan.
Proyeksi peta mempunyai karakteristik yang bermacam-macam, sesuai dengan tinjauannya.

1. Ditinjau dari bidang proyeksi yang digunakan :

a. Proyeksi azimutal/zenital : bidang datar
b. Proyeksi polyeder : bidang kerucut
c. Proyeksi mercator : bidang silinder.

2. Ditinjau dari posisi sumbu simetri bidang proyeksi :

a. Normal : sumbu simetri berimpit dengan sumbu putar bumi
b. Miring : sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu putar bumi
c. Transversal : sumbu simetri tegak lurus terhadap sumbu putar bumi

3. Ditinjau dari persinggungan bidang proyeksi dan model bumi :
a. Tangent : model bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi
b. Secant : model bumi berpotongan dengan bidang proyeksi
4. Ditinjau dari sifat-sifat yang dipertahankan :
a. Proyeksi ekuivalen :luas  dipertahankan, yang berarti luas bidang dipeta sama
dengan luas di permukaan elipsoid.
b. Proyeksi konform > sudut dipertahankan.

c. Proyeksi ekuidistan  : jarak dipertahankan.
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Metode — metode proyeksi peta yang umum dipakai di Indonesia untuk pemetaan adalah
proyeksi Polyeder, Proyeksi Mercator dan Proyeksi Universal Transverse Mercator.

Proyeksi Polyeder adalah proyeksi kerucut normal konform. Acuan yang digunakan adalah
ellipsoid Bessel 1841 dan meredian nol Jakarta nilai Bujurnya terhadap meredian nol
Greenwich adalah 106°48°27,779 Timur. Digunakan untuk pemetaan pesisir barat Sumatera.
Proyeksi Mercator adalah proyeksi silinder normal konform, menyinggung pada lingkaran
ekuator. Acuan ellipsoid Bessel 1841, digunakan untuk pemetaan Kalimantan Barat, Irian
barat (Papua) dan perataan jaring trianggulasi Nusa Tenggara Barat.

Proyeksi UTM adalah proyeksi silinder Transversal konform. Ketentuan faktor skala pada
meredian sentral sebesar 0.9996 dan lebar cakupannya 6°. pada pemetaan di Indonesia

ellipsoid acuan Geodetic Reference System 1967.

proyeksi peta
map projections

proyeksi pesawat terbang
plane projection

proyeksi kerucut /
conic projection \\/\ &

proyeksi silinder
cylindrical projection

A proyeksi memotong
interrupted projection

Sumber: ...l
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Gambar 11. Macam-macam proyeksi peta

B. PROYEKSI TRANSVERSE MERCATOR 3° (TM-3)
SEBAGAI SISTEM PROYEKSI PEMETAAN NASIONAL.

BPN melalui PMNA No. 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa untuk pembuatan Peta Dasar
Pendaftaran dan Peta Pendaftaran digunakan proyeksi TM-3. Sedang elipsoid referensi yang
dipergunakan adalah WGS-84 (Datum Geodesi Nasional 1995).

Proyeksi TM-3 dapat direkonstruksi sebagai proyeksi silinder transversal yang
memotong model bumi, dan mempunyai ciri sebagai proyeksi konform (sebangun = proyeksi
yang menghasilkan sudut yang sama). Sesuai dengan namanya, proyeksi ini mempunyai wilayah

cakupan sebesar 3 derajat arah timur-barat, atau yang lazim disebut zone.

Gambar 12. Kedudukan silinder terhadap model bumi pada proyeksi TM-3.

Untuk lebih jelas, proyeksi garis meridian-paralel (gratikul) dan garis-garis yang sejajar dengan

salib sumbu x dan y (grid) diilustrasikan pada gambar berikut.
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7 |

Proyeksi Meridian

Prryeksi Paralel

Meridian Sentral

Ekuator

Gambar 13. Garis gratikul dan garis grid pada bidang TM-3.

Proyeksi meridian sentral dan ekuator masing — masing merupakan garis — garis lurus yang
saling tegak lurus, sedangkan proyeksi meridian dan parallel lainnya masing masing merupakan
kurva — kurva yang saling tegak lurus.

Pada gambar 13, garis lurus KU dan KS merupakan hasil proyeksi garis perpotongan antara
silinder dan model bumi, di mana di kedua garis ini tidak ada distorsi jarak maupun luas. Kedua
garis ini dinamakan garis standar.

Selain ekuator yang terproyeksi sebagai garis lurus, terdapat juga meridian sentral yang
juga terproyeksi sebagai garis lurus dan tegak lurus garis ekuator. Kedua garis yang saling
tegaklurus tersebut dipakai sebagai salib sumbu dari sistem grid peta untuk setiap zone. Dengan
demikian setiap zone mempunyai salib sumbu sendiri. Harga koordinat semu di titik salib sumbu
adalah : x =200.000 m., y = 1.500.000 m.

Rumus proyeksi untuk menghitung koordinat proyeksi TM-3 dari koordinat geodetik
adalah :

X = 200.000 + (a;).dB + (a3).dB® + (as).dB®

y = 1.500.000 + (ag) + (a2).dB* + (a,).dB*
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dalam hal ini :

dB  =B-Bg

(a)) =ko.SL

(1) =Kko[N.cosL]/p

(@) = ko.[N.sin L.cos L]/ 2.p

(as) = ko.[N. cos’L.{(N/M) - tan’L }] / 6.p°

(a)) = ko.[N. sin L.cos’L.{4(N/M)?+ (N/M) - tan’L}] / 24.p*

(@) = ko.[N. cos’L.{14(N/M) - 18 tan’L - 9}] / 120.p°
keterangan :

adalah bujur
L adalah lintang
Bo adalah bujur meridian sentral

Ko adalah faktor skala pada meridian sentral

S. adalah panjang busur meridian dari ekuator hingga lintang ¢, yang harganya :

SL =a.(Ao.L-Agsin 2L + Ax.sin 4L - Az.sin 6L+ ...)
Ao=1-e%4-3e*64 - 5e°/256 - ...
A; = 3e?/8 + 3e%/32 + 45e%/1024 + ...
A; = 15e%/256 + 45%/1024 + ...
As = 45e%/3072 + ...

M adalah jari-jari kelengkungan meridian
N adalah jari-jari kelengkungan arah prime-vertical
e adalah eksentrisitas pertama elipsoid referensi

p adalah konstanta = 206264,80625

Rumus invers proyeksinya mengikuti rumus sebagai berikut.
L = Lf+ (cp) X* + (ca) X*
B=Bo+(Ct) X+ (c3) X* + Es

dalam hal ini :
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(c1) =1/ko . (sec Lf/ Nf). p
(C2) = -1/2ko? . (tan Lf/ (NEMD)) . p
(cs) = -1/6ko> . (sec LF/INF) . (NF/MF + 2 tan’Lf) . p
(cs) = 1/24ko" . (tan Lf /(NF.MF)).{-4.(Nf/Mf)? + 9.(Nf/MF).(1-tan’Lf) + 12.tan’Lf} . p
Es = sec Lf. (x5/120.kf5.Nf5).{-4.(Nf/Mf)* (1-6.tan’Lf) + (Nf/Mf).(9-68tan’Lf)
+ 72. (Nf/Mf).tan’Lf + 24.tan’Lf} . p
keterangan :

Lf adalah lintang titik kaki
Nf dan Mf dihitung pada lintang titik kaki Lf

Lf dihitung secara iteratif dari y

Faktor skala di meridian sentral adalah sebesar 0,9999; faktor skala di garis standar
bernilai 1; dan faktor skala di meridian tepinya lebih dari 1. Dengan demikian, hasil proyeksi
jarak maupun luas pada proyeksi TM-3 menunjukkan semakin mengalami pembesaran ke arah

timur maupun ke arah barat dari meridian sentral, atau merupakan fungsi dari harga x (absis).

barat <4—— mer. sentral —>  timur

Y. & . ' ' 7 A
N \ 1 ’ ,
\ \ \ / 7
N Y 7
N \ \ \ 1 ’ .
N \ \ \ \ 1 / 4 ’ ’
N \ \ \ \ N 1 ’ ’ ’
\ ’
~ N \\ \ \ I /I ,/ y 7’
\\ \ \ \ 1 1 / Vi /7 4
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Gambar 14. Faktor skala dan perbesaran jarak hasil proyeksi
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Dalam sistem proyeksi TM-3, wilayah Indonesia tercakup dalam 16 zone. Tata letak zone-zone

dan sistem penomorannya mengadopsi dari sistem penomoran zone proyeksi Universal

Transverse Mercator yang mempunyai lebar zone 6° yang telah dipakai sebelumnya di Indonesia.

Dalam hal ini lebar zone 6° dibagi 2, dan selanjutnya diberi kode 1 untuk yang sebelah barat, dan

2 untuk yang sebelah timur. Sistem penomoran ini diilustrasikan pada gambar berikut.

Nomor Zonce
TM-3

11° LS

Nomor Zone
UTM

48 49 50

Gambar 15. Tata letak dan penomoran zone TM-3 wilayah Indonesia

Tabel 5. Daftar zone proyeksi TM-3 untuk wilayah Indonesia

Nomor zone | Bujur meridian | Meridian batas zone
sentral (Bo) Barat Timur
46.2 9430 93’ 96’
47.1 97°30’ 96° 99°
47.2 100°30° 99° 102°
48.1 103°30° 102° 105°
48.2 106°30° 105° 108°
49.1 109°30° 108° 111°
49.2 112°30° 111° 114°
50.1 115°30° 114° 117°
50.2 118%30° 117° 120°
51.1 121%30° 120° 123°
51.2 124°30° 123° 126°
52.1 127°30° 126° 129°
52.2 130°30° 129° 132°
53.1 133%30° 132° 135°
53.2 136°30° 135° 138°
54.1 139°30° 138° 141°
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wopur. NGAN KOORDINAT PADA
S 3 PROYEKSI TM - 3°

etelah data pengukuran diatas muka bumi yang merupakan permukaan bukan
datar, maka tahap selanjutnya adalah proses penghitungan data ukuran tersebut. Proses
perhitungan ini dilakukan diatas bidang matematis, dalam hal iniadalah merupakan bidang datar.
Tahapan hitungan tidak dapat langsung begitu saja dari data ukuran terus digunakan untuk proses
hitungan, tetapi harus melalui proses reduksi data ukuran jarak dan sudut dari bidang lengkung
ke bidang datar (bidang peta) terlebih dahulu. Kerangka Kontrol Horisontal dalam lingkup BPN
terutama jika dihubungkan dengan titik kontrol yang dipasang dilapangan dinamakan dengan
Titik Dasar Teknik. Titik Dasar Teknik tersebut berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas Orde
0/1, Orde 2, Orde 3 dan Orde 4, sedangkan untuk metode pengukurannya maka Orde 4 dilakukan
secara Terestris.

Dengan mempelajari modul IV ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan
melaksanakan pekerjaan proses hitungan terutama pada metode pengukuran Kerangka Kontrol
Horisontal dengan Metode Terestris dalam hal ini Titik Dasar Teknik Orde 4. Dalam proses
hitungan ini lebih menggunakan cara Bowdith untuk perataannya. Proses hitungan hasil ukuran
ini dilakukan dalam Sistem Proyeksi TM — 3°.

Modul IV ini berisi tentang Jenis Kerangka Dasar Pemetaan Orde — 4, Base Poligon
(Poligon Utama), Perhitungan poligon terikat sempurna, Pengikatan dan Perhitungan Poligon
Utama Dengan Poligon Tertutup pada Kerangka Dasar Nasional Terhadap Orde 3. , Branch
Poligon (Poligon Cabang), Perhitungan Poligon Cabang  Terbuka Terikat Sempurna,
Perhitungan Poligon Terbuka Terikat.
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A. KETENTUAN PROYEKSI TM - 3°

Proyeksi TM — 3° memiliki ketentuan — ketentuan sebagai berikut :

1. Proyeksi : Transverse Mercator dengan Lebar Zone 3°.
2. Sumbu Pertama (Y) : Meredian Sentral dari setiap Zone

3. Sumbu Kedua (X) : Ekuator

4. Satuan : Meter

5. Absis Semu (Timur) :200.000 + X

6. Ordinat Semu (Utara) :1.500.000 +Y

7. Faktor Skala Pada Meredian Sentral : 0,9999

8. Penomoran Zone

Dimulai Zone No. 46.2 mulai Bujur 93°

Timur s/d Bujur 96° Timur.

e Zone No. 47.1 mulai Bujur 96° Timur s/d
Bujur 99° Timur.

e Zone No. 47.2 mulai Bujur 99° Timur s/d
Bujur 102° Timur.

e Zone No. 48.1 mulai Bujur 102° Timur s/d

Bujur 105° Timur.

e Demikian sampai Zone terakhir No. 54.1
mulai Bujur 138° Timur s/d Bujur 141°
Timur,

9. Batas Lintang : Lintang 6° U sampai dengan Lintang 11° S.

B. REDUKSI BESARAN PENGUKURAN SECARA
TERESTRIS
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Sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem pemetaan, maka dalam penghitungan-penghitungan
(misal untuk hitungan poligon) di atas bidang proyeksi, perlu dilakukan reduksi dari permukaan
bumi ke geoid, dari geoid ke elipsoid, dan dari elipsoid ke bidang peta (TM-3). Dengan adanya
reduksi besaran-besaran pengukuran, berarti dilaksanakan koreksi terhadap besaran tersebut.

(i) Reduksi jarak

Permukaan bumi
A dy B

/. S/ S

H
h
dg
de Geoid / MSL
Elipsoid
@ —
d Peta

Gambar 16. Reduksi jarak

Jika ketinggian tempat di atas elipsoid (h) diketahui, maka reduksi jarak ukuran (d,) menjadi
jarak di permukaan elipsoid (de) dapat langsung dihitung dengan Faktor Koreksi Tinggi (m)
berdasarkan argumen rata-rata tinggi geometris tempat survei. Rumus untuk menghitung faktor
koreksi tinggi adalah :

m=d, . (h/R)

dalam hal ini :

h adalah tinggi tempat terhadap elipsoid
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R adalah radius bumi (R =6 371 000 m.)

Harga m juga dapat diperoleh dari tabel Faktor Koreksi Tinggi pada halaman berikut ini.
Sehingga jarak di permukaan elipsoid :
de=dy. m

Tetapi jika h tidak diketahui, maka berdasarkan asumsi bahwa permukaan geoid berimpit dengan
permukaan elipsoid, untuk keperluan praktis dapat digunakan tinggi orthometris (H = tinggi

terhadap MSL/geoid) untuk menggantikan h.

Selanjutnya, jarak pada bidang proyeksi TM-3 (d) dihitung dari jarak pada bidang
elipsoid (d¢), dengan menggunakan faktor skala (k). Untuk keperluan praktis dalam rangka
pengadaan TDT Orde 4 yang dilaksanakan dengan pengukuran terestris, faktor skala dapat dicari
dengan rumus :

k = 0,9999 + 1,237.(x.107)?

dalam hal ini, x merupakan rata-rata dari absis titik-titik ikat poligon.
Harga k juga dapat diperoleh dari tabel Faktor Perbesaran Skala pada halaman berikutnya.

Selanjutnya, jarak terproyeksi dapat dihitung :
d=d.k atau: d=d,m.k
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Tabel 6. Faktor Koreksi Tinggi (m) dalam reduksi jarak ke geoid/elipsoid

Tinggi rata- Faktor | Tinggi rata- Faktor | Tinggi rata- Faktor
rata (meter) Koreksi | rata (meter) Koreksi | rata (meter) Koreksi
Tinggi (m) Tinggi (m) Tinggi (m)
0 988 2008
1,00000 0,99984 0,99968
32 1052 2071
0,99999 0,99983 0,99967
96 1115 2135
0,99998 0,99982 0,99966
160 1179 2199
0,99997 0,99981 0,99965
223 1243 2263
0,99996 0,99980 0,99964
287 1307 2326
0,99995 0,99979 0,99963
351 1370 2390
0,99994 0,99978 0,99962
415 1434 2454
0,99993 0,99977 0,99961
478 1498 2518
0,99992 0,99976 0,99960
542 1562 2581
0,99991 0,99975 0,99959
606 1625 2645
0,99990 0,99974 0,99958
669 1689 2709
0,99989 0,99973 0,99957
733 1753 2773
0,99988 0,99972 0,99956
797 1816 2836
0,99987 0,99971 0,99955
861 1880 2900
0,99986 0,99970 0,99954
924 1944 3000
0,99985 0,99969
988 2008
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Tabel 7. Faktor Perbesaran Skala (k) pada TM-3

BARAT K TIMUR BARAT k TIMUR
X (Km) X (Km) X (Km) X (Km)
200 200 82 318
0,99990 1,00007
178 223 78 323
0,99991 1,00008
163 238 5 325
0,99992 1,00009
153 248 73 328
0,99993 1,00010
145 255 70 330
0,99994 1,00011
138 263 65 335
0,99995 1,00012
130 270 63 338
0,99996 1,00013
125 275 60 340
0,99997 1,00014
120 280 58 343
0,99998 1,00015
115 285 55 345
0,99999 1,00016
110 290 50 350
1,00000 1,00017
105 295 48 353
1,00001 1,00018
100 300 45 355
1,00002 1,00019
97 303 43 358
1,00003 1,00020
93 308 40 360
1,00004 1,00021
90 310 38 363
1,00005 1,00022
85 315 35 365
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1,00006 1,00023
82 318 32 368

(i1) Reduksi asimut

Untuk mereduksi asimut ukuran (o) menjadi asimut di elipsoid (A) diperlukan beberapa tahap
koreksi, yaitu :

(1) Koreksi karena ketinggian tempat (koreksi Kappa)
Rumus untuk menghitung koreksi Kappa (k) adalah :
k=0,18”. cos’L . h . sin 2a,

dalam hal ini :
L adalah lintang rata-rata antara 2 titik.
h adalah tinggi titik yang dibidik (dalam satuan Km.)

a, adalah asimut ukuran.
(2) Koreksi karena kemiringan geoid terhadap elipsoid (defleksi vertikal)
Rumus untuk menghitung koreksi defleksi vertikal (0) adalah :

0=n".sin o, —&”. cos ay) . tan m

dalam hal ini :
n adalah komponen defleksi vertikal arah timur-barat.
¢ adalah komponen defleksi vertikal arah utara-selatan.

m adalah sudut miring.

(3) Koreksi dari garis irisan normal menjadi garis geodetis

Rumus untuk menghitung koreksi dari asimut garis irisan normal menjadi asimut garis
geodetis (o) adalah :
& = -0,028” (d,/100)% sin 2ay. cos 2L
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dalam hal ini :

d, adalah jarak antara 2 titik (dalam satuan Km).

Sehingga koreksi untuk membuat asimut ukuran (o) menjadi asimut di elipsoid (A) adalah :

A=o,+k+0+96

Untuk keperluan pengukuran poligon, yang mana jarak antara 2 titik tidak lebih dari 500 meter
maka besarnya koreksi (1), (2) dan (3) di atas dapat diabaikan, karena harga koreksinya kurang
dari 0,17,

Selanjutnya, untuk mereduksi asimut di elipsoid (A) menjadi asimut di bidang peta TM-3 (a)

diperlukan beberapa tahap koreksi sebagai berikut.

(4) Koreksi konvergensi meridian

Meridian sentral Meridian P

Gambar 17. Konvergensi meridian

Untuk keperluan praktis, konvergensi meridian (y) dapat dihitung menggunakan rumus :
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y” =[p] . AB”.10°  (apabila yang diketahui koordinat geodetik)

atau : v =[q] . x.10° (apabila yang diketahui koordinat peta)
dalam hal ini :
AB” =B — Bo

B adalah harga bujur titik

Bo adalah harga bujur meridian sentral

X adalah absis titik (dalam satuan meter)

[p] dan [q] masing-masing dapat diperoleh dengan bantuan tabel 5 dan tabel 6.

Koreksi konvergensi meridian (y) digunakan juga untuk mengubah arah utara geodetik (UG)
menjadi arah utara peta (UP) di suatu titik :
UP=UG-vy

(5) Koreksi sudut jurusan
Untuk mengubah sudut jurusan busur (T) menjadi sudut jurusan tali busur (t), diperlukan

koreksi kelengkungan garis ().

Meridian sentral Meridian P

Gambar 18. Koreksi kelengkungan garis
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Untuk keperluan praktis, yi, (dari P; ke Py) dan yy; (dari P, ke P;) dapat dihitung dengan
menggunakan rumus :
y12 = 8,507.10™° [(y1-y2).(2X1+X2)]

w21 = 8,507.107 [(y2-y1).(2%2+X4)]
dalam hal ini, x dan y dihitung dalam satuan meter.
Harga t dapat dihitung dengan rumus :

t=T-y

Untuk keperluan pengukuran poligon, yang mana jarak antara 2 titik tidak lebih dari 500 meter

maka besarnya koreksi y di atas dapat diabaikan, karena harga koreksinya lebih kecil dari 0,1”.
Sehingga untuk mengubah asimut geodetik P; ke P, (Az) menjadi asimut di peta (ayp),

diperlukan koreksi konvergensi grid di P; (y;) dan koreksi kelengkungan garis P1-P2 (y12).

Rumus untuk menentukannya :

KU

Meridian sentral Meridian P

| I
Gambar 19. Asimut di bidang elipsoid dan di peta

Secara lengkap, hasil reduksi asimut dari permukaan umi ke bidang peta adalah :
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=0, +tK+0+d-v1-yp

Untuk keperluan praktis seperti pengadaan TDT Orde 4, maka hanya besaran

konvergensi meridian saja yang perlu diperhitungkan. Rumusnya adalah :

012 =0y-"Y1

(iiii) Reduksi sudut

Prosedur reduksi sudut horisontal dari permukaan bumi ke elipsoid samadengan reduksi besaran
asimut, yaitu meliputi koreksi Kappa, koreksi karena kemiringan geoid terhadap elipsoid, dan
koreksi dari garis irisan normal menjadi garis geodetis.

Sudut horisontal pada bidang proyeksi () hasil reduksi sudut dari bidang elipsoid

referensi (B¢) diilustrasikan sebagai berikut.

Elipsoid
Peta

Gambar 20. Sudut horisontal di bidang elipsoid dan di peta

Rumus untuk menentukan :

B =Pe+ (W23— y21)
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Untuk keperluan pengukuran poligon, yang mana jarak antara 2 titik tidak lebih dari 500
meter maka besarnya koreksi-koreksi di atas dapat diabaikan, karena harga koreksinya lebih
kecil dari 0,1”. Oleh karena itu, untuk keperluan praktis seperti pengadaan TDT Orde 4, semua
koreksi di atas dapat diabaikan, dalam arti bahwa sudut ukuran tidak perlu direduksi.

C. APLIKASI HITUNGAN KOORDINAT PROYEKSI TM-3° PADA
POLYGON TERBUKA DAN POLIGON TERTUTUP TERIKAT 2 TDT
NASIONAL.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang — bidang tanah yang dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) RI, tidak lepas dari keberadaan titik kontrol, titik kontrol atau istilah
dalam BPN RI dinamakan dengan Titik Dasar Teknik. Berdasarkan Klasifikasinya Titik Dasar
Teknik dibedakan atas :

1. Titik Dasar Teknik Orde 0/1, disediakan dan diukur oleh Badan Informasi Geospasial

(BIG)

2. Titik Dasar Teknik Orde 2, disediakan dan diukur oleh BPN RI dengan metode GNSS.

3. Titik Dasar Teknik Orde 3, disediakan dan diukur oleh BPN RI dengan metode GNSS.

4. Titik Dasar Teknik Orde 4, disediakan dan diukur oleh BPN RI secara Terestris.

5. Titik Dasar Teknik Orde Perapatan, disediakan dan diukur oleh BPN RI secara Terestris.
Pengukuran dan pemetaan Titik Dasar Teknik Orde 4 harus diikatkan pada Titik Dasar Teknik
Orde 3 yang telah memiliki sistem Koordinat Nasional atau terikat pada Kerangka Dasar
Nasional. Karena jarak antar Titik Dasar Teknik (TDT) yang demikian pendek + 100 meter,
maka metode pengukuran yang efisien dilaksanakan adalah secara Terestris. Metode pengukuran
secara terestris cukup banyak, mengingat kondisi medan sangat bervariatif terutama kepadatan
bangunan, betuk bidang tanah yang dipetakan, maka dipilih dalam hal ini dipilih dengan bentuk
Poligon. Pengukuran Kerangka Dasar Pemetaan Orde — 4 dapat dilaksanakan dengan :

1. Base Poligon (Poligon Utama), meliputi seluruh area yang akan dipetakan dan pengikatan

terhadap TDT Orde 3dilaksanakan dengan cara :
a. Poligon Terbuka Terikat Sempurna.
b. Poligon Tertutup.
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2. Branch Poligon (Poligon Cabang), pengikatan poligon terhadap TDT Orde — 4 yang telah

tersedia, diperlukan sebagai perapatan TDT untuk pengikatan bidang — bidang tanah
yang tidak terjangkau oleh TDT — Orde 4 yang ada.

16

Gambar. 21. Contoh Poligon Utama dan poligon Cabang
Gambar 21 merupakan contoh bentuk Poligon Utama dan Poligon Cabang, dimana :
Titik GPS1 dan GPS 2 merupakan Titik Dasar Teknik — Orde 3.
Titik T1, T2, T3, ....., T15 Merupakan Titik Dasar Teknik — Orde 4.
Poligon Utama = GPS1, T1, T2, T3, T4, T5, GPS2, T6, T7, T8, T9, T10 dan GPS1.

Merupakan poligon tertutup yang meliputi luasan tertentu, misalkan
satu wilayah administrasi desa.

Poligon Cabang = T11, T12, T13, T14 dan T15 merupakan perapatan dari
utama.

1. BASE POLIGON (POLIGON UTAMA).

Poligon Utama, harus diikatkan pada TDT — Orde 3. Karena letak TDT — Orde 3 saling tidak
terlihat dengan jarak antar TDT sejauh = 1,5 Km, maka letak TDT Orde 4 akan berada diantara
TDT Orde 3 tersebut. Untuk itu penyelesaian hitungan dapat dilaksanakan dengan kondisi :

poligon
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1. Jika diketahui 2 TDT Orde 3 diawal jalur poligon dan 2 TDT Ored 3 di akhir jalur,
dengan catatn Antar TDT di awal dan akhir jalur poligon tersebut terpenuhi syarat saling
terlihat. Maka penyelesaian hitungan dilaksanakan dengan metode pengukuran dan
perhitungan dengan metode Perhitungan Poligon Terbuka Terikat Sempurna.

2. Jika diketahui 2 TDT Orde 3 yang tidak saling terlihat tetapi, setiap TDT orde 4 tersebut
saling terhubung yang akhirnya membentuk poligon tertutup seperti yang terlihat pada

gambar diatas.

a. PERHITUNGAN POLIGON UTAMA DENGAN POLIGON TERBUKA TERIKAT
SEMPURNA DENGAN PENGIKATAN PADA KERANGKA DASAR NASIONAL
TDT ORDE 3.

GPS4

Gambar. 22. Poligon Terbuka Terikat Sempurna.

Diketahui : Koordinat TDT Orde 3 GPS1 (X1,Y1), GPS2 (X2,Y2), GPS3 (X3,Y3)
dan GPS4 (X4,Y4).
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Diukur : a. Sudut dalam sl, s2,..., s6
b. Jarak d1, d2, ..., d5
Hitung Koordinat T1, T2, T3, T4 ?

Langkah — langkah perhitungan :

a. Menentukan Azimuth awal dan akhir poligon.
Azimuth awal dan akhir poligon dicari dari koordinat dua titik yang telah diketahui
koordinatnya dalam bidang proyeksi, sehingga tanpa perlu lagi dilaksanakan koreksi
Konvergensi Meredian.

( XGPSZ _ XGPSl )
Arc. Tan -----------mcemmmm oo = Azimuth Awal
( YGPSZ _ YGPSl )

Ao

( XGPS4 _ XGPS3 )
Arc. Tan -----------mmmmmmm oo = Azimuth Akhir
( YGPS4 _ YGPS3 )

An

Catatan : Jika Poligon tersebut berbentuk poligonte  rbuka terikat, maka azimuth awal
dan azimuth akhir harus diukur dengan melakukan pengamatan Matahari atau Bintang, maka
hasil ukuran tersebut harus dikoreksi dengan Konvergensi Meredian dan Kelengkungan
Garis sebelum digunakan untuk perhitungan pada bidang proyeksi.

b. Menghitung salah penutup sudut ukuran poligon, dengan menggunakan rumus :

Azimuth Akhir — Azimuth Awal =% S — (n +1) . 180° + f

Dengan :
¥S  =Jumlah Sudut Ukuran.
N = Jumlah titik (tempat mengukur sudut).
f o = Salah Penutup Sudut, data ukuran sudut dapat diterima jika memenuhi salah

penutup sudut yang telah ditetapkan dalam pengukuran sudut untuk TDT Orde 4.
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Jika tidak memenuhi syarat (lebih besar dari yang ditentukan), maka harus di cek
hasil ukuran sudut tersebut.
Jika telah memenuhi syarat salah penutup sudut, maka selanjutnya diberikan koreksi
terhadap setiap sudut ukuran sebesar :
fo/n

Reduksi Jarak Ukuran ke Bidang Proyeksi.
Data ukuran jarak poligon sebelum digunakan untuk hitungan harus direduksi ke bidang
ellipsoid dan diberi koreksi pada bidang proyeksi.
Tahapan perhitungan sebagai berikut :
1. Reduksi jarak ke Geoid/MSL dan ellipsoid, menggunakan argumen tinggi tempat.
Gunakan tabel argumen tinggi. Rumus yang digunakan :
Ds=Du.S
Dimana ;
Ds = Jarak pada bidang ellipsoid
Du = Jarak Ukuran
S = Besaran reduksi dicari menggunakan tabel argumen tinggi.
Misal : Tinggi rata — rata suatu area = 108 m, dari tabel argumen tinggi didapat faktor
koreksi tinggi antara 96 s/d 160 m sebesar (S) = 0.99998, sehingga :
Ds = Du x 0.99998
2. Koreksi Jarak dari Ellipsoid ke Bidang Proyeksi, menggunakan faktor perbesaran garis
(m). Faktor perbesaran garis ini ditentukan dengan argumen Absis (X) koordinat titik
awal poligon dalam satuan Kilometer, untuk keperluan praktis pergunakan tabel argumen
absis. Jarak terkoreksi menggunakan rumus :
Dm=Ds.m
Dimana :
Dm = Jarak pada bidang proyeksi peta (TM — 3°)
Ds = Jarak pada bidang ellipsoid
m. = Besaran koreksi dicari dengan tabel argumen absis.
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Misalkan : Absis (X) koordinat awal GPS = 235.151,905 meter = 235 Km, dari tabel
argumen absis, faktor perbesaran garis antara 223 — 238 Km nilai m = 0.99991, sehingga
jarak pada bidang proyeksi adalah

Dm = Ds. 0.99991

Reduksi Sudut Ukuran ke bidang proyeksi.

1. Mengingat bahwa untuk keperluan pengukuran TDT orde 4 dan perapatan, jarak
maksimum yang diperbolehkan adalah 150 meter (< 500 meter), maka koreksi — koreksi
Kappa (K), koreksi defleksi vertikal (0), koreksi jurusan geodesic (1) dan koreksi garis
lengkung menjadi garis penghubung lurus antara 2 titik () tersebut diabaikan.

2. Dalam pengukuran poligon untuk TDT Orde 4 telah disyaratkan BPN harus terikat pada
2 titik GPS yang telah diketahui koordinatnya dalam proyeksi TM — 3°. Dengan demikian
Azimuth dalam bidang proyeksi langsung dapat diketahui sehingga tidak perlu adanya
koreksi konvergensi meredian.

Setelah reduksi sudut dan jarak ukuran ke bidang proyeksi peta diselesaikan, maka tahapan

selanjutnya adalah Hitungan Poligon dengan Metode Bowdith sebagaimana penyelesaian

Poligon Terbuka Terikat Sempurna.

1. Syarat Absis dan Ordinat.

Xakhir — Xawal = Z d; sin ojgi+j) + X
Y aknir — Yawal = 2 di cos ai+j) £ fy

2. Mencari Kesalahan Linier.

Akibat kesalahan absis dan ordinat akan menyebabkan pergeseran posisi titik sebagai
berikut :

fx
B7

FL

Gambar.23. Kesalahan Linier.
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B = Titik sebenarnya

B’ = Titik hasil hitungan
FL = Kesalahan Linier
o. = Perputarannya

FL =(fx2 +fy2) ¥
Ketelitian poligon tersebut = FL : XD, dinyatakan dengan perbandingan misalkan 1 :
5.000 ; 1:10.000 dan lain — lain.
Koreksi harga fx dan fy pada tiap absis dan ordinat sebesar :

Setelah kesalahan linier memenuhi persyaratan, selanjutnya dihitung koreksi harga fx dan

fy pada tiap absis dan ordinat sebesar :

Kxi =Dmi.fx/XD

; Kyi

= Dmi.fy/XD

XD = Dml +Dm2 + ...+ Dmn.
Hitung Koordinat Titik — Titik T1, T2, T3 dan T4.
Untuk berikutnya, dihitung koordinat setiap titik dengan rumus :

X1 = X gpsz + Dm1 Sin OiGi+j) Kxi

Y1=Y gpsz + Dml Cos Oigi+j) Kyl

Contoh Hitungan Poligon Terbuka Terikat Sempurna :

Tabel 8. Data poligon ajudikasi Depok :

No | Nama Sudut Jarak Koordinat TM-3 Koordinat WGS-84 Tinggi
titik (meter) X (meter) y (meter) L B (meter)
1 | GPS-4A 235158,099 | 792267,264
2 | GPs-4 |253°57°17” 235151,905 | 792296,907 | 6°24°02” | 106%49°04” | 108
149,445
3 |TP-1 209°12°13”
110,635
4 | TP-2 168°53°36”
165,128
5 [TP-3 281%18°03”
190,582
6 | TP-4 121°33°06”
219,388

52



7 GPS-3A | 278°16°42” 235736,045 | 792081,778 | 6°24°09” | 106°49°23” | 107

8 GPS-3 235727,418 | 792071,983

Akan dihitung koordinat titik poligon : TP-1, TP-2, TP-3 dan TP-4 dalam sistem proyeksi TM-3.

Tahap hitungan :

1. Tentukan asimut awal dan asimut akhir poligon
Jika asimut dihitung dari koordinat 2 titik yang diketahui pada bidang proyeksi, maka hasil
hitungan asimut dapat langsung digunakan tanpa harus dikoreksi dengan konvergensi
meridian. Karena asimut hasil hitungan tersebut sudah berada pada bidang TM-3.

Dari data di atas, hitungan asimut awal dan akhir adalah :
Ao = arc tan ((Xeps.4— Xaps-4a) / (Yopsa— Yopsaa)) = 348°11°51,6”  (asimut awal)
An = arc tan ((XGpg-g— Xgps-gA) / (ygps-g— prs.gA)) = 221022’19,8” (asimut akhlr)

Jika asimut yang digunakan untuk hitungan diperleh dari hasil pengamatan matahari, maka
sebelum digunakan untuk hitungan terlebih dahulu harus dikoreksi oleh konvergensi
meridian.
2. Cek sudut ukuran poligon
Cek dan koreksi sudut ukuran poligon dengan persamaan :
fs = Y'sdt — (Ag-An) — n.180°
dalam hal ini :
fs adalah salah penutup sudut.
Y'sdt adalah jumlah total sudut poligon.
Ao adalah asimut awal poligon.
An adalah asimut akhir polygon.
n adalah jumlah titik yang diukur sudutnya.
3. Reduksi jarak ukuran ke bidang TM-3
Data jarak ukuran poligon harus direduksi ke bidang proyeksi dengan tahapan :
(1) Reduksi jarak ukuran ke bidang geoid / elipsoid
Untuk reduksi ini diperlukan tabel reduksi dengan argumen tinggi rata-rata suatu wilayah
pemetaan dengan luas maksimum (2x2) Km?2. Sebagai contoh dalam kasus di atas, tinggi
rata-rata dapat diambil dari ketinggian titik GPS-4 dan GPS-3A, yaitu 107,5 meter. Maka
dari tabel reduksi dapat dibaca m = 0,99998.
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(2) Reduksi jarak dari elipsoid ke bidang TM-3

Untuk reduksi ini, harga faktor perbesaran garis (k) dapat ditentukan berdasarkan

argumen nilai rata-rata absis (x) dari koordinat titik awal dan akhir poligon dengan angka

bulat dalam satuan kilometer. Sebagai contoh

. absis titik awal poligon GPS-4 =

235158,099 meter dan absis titik akhir poligon GPS-3A = 235736,045 meter, maka rata-
ratanya = 235447,073 meter. Dari tabel reduksi dapat dibaca harga k antara 223 Km
hingga 238 Km adalah 0,99991.

Tabel 9 Hitungan Reduksi Jarak

Dari titik ~ Ke Titik | Jarak (du) Hasil reduksi ke Hasil reduksi ke TM-3
geoid/elipsoid
de = m.du d =k.de
GPS-4 - TP-1 149,501 149,498 149,484
TP-1 - TP-2 110,679 110,677 110,667
TP-2 - TP-3 165,178 165,175 165,160
TP-3 - TP-4 190,592 190,588 190,571
TP-4 - GPS-3A 219,455 219,451 219,431

4. Setelah dilakukan cek sudut ukuran dan reduksi jarak ukuran ke bidang TM-3, maka hitungan

poligon dapat dilakukan dengan metode Bowditch sebagai berikut.

Tabel 10 Hitungan Poligon

Titik Sudut Jarak (d) Asimut (o) dsina dcosa Koordinat
ks Kx ky X (meter) y (meter)
GPS-4A
348°11°51,6”
GPS-4 253%57°17” 235151,905 | 792296,907
-57 | 149,484 | 62°09°03,6” | 132,171 69,830
TP-1 209°12°13” -0,024 -0,002 | 235284,052 | 792366,735
-5” | 110,667 | 91°21°10,6” | 110,636 -2,613
TP-2 168°53°36” -0,018 -0,002 | 235394,670 | 792364,120
-5” | 165,160 | 80°14°41,6” | 162,772 27,984
TP-3 281°18°03” -0,027 -0,003 | 235557,415 | 792392,101
-5” | 190,571 | 181%32°39,6” | -5,136 | -190,502
TP-4 121°33°06” -0,031 -0,003 | 235552,248 | 792201,596
-57 | 219,431 | 123°05°40,6” | 183,833 | -119,814
GPS-3A 278%16°42” -0,036 -0,004 | 235736,045 | 792081,778
-5” 221%22°19,8”
GPS-3
Y= 1313°10’57" 835,313 584,276  -215,115 584,140 -215,129
Ao-An=  126°49°32” (Xd) 0,136 0,014
n.180° = 1440° (-fx) (-fy)
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fs= 297
fL = \(fx*+fy*) / ¥d =1:6110 kx =di/Yd.(-fx) ;  ky=di/Yd.(-fy)

b. PERHITUNGAN POLIGON UTAMA DENGAN POLIGON TERTUTUP PADA

KERANGKA DASAR NASIONAL TDT ORDE 3.

Pengikatan poligon utama dengan metode poligon terbuka terikat sempurna tidak mudah

dilakukan, hal ini disebabkan :

a. Terbatasnya penyebaran TDT Orde 3, dimana faktor saling terlihat sulit didapatkan.

b. Penentuan Koordinat titik tambahan disekitar TDT Orde 3 tersebut dengan menggunakan
pengamatan GPS akan sangat mahal dan tidak efisien.

c. Penentuan azimuth awal dan akhir dengan pengamatan Matahari maupun bintang dapat
digunakan, tetapi banyak hambatan antara lain :

1. Terbatas waktu dan tempat,

2. Banyak koreksi yang harus diberikan terhadap data ukuran (1/2 D, refraksi dll) dan
perlu hitungan reduksi sudut ukuran ke bidang proyeksi (Konvergensi meredian dan
faktor kelengkungan garis)

Dari beberapa kendala tersebut, perlu metode dan cara pengukuran poligon tanpa
memerlukan pengamatan azimuth awal dan azimuth akhir baik dengan cara hitungan 2
koordinat yang saling berdekatan atau pengamatan matahari/bintang. Metode ini adalah
hitungan poligon tertutup terikat dua titik koordinat dalam sistem Koordinat nasional atau
Koordinat dalam sistem proyeksi TM — 3° yang telah diketahui koordinatnya atau disebut
juga metode DU/DV. Contoh jaringan Titik Dasar Teknik yang terikat pada dua TDT Orde 3
dalam bentuk poligon tertutup dapat dilihat pada gambar 19 berikut ini.
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Gambar. 24 Poligon Tertutup Terikat olen Dua TDT Orde 3.

Data Poligon :
Diketahui :
Koordinat Awal : GPS1 (Xp, Yp)
Koordinat Akhir : GPS2 (Xq, YQq)
Diukur :
Sudut Ukuran : So, S1, S2, ..., S8.
Jarak Ukuran :dl, d2,d3,..., do.
Ditanyakan :

Hitung Koordinat : T1, T2, T3, T4, ..., T7.

Langkah — langkah Hitungan :

1. Lakukan kontrol ukuran sudut poligon dengan rumus salah penutup sudut pada poligon

tertutup :
fo == S—(n+2).180°, dengan tanda + untuk sudut luar

tanda — untuk sudut dalam

Berikan koreksi pada masing — masing sudut :
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So terkoreksi = So ukuran =+ fa. /n

S1 terkoreksi = S1 ukuran + fo /n

S2 terkoreksi = S2 ukuran + fo /n

Dst.

Berikan reduksi dan koreksi pada semua jarak ukuran, sehingga diperoleh data jarak yang
sudah dalam bidang proyeksi dengan rumus :

Dm=Du.S. M

Dimana :

Dm = jarak diatas bidang proyeksi.

Du = jarak ukuran diatas muka bumi.
S = reduksi pada geoid/ellipsoid (lihat tabel argumen tinggi).
M = reduksi pada bidang proyeksi (lihat tabel argumen absis).

Dengan argumen azimut GPS1 — T1 = nol = 0, maka hitung dU dan dV dari titik GPS 1
ke GPS2. Dengan menggunakan tabel berikut ini :
Tabel 11. dU/d V

Nama TDT

Sudut
Terkoreksi

Jarak
Proyeksi

Azimut (J)

Dm Sin 6

Dm Sin 6

GPS1

00

T1
T2
T3
T4
GPS2

dU=%X dv==%

Maka diperoleh P = Arc. Tan (dU/dV) ; sehingga dapat diperoleh nilai Azimuth sisi

GPS1 — T1 sesungguhnya dengan menggunakan rumus :

Acps1-T1 = Azimuth gpsi-gps2 - P
Azimuth gpsi-gps2 = Arc Tan {(Xq— Xp)/(Yq—Yp)

4. Kemudian hitung azimut semua sisi poligon menurut sistem koordinat proyeksi dalam

sumbu (X,Y)

5. Selesaikan hitungan dengan metode Bowdith, dengan metode hitungan poligon terbuka

terikat sempurna, hitungan dipecah menjadi 2 bagian, yaitu :
l. Dari titik GPS1, T1, T2, T3, T4 dan GPS2.
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Il Dari titik GPS2, T5, T6, T7 dan GPSL1.
Masing — masing mempunyai kesalahan linier sendiri — sendiri.
Sebagai contoh data ukuran poligon sebagai berikut.
Tabel 12. Contoh Data Ukuran Poligon

Titik Sudut ukuran (S) | Jarak (meter) Koordinat
X (meter) y (meter)
TP-7
GPS-4 254%22°56” 235151,905 | 792296,907
149,501
TP-1 209°12°13”
110,679
TP-2 168%53°36”
165,178
TP-3 281°18°03”
190,592
TP-4 121°33°06”
219,455
GPS-3A 280°15°18” 235736,045 | 792081,778
225,764
TP-5 271°35°47”
210,243
TP-6 135%36°45”
230,832
TP-7 257°11°49”
233,748
GPS-4 235151,905 | 792296,907

Tahap hitungan :
1. Cek dan koreksi sudut ukuran poligon dengan persamaan :
fs = Y'sudut — N.180°

dalam hal ini :
fs adalah salah penutup sudut.
> sudutadalah jumlah total sudut poligon.
N = (n+2), apabila yang diukur adalah sudut luar.
N = (n-2), apabila yang diukur adalah sudut dalam.
n adalah jumlah titik yang diukur sudutnya.

2. Reduksikan jarak ukuran ke bidang TM-3, dalam hal ini m = 0,99998 dan k = 0,99991



Tabel 13. Reduksi Data Ukuran Jarak.

Dari titik Ke Titik Jarak (du) Hasil reduksi ke Hasil reduksi ke TM-3
geoid/elipsoid
de=m.du d = k.de
GPS-4 - TP-1 149,501 149,498 149,484
TP-1 - TP-2 110,679 110,677 110,667
TP-2 - TP-3 165,178 165,175 165,160
TP-3 - TP-4 190,592 190,588 190,571
TP-4 - GPS-3A 219,455 219,451 219,431
GPS-3A TP-5 225,764 225,759 225,739
TP-5 TP-6 210,243 210,239 210,220
TP-6 TP-7 230,832 230,827 230,807
TP-7 GPS-4 233,748 233,743 233,722
3. Hitung dU dan dV dari titik GPS-4 ke titik GPS-3A
Tabel 14. Hitungan dU dan dV
Titik Sudut ukuran (S) | Jarak (di) | Asimut (B;) | disinB; | dicos B;
GPS-4
149,501 0° 0,000 | 149,484
TP-1 209°12°13”
110,679 29°12°16” | 53,997 | 96,599
TP-2 168°53°36”
165,178 18%05°55” 51,308 | 156,988
TP-3 281°18°03”
190,592 119°24°01” | 166,028 -93,5653
TP-4 121°33°06”
219,455 60°57°10” | 191,831 | 106,540
GPS-3A
463,164 | 416,058
du dv
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4. Hitung asimut awal sisi poligon

p = arc tan (dU/dV) = 48°04°00”
o.pg = arc tan ((Xo-Xp)/(Yo-yp) = 110°13°04”

(04]

= apg — P = 62°09°04”

5. Hitung koordinat titik-titik poligon dengan metode Bowditch.

Tabel 15. Hitungan Bowdith

Titik Sudut Jarak (d) Asimut (o) d sin a dcosa Koordinat
ks kx ky X (meter) y (meter)
GPS-4 235151,905 | 792296,907
149,484 62°09°04” 132,171 69,830
TP-1 209°12°13” -0,014 0,010 | 235284,062 | 792366,747
+3” | 110,667 91°21°20” | 110,636 -2,618
TP-2 168%53°36” -0,011 0,007 | 235394,687 | 792364,136
+3” | 165,160 80°14°59” | 162,774 27,984
TP-3 281°18°03” -0,016 0,011 | 235557,445 | 792392,117
+3” | 190,571 181%33°05” -5,159 | -190,501
TP-4 121°33°06” -0,018 0,013 | 235552,268 | 792201,629
+3” | 219,431 123°6°14” | 183,799 | -119,866
GPS-3A 280°15°18” -0,021 0,015 | 235736,045 | 792081,778
+3”
835,313 584,221 | -215,115 584,140 -215,129
Xd) -0,081 0,056
(-fx) (-fy)
fL=V(fx"+fy?) / Yd =1:8.483 kx =di/Yd.(-fx) ;  ky=di/>d.(-fy)
Titik Sudut Jarak (d) Asimut (o) d sin a dcosa Koordinat
ks kx ky X (meter) y (meter)
TP-4
123°06°14”
GPS-3A 280°15°18” 235736,045 | 792081,778
+3” | 225,739 223°21°35” | -154,987 | -164,125
TP-5 271°35°47” -0,019 0,001
+3” | 210,220 314°57°25” | -148,760 148,536
TP-6 135%36°45” -0,019 0,001
+3” | 230,807 270°34°13” | -230,796 2,297
TP-7 257°11°49” -0,020 0,001
+3” | 233,722 347°46°05” -49,519 228,416
GPS-4 -0,020 0,002 | 235736,045 | 792081,778
900,488 584,062 | -215,115 584,140 -215,129
(Xd) -0,078 0,005
(-fx) (-fy)
fL=N(fx*+fy") /¥d =1:11.521 kx = di/Yd.(-fx) ;  ky = di/Yd.(-fy)
Y sdt =1979°59°33"
(n+2).180° = 1980°
fs =277
ks =-277/9 =+3”




MODUL

4 TRANSFORMASI
KOORDINAT

alam pekerjaan pemetaan, seorang kartograf perlu mengetahui sistem koordinat dari
D peta yang akan dibuat. Jika titik-titik kontrol yang akan dipetakan berada pada sistem
koordinat yang berbeda, maka perlu dilaksanakan transformasi koordinat, agar dapat
dituangkan ke dalam format peta yang berada pada sistem koordinat tertentu.
BPN RI telah menetapkan TM-3 sebagai bidang proyeksi bagi peta-peta kadastral, dan peta-peta
yang lain. Sedangkan kondisi saat ini peta-peta BPN berada di sistem proyeksi yang berbeda-
beda. Hal ini terjadi karena sistem pemetaan nasional yang berubah-ubah di masa lalu, sehingga
peta-peta kadastral berada pada sistem koordinat yang lama. Di samping itu juga adanya sistem
lokal yang tidak diikatkan pada sistem nasional. Oleh karena itu perlu dilaksanakan transformasi
koordinat titik-titik dasar teknik dari sistem lama tersebut ke sistem nasional TM-3.

Dalam Modul 4 mata kuliah Kerangka Dasar Pemetaan ini dibahas teori transformasi
koordinat yang meliputi komponen translasi, rotasi, perbesaran skala, dan perubahan bentuk. Di
samping itu juga, secara aplikatif akan dibahas metode Helmert, Affine dan Lauf dalam
mentransformasikan koordinat lokal ke sistem koordinat nasional dalam satu zone. Setelah
mempelajari Modul 4, secara umum Anda diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis
transformasi dan secara aplikatif dapat melaksanakan transformasi Helmert, Affine dan Lauf
dalam satu Zone. Secara khusus, Anda diharapkan dapat :

a. menerangkan teori transformasi koordinat ;
b. menyebutkan jenis-jenis transformasi koordinat ; dan

c. mentransformasikan koordinat dengan metode Helmert, Affine dan Lauf dalam satu Zone.
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A. PENGERTIAN

Transformasi koordinat adalah proses pemindahan suatu sistem koordinat yang sudah ada ke
sistem koordinat yang lain. Dalam transformasi koordinat disyaratkan tersedianya sejumlah titik
sekutu, yaitu titik-titik dasar teknik yang berada pada sistem koordinat lama dan sistem koordinat
yang baru. Sedangkan titik-titik yang akan ditransformasikan harus berada ‘di dalam area’ atau
di antara titik-titik sekutu.

Transformasi meliputi komponen-komponen :

translasi

rotasi

perbesaran, dan

perubahan bentuk

Secara parsial, komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Translasi

4& A

X
Y’
____________ XB ___________.A
- - == _>: *
X bt
! |
LY
Lo
v
——————————————————————— : >Y
a Oi :
i Y’
b! i
1 : : X’
O?
Gambar 25. Translasi
keterangan :
@) adalah origin sistem koordinat pertama (lama)
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o’ adalah origin sistem koordinat kedua (baru)
X,Y adalah koordinat dalam sistem pertama (lama)
X’,Y’ adalah koordinat dalam sistem kedua (baru)
A adalah titik yang akan ditranslasikan

a adalah besarnya translasi arah sumbu-X

b adalah besarnya translasi arah sumbu-Y

Dalam translasi, sumbu X akan sejajar dengan X’, dan sumbu Y akan sejajar dengan Y’,
sedangkan origin O tidak berimpit dengan O’.

Persamaan translasi :

X’=a+X
Y’=b+Y
(2) Rotasi
Y
A
Y’
X A
""""""""""" -9
® /,/"'/ i Y
- /’X, i ".\ Xa
Q] i
0°=0 X
Gambar. 26 Rotasi
keterangan :
@) adalah origin sistem koordinat pertama (lama)
o’ adalah origin sistem koordinat kedua (baru)
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X,Y  adalah koordinat dalam sistem pertama (lama)
X’,Y’ adalah koordinat dalam sistem kedua (baru)
A adalah titik yang akan ditranslasikan

® adalah besarnya rotasi sumbu koordinat

Dengan adanya rotasi saja, sumbu X akan tidak sejajar dengan X’, dan sumbu Y tidak sejajar
dengan Y’, sedangkan origin O berimpit dengan O’. Dengan demikian, komponen rotasi akan
menyebabkan perubahan besaran asimut suatu arah.
Persamaan rotasi :

X’=Xcos ®—Y sin ®

Y’=Xsinow-Y cos ®

(3) Translasi + Rotasi

Y’
Y A

4 Y’

A
_____ Y X!

® /_/'/
/"” X
Q)]

A o}

b
O’

Gambar. 27 Sistem Koordinat Mengalami Translasi dan Rotasi
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keterangan :
@) adalah origin sistem koordinat pertama (lama)
o’ adalah origin sistem koordinat kedua (baru)
X,Y adalah koordinat dalam sistem pertama (lama)
XY’ adalah koordinat dalam sistem kedua (baru)
A adalah titik yang akan ditranslasikan

a adalah besarnya translasi arah sumbu-X
b adalah besarnya translasi arah sumbu-Y
® adalah besarnya rotasi sumbu koordinat

Persamaan translasi + rotasi :

>=a+Xcos®m-Y sin o

Y’=b+Xsinow-Y cos ®

(iv) Perbesaran

Perbesaran merupakan perbandingan antara jarak pada sistem yang kedua dengan sistem yang
pertama. Hal ini dapat dirumuskan :

Dt V((Xe™- Xa?)? + (Ye™- Ya%))
r= =
Ds V(X - Xa)* + (Xa- Xa)?)
keterangan :
A adalah perbesaran

Dt adalah jarak setelah ditransformasikan
Ds adalah jarak sebelum ditransformasikan
Persamaan tranformasi untuk translasi, rotasi, dan perbesaran adalah :
X’=a+XAcos®—Y Asin®
Y’=b+XAsin®w-Y Acos ®
Persamaan tranformasi untuk translasi, rotasi, dan perbesaran ini disebut juga dengan persamaan

transformasi sebangun (conform) 2 dimensi, dalam arti bahwa bentuk dari bangun yang
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ditransformasikan akan tetap atau dipertahankan, sedangkan ukurannya dapat mengalami
perubahan. (BENTUK DIPERTAHANKAN, UKURAN DILEPAS).

B. TRANSFORMASI DATUM.

Koordinat — koordinat titik dari hasil pengukuran maupun yang ada dalam suatu peta
pasti menggunakan datum tertentu. Koordinat — koordinat yang dihasilkan dari pengamatan GPS
diperoleh melalui suatu tahapan perataan — perataan dengan system koordinat Kartesian tiga
dimensi (X, Y, Z) menggunakan datum WGS 1984. Jika akan memetakan hasil ukuran tersebut
ke dalam peta dengan menggunakan datum yang berbeda, harus dilakukan transformasi datum.

Berkaitan dengan Transformasi datum dapat dilihat pada gambar berikut ini.

KARTESIAN TRANSFORMASI GEODETIK
(WGS-84) KOORDINAT 1 > (WGS-84)

~N

TRANSFORMASI DATUM

KARTESIAN / TRANSFORMASI GEODETIK

(DATUM LAIN) KOORDINAT1 [ ] (DATUM LAIN)
TRANSFORMASI
SISTEM ¢
PROYEKSI PETA KOORDINAT 2

Gambar. 28. Transformasi Datum
Untuk Transformasi Datum, koordinat yang akan di transformasikan dalam bentuk tiga dimensi,
maka dapat digunakan dua model transformasi yang umum digunakan yaitu : model Bursa Wolf
dan model Molodensky Badekas.
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C. TRANSFORMASI HELMERT, AFFINE DAN LAUF
DARI SISTIM KOORDINAT LOKAL KE SISTIM
KOORDINAT NASIONAL.

Berbagai kasus ada-tidaknya titik-titik sekutu dan pengadaannya dalam pekerjaan kadastral di

tanah air dapat diterangkan sebagai berikut.

a. Apabila titik dasar teknik local (misalnya hasil pengukuran PRONA, PRODA, P3HT, ataupun
swadaya missal) secara fisik beberapa tugunya masih dalam keadaan baik, maka di titik-titik
tersebut dapat dilakukan pengamatan GPS untuk mendapatkan koordinat sistem nasional
(TM-3). Atau dapat juga dilakukan pengikatan (sebagian) titik-titik tersebut pada titik dasar
teknik nasional yang ada di sekitarnya dengan pengukuran teristris (poligon).

b. Apabila titik dasar teknik yang ada berada dalam system koordinat nasional yang lama, yang
terikat pada titik-titik triangulasi atau Doppler dan berada sistem proyeksi UTM, maka titik-
titik tersebut diperlakukan sebagai dalam koordinat lokal. Di mana di titik-titik triangulasi
atau Doppler tersebut dilakukan pengamatan GPS atau pengukuran teristris untuk pengadaan
titik-titik sekutu.

JENIS-JENIS TRANSFORMASI KOORDINAT

Terdapat bermacam-macam transformasi koordinat. Terkait dengan transformasi sistem
koordinat lokal ke sistem nasional, BPN telah menetapkan 3 sistem, yaitu :

1. transformasi Helmert,

2. transformasi Affine, dan

3. transformasi Lauf.
Sedangkan terkait dengan transformasi antar zone, BPN telah menetapkan :

1. transformasi Lauf, dan

2. transformasi Gotthartd.
Dalam bahasan berikutnya, modul ini hanya akan menampilkan transformasi dari koordinat lokal
ke sistem koordinat nasional metode Helmert dan Affine yang sifatnya sebangun sebagaimana
telah diterangkan pada butir A di atas serta Transformasi Lauf dalam satu Zone Sistim Proyeksi
™ -3
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1. TRANSFORMASI HELMERT

Sebagaimana telah diterangkan pada butir A di atas, transformasi sebangun juga disebut
transformasi Helmert. Transformasi ini dipakai apabila dalam pengadaan titik-titik dasar teknik
(poligon) digunakan spesifikasi teknik yang baku, baik itu peralatan yag digunakan, metode,
prosedur, hitungan, toleransi dan titik ikatannya.

Karena merupakan transformasi sebangun, maka transformasi Helmert mempertahankan
bentuk, sedangkan ukurannya dilepas. Jumlah minimal titik sekutu adalah sebanyak 2 buah.

Secara baku, persamaan transformasi Helmert dituliskan :
X'=pX-gY+a

Y’=qX+pY+b

keterangan :
XY adalah koordinat dalam sistem lokal
XY’ adalah koordinat dalam sistem nasional
p,q,a b adalah parameter-parameter transformasi, dalam hal ini :
p=»Acos®
q=Asin®

A adalah faktor perbesaran

o adalah faktor rotasi

a, b adalah faktor translasi
Petunjuk hitungan transformasi Helmert sebagai berikut :

Misalkan titik A dan B merupakan titik-titik yang dipilih sebagai titik sekutu, dengan koordinat :
A : (Xa, Ya) dan (Xa”,YA)

B : (Xg,Ypg) dan (Xg’,YB’)

Dari kedua persamaan tersebut diperoleh 4 persamaan transformasi sebagai berikut.
XA =pXa—QqYata
Xg’=pXg—QqYgta

YA’=qXA+pYA+b
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YB’=qXB+pYB+b

Keempat persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matrik sebagai berikut.

Xa -Ya 1 0 p Xa’
XB -Yg 1 0 g _ Xg’ =0
Ya Xa 0 1 a Ya’
Yg X 1 0 b Yg’
Matrik A Matrik P Matrik F

Dari persamaan matrik di atas, unsur matrik P (matrik parameter) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus :

P=|q |= (ATAT.(ATPH

2. TRANSFORMASI AFFINE
Persamaan Transformasi Affine :
X=ax+by+C

Y=cx+dy+C,

Dengan :
(X)Y) : Sistem koordinat nasional.
(x,y) : Sistem koordinat lokal.
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a,b,c,d, Cy, C, : Parameter — parameter transformasi,
dengan:a#d;b+# ¢
Catatan : nilai a,b,c dan d cukup dihitung sampai 7 (tujuh) desimal
Petunjuk Hitungan Transformasi Affine :

Misalkan titik P1, P2 dan P3 merupakan titik-titik yang dipilih sebagai titik sekutu, dengan
koordinat :
P1 : (xP1,ypl) dan (XP1’,YP1")

P2 : (XxP2,yP2) dan (XP2’,YP2’)
P3 : (XP3,yP3) dan (XP3’,YP3’)
P4 . (xP4,yP4) dan (XP4’,YP4’)

Dari persamaan Affine diperoleh :

XP1’ = axP1 + byP1 + C1
XP2’ = axP2 + byP2 + C1
XP3’ = axP3 + byP3 + C1
XP4’ = axP4 + byP4 +C1
YP1’ = cxP1l + dyP1 + C2
YP2’ = cxP2 + dyP2 + C2
YP3’ = cxP3 + dyP3 + C2
YP4’ = cxP4 + dyP4 + C2

Persamaan tersebut diatas, diubah menjadi bentuk matrik sebagai berikut :
e N RV

xP1 yP1 O 0 1 0 a XP1’ = 0
xP2 yP2 0 0 1 0 b XP2*
xP3 yP3 O 0 1 0 c XP3’
xP4 yP4 0 0 1 0 d XP4’
0 0 xP1 yP1 O 1 Ci1 YPT
0 0 xP2 yP2 0 1 Cc2 YP2'
0 0 xP3 yP3 0 1 YP3’
\0 0 xP4 yP4 O 1 ) \\YP4" )
Matrik A Matrik P Matrik F
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Dari persamaan matrik di atas, unsur matrik P (matrik parameter) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus :

/a\
b
C

P=| d = (ATA*T.(ATF

C1

C2
N

3. TRANSFORMASI LAUF DALAM SATU ZONE

Persamaan Transformasi :
X = ay(y® — X%) + 28, Xy + byy + box + C;
Y = ay(Y? — x%) — 2aixy + by —bix + C,
Dengan,
(X,Y) = Sistem koordinat baru (nasional).
(x,y) = Sistem Koordinat lama (lokal).
a1, az, b1 ,by ,Cy, C, = Parameter Transformasi
Dalam Transformasi Lauf dalam satu zone diperlukan minimal 3 titik sekutu.
Petunjuk Hitungan Transformasi Lauf :

Misalkan titik PA, PB dan PC merupakan titik-titik yang dipilih sebagai titik sekutu, dengan

koordinat :
PA (xa,yA) dan (XAa,YA)
PB (x8,yB) dan (XA, YA)
Pc (xc,yc) dan (Xc,Yc)

Dari Persamaan Lauf diperoleh :

a1(ya? — Xa%) + 2a; XaYa + baya + boxa + C1 = X

a1(ys” — Xg°) + 282 XgYp + bi1ys + boxg + C1 = Xg
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a1(yc? — xc%) + 2a Xcyc + biyc + boxe + C1 = Xc
az(YA2 —Xpa%) — 2a1XaYa + boya —bixa + Co =Ya
az(YB2 — XBZ) —2a1Xgys + boyg —bixg + C2 =Yg

ax(yc” — Xc?) — 2arXcyc + bayc —bixc + C, = Y¢

Persamaan tersebut diatas, diubah menjadi bentuk matrik sebagai berikut :

-
(VA" —Xa?)  2XaYa  Ya

(YB2 - XBZ) 2 XgYB YB
(YC2 - Xcz) 2 XcYc \e
-2 XAYA (YA~ = XaD) - Xa
-2 XBYB ()/B2 - XBZ) -XB
(2 %c¥e (> —xc?) -Xc

Matrik A

XA
XB
Xc
YA
VB
Yc

1

oookrkr

e Poo®

\

Matrik P

X

> 0w

Matrik F

A
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woou. | PENYELENGGARAAN KKH
5 DENGAN METODE
PENGUKURAN GEODETIK
TERTENTU

alam Kerangka Dasar Pemetaan, Kerangka Kontrol Horisontal atau KKH dapat

D diselenggarakan dengan metode terestris, fotogrametris dan ekstraterestris. Secara

umum penyelenggaraan dilaksanakan secara terestris dengan berbagai metode. Adapun

Penyelenggaraan secara fotogrametris jarang dilakukan. Tetapi dengan berkembangnya

teknologi satelit, maka penyelenggaraan KKH menggunakan cara lama sudah mulai
ditinggalkan.

Dengan mempelajari Modul 5 ini diharapkan taruna memahami metode — metode
pengadaan kerangka kontrol horizontal, kemudian menerapkan dalam tugas pengukuran dan
pemetaan Kerangka Kontrol Horisontal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pada modul 5 ini dimulai dari sejarah penyelenggaraan Kerangka Kontrol Horisontal di
Indonesia, Penyelenggaraan Kerangka Kontrol Horisontal menggunakan teknologi konvensional
dan penyelenggaraan Kerangka Kontrol Horisontal Dengan Metode Pengukuran Geodetik

Tertentu.
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A. SEJARAH PENYELENGGARAAN KERANGKA
DASAR PEMETAAN DI INDONESIA.

Sejarah penyelenggaraan jaring kerangka dasar pemetaan nasional Indonesia telah
berlangsung sejak jaman penjajahan Hindia-Belanda. Pergantian sistem pemetaan telah terjadi
silih berganti. Dari sistem pemetaan yang mula-mula mengadopsi sistem pemetaan di negeri
Belanda hingga sistem yang terkini diuraikan pada Modul 1 ini.

Saat ini, setelah diaplikasikan teknologi penentuan posisi dengan satelit GPS secara
global dalam berbagai aspek kehidupan ternyata mempengaruhi sistem pemetaan nasional
Indonesia. Model matematik bumi yang digunakan oleh orbit dan penentuan posisi teiti GPS
menjadi kepraktisan pekerjaan pemetaan dewasa ini.

Sejarah pengadaan jaring kerangka dasar pemetaan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3
kurun waktu, yaitu : pertama, pengadaan jaring kontrol triangulasi (1862-1970-an); kedua,
pengadaan jaring kontrol Doppler (1974-1982) ; dan ketiga, pengadaan jaring kontrol GPS
(1992-sekarang).

1. JARING KONTROL TRIANGULASI

Pengadaan jaring kerangka pemetaan dimulai dari Pulau Jawa dan Madura, karena
penduduknya yang relatif padat mendapat prioritas utama. Pengukuran jaring triangulasi ini
dimulai tahun 1862 dan selesai tahun 1880 di bawah pimpinan Dr. Oudemans. Secara total,
jaring triangulasi Jawa dan Madura ini terdiri dari 137 titik primer dan 732 titik sekunder.

Pada jaring triangulasi Jawa-Madura, titik awal (atau lebih lazim disebut titik datum)
yang digunakan untuk menghitung jaring triangulasi ini adalah titik P.520, yaitu sebuah titik
triangulasi di Gunung Genuk, Jawa Tengah. Bidang hitungan atau bidang elipsoid referensi yang
digunakan adalah Bessel 1841 yang mempunyai parameter a = 6.377.397 meter dan f = 1/298,15.

Di titik P.520 dilakukan pengukuran lintang astronomi (¢), dan asimut astronomi (o) ke
titik triangulasi yang lain. Hasil pengukuran lintang secara astronomis ini ditetapkan sebagai
lintang geodetik (L) titik itu. Sedangkan bujur geodetik (B) di titik itu ditentukan berdasarkan
hasil pengukuran bujur astronomi di titik P.126 (Jakarta), yang ditetapkan sebagai bujur
geodetik. Titik triangulasi yang dilakukan pengamatan astronomi seperti titik P126 dan P.520
disebut titik Laplace.
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Dengan menetapkan asimut astronomi dari P.126 ke titik lainnya sebagai asimut
geodetik, selanjutnya dilakukan hitungan triangulasi dari titik P.126 ke titik P.520 sehingga
didapatkan harga bujur geodetik di titik P.520. Di samping itu juga didapatkan asimut geodetik
dari titik P.520 ke titik triangulasi lainnya.

Pengukuran jaring triangulasi dilanjutkan ke Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya.
Pekerjaan ini dimulai pada tahun 1883 yang dipimpin oleh Dr. J.J.A Mueller, bersamaan dengan
dibentuknya Brigade Triangulasi yang merupakan bagian dari Dinas Topografi Militer. Secara
total, jaring triangulasi Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya terdiri dari 144 titik primer,
161 titik sekunder, dan 2659 titik tersier.

Jaring triangulasi Bangka dimulai pada tahun 1917 dengan titik datumnya adalah datum
G. Limpuh. Pada akhir tahun 1938 triangulasi Bangka dihubungkan dengan sistem Malaya
(semenanjung Malaysia) melalui triangulasi Riau dan Lingga.

Hingga tahun 1931, terdapat tiga sistem triangulasi di Sumatera, yang mana masing-
masing sistem mempunyai titik datum sendiri-sendiri. Sistem tersebut adalah sistem Sumatera
Barat, sistem Sumatera Timur, dan sistem Sumatera Selatan. Masing-masing sistem
menggunakan elipsoid Bessel 1841 sebagai bidang hitungan.

Pada tahun 1931 dilakukan hitungan ulang yang bertujuan menyatukan ketiga sistem ini
dengan sistem Jawa- Madura dan Nusa Tenggara. Untuk keperluan itu ditetapkan beberapa titik
triangulasi sebagai titik Laplace yang diperlukan untuk kontrol arah, dan juga beberapa jaringan
basis sebagai kontrol jarak dalam penghitungan. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh the
Bureau Internationale des Poids et Measures yang berkedudukan di Perancis, menghasilkan
bahwa basis yang diukur mulai tahun 1872 di Semplak hingga pengukuran basis di Padang pada
tahun 1927 mempunyai kesalahan relatif kurang dari 1x10° dari panjang basis. Kesalahan ini
dapat diabaikan bagi keperluan pemetaan topografi skala 1:50.000.

Jaring triangulasi Pulau Sulawesi mulai diukur sekitar tahun 1913 oleh Brigade
Triangulasi di bawah pimpinan Prof. Ir. J.H.G. Schepers. Secara total jaring triangulasi Sulawesi
terdiri dari 74 titik primer, 92 titik sekunder dan 1081 titik tersier. Dalam penghitungannya,
jaring triangulasi Sulawesi menggunakan elipsoid referensi Bessel 1841, dengan titik awal
lintang dan asimut ditentukan di titik datum G. Moncong Lowe, dan bujur ditentukan di sebuah

titik di Makasar sebagai meridian nol.
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Pada saat Perang Dunia Il tidak ada kegiatan yang dapat dicatat dalam pengadaan jaring
titik kontrol triangulasi. Pada tahun 1960 pengukuran jaring triangulasi dilanjutkan hingga Pulau
Flores oleh Dinas Geodesi Direktorat Topografi Angkatan Darat Republik Indonesia.
Penghitungannya dalam sistem G. Genuk. Sekitar 10 tahun kemudian dilakukan pemetaan di
Kalimantan Barat dengan titik datum sebuah titik triangulasi di G. Serindung.

Secara umum, lokasi dan distribusi titik-titik kontrol triangulasi diilustrasikan pada
gambar berikut ini. Namun keberadaan titik-titik triangulasi tersebut di lapangan kemungkinan
besar sudah banyak yang berubah, baik yang telah rusak atau berubah posisinya karena pengaruh

alam maupun karena perbuatan manusia.

2. JARING KONTROL DOPPLER

Melalui beberapa tahapan pengembangan organisasi pemetaan di Indonesia yang berlangsung
setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tahu 1969 Presiden Rl membentuk Badan Koordinasi
Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Fungsi pokok dari organisasi ini adalah memberi
nasehat kepada Presiden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan survei sumberdaya alam dan
pemetaan wilayah Indonesia. Selain itu, Bakosurtanal bertanggung jawab atas pengadaan peta
topografi sebagai peta dasar nasional termasuk topografi dasar laut, pengukuran batas dengan
negara tetangga (baik di daratan maupun lautan), dan melakukan koordinasi survei hidrografi
dan pemetaan laut.

Pada awal dasawarsa 1970-an di Indonesia mulai digunakan metode penentuan posisi
dengan teknik Doppler. Saat itulah merupakan dimulainya era geodesi satelit di Indonesia. Pada
pengukuran dengan teknik Doppler, diamati dan diukur sinyal yang dipancarkan oleh satelit
Navy Navigation Satellite System (NNSS) yang diterima oleh alat penerima (receiver) di
permukaan bumi.

Seperti yang dipaparkan di atas, sebelum tahun 1974 di wilayah Indonesia telah tersebar
titik jaring kontrol geodesi yang dikenal sebagai titik triangulasi. Titik ini digunakan untuk
pemetaan topografi skala menengah dan kecil. Koordinat triangulasi tersebut dihitung
berdasarkan datum geodesi relatif dengan parameter Elipsoid Referensi dari Bessel 1841.
Terdapat banyak titik datum geodesi relatif, antara lain :

(1) untuk triangulasi Pulau Jawa (1862-1880) dihitung berdasarkan datum G. Genuk.
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(2) untuk triangulasi Pantai Barat Sumatera (1883-1896) dihitung berdasarkan datum

Padang.

(3) untuk triangulasi Sumatera Selatan (1893-1909) dihitung berdasarkan datum G. Dempo.

(4) untuk triangulasi Pantai Timur Sumatera (1908-1916) dihitung berdasarkan datum Serati.

(5) untuk triangulasi Kepulauan Sunda Kecil, Bali dan Lombok (1912-1918) dihitung
berdasarkan datum G. Genuk.

(6) untuk triangulasi Pulau Bangka (1917) dihitung berdasarkan datum G. Limpuh.

(7) untuk triangulasi Pulau Sulawesi (1909-1916) dihitung berdasarkan datum G. Moncong

Lowe.

(8) untuk triangulasi Kepulauan Riau, Lingga (1935) dihitung berdasarkan datum G.

Limpuh.

(9) untuk triangulasi Aceh (1931) dihitung berdasarkan datum Padang.
(10) untuk triangulasi Kalimantan Tenggara (1933-1936) dihitung berdasarkan datum G.
Segara.
(11) untuk triangulasi Kalimantan Barat (awal 1970-an) dihitung berdasarkan datum G.
Serindung.
Peta topografi dari wilayah-wilayah tersebut dibuat menggunakan proyeksi Polyeder (proyeksi
Lambert dengan ketentuan khusus), sedangkan untuk hitungan triangulasinya digunakan
proyeksi Mercator.

Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa koordinat satu titik jika dihitung dari titik
kontrol pada datum satu akan tidak cocok dengan koordinat yang dihitung dari titik kontrol pada
datum yang lain, terlepas dari kesalahan pengukuran dan penghitungannya. Untuk menghindari
kontradiksi ini, hitungan jaring titik kontrol baru harus dilakukan dari titik kontrol pada datum
yang sama. Dalam kasus yang demikian, timbul masalah transformasi koordinat.

Untuk menghindari kontradiksi yang ada dan untuk mencapai kesatuan sistem, pada
tahun 1974 Bakosurtanal menetapkan datum baru untuk kegiatan survei dan pemetaan di wilayah
Indonesia, yaitu Datum Indonesia 1974 yang disingkat DI-74 atau yang lebih dikenal sebagai
datum Padang. Datum Padang merupakan datum geodesi relatif yang memakai Elipsoid
Referensi Geodetic Reference System 1967 (GRS-67) atau pada waktu itu disebut juga Sferoid
Nasional Indonesia (SNI). GRS-67 mempunyai parameter a = 6 378 160 meter dan f =
1/298,247.
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Perwujudan DI-74 adalah diwakili oleh titik Doppler sebagai titik referensi dan kontrol
pemetaan. Hingga tahun 1986 jumlah titik Doppler yang tersebar di Kepulauan Indonesia
berjumlah 966 buah. Dengan berhasilnya penyelenggaraan jaringan titik Doppler yang
digunakan sebagai kerangka kontrol horisontal, maka jaring kontrol horisontal di Indonesia telah
berada dalam sistem atau datum yang sama.

Namun demikian perlu diketahui, bahwa sebagian dari titik Doppler ditentukan dengan
cara penentuan posisi secara point positioning menggunakan data orbit satelit teliti (precise
ephemeris), sedangkan sebagian lagi dengan metode translokasi yang menggunakan broadcast
ephemeris. Oleh karena itu ketelitian dari jaringan Doppler tidak homogen.

Sejak diberlakukan SNI pada tahun 1974, proyeksi peta yang digunakan adalah proyeksi
Universal Transverse Mercator (UTM). Dengan demikian, Peta-peta Rupa Bumi yang dihasilkan

pada kurun waktu itu mengacu pada DI-74 dengan sistem proyeksi UTM.

3. JARING KONTROL GPS

Pada tahun 1989, Bakosurtanal mulai menyelenggarakan jaring kontrol horisontal untuk
keperluan pemantauan gerak kerak bumi (geodinamika) di Sumatera dengan melakukan
pengamatan terhadap satelit Navstar GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global
Positioning System). Pada tahun 1992, jaringan ini diperluas ke bagian timur Indonesia hingga
Irian Jaya. Jaringan ini kemudian dikenal sebagai Zeroth Order Geodetic Network in Indonesia
(ZOGNI), yaitu suatu jaringan kontrol horisontal teliti yang homogen, yang disebut juga jaring
kerangka Orde 0.

Posisi titik-titik jaringan ZOGNI tersebut mengacu pada elipsoid WGS-84. Sehingga
untuk pemetaan dan keperluan praktis lainnya di Indonesia, data posisi ini sering harus
ditransformasikan ke beberapa datum yang masih digunakan, seperti datum Genuk dan datum
Padang.

Mengantisipasi teknologi penentuan posisi global GPS yang telah dipergunakan secara
meluas di seluruh dunia termasuk di Indonesia, serta kepraktisan pekerjaan pemetaan, maka
sejak tahun 1990-an mulai dipertimbangkan untuk memakai model bumi yang dipakai sebagai
acuan GPS sebagai elipsoid referensi pemetaan di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, hal ini
terealisasi sewaktu Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Republik Indonesia
(Bakosurtanal) melalui SK. No. HK.02.04/11/KA/1996 tertanggal 12-2-1996 menetapkan bahwa
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setiap kegiatan survei dan pemetaan di wilayah Republik Indonesia harus mengacu pada Datum
Nasional 1995 (DGN-95) atau yang biasa disebut sferoid/elipsoid acuan WGS-84. Perwujudan
dari DGN-95 di lapangan diwakili oleh sejumlah titik Jaring Kerangka Geodesi Nasional
(JKGN) orde 0 dan orde 1 yang menyebar di wilayah RI.

Pada dasarnya, kerangka (jaring) titik kontrol geodetik nasional yang ditentukan dengan
GPS adalah kerangka Orde 0 (yang paling teliti) hingga kerangka Orde 3. Kerangka Orde 0 dan
Orde 1 dibangun oleh Bakosurtanal, sedangkan kerangka Orde 2 dan Orde 3 dibangun oleh BPN.

Kerangka dasar nasional Orde O terdiri dari 60 titik. Titik-titik ini ditempatkan di setiap
ibukota provinsi serta kota-kota besar lainnya. Kerangka dasar Orde O diikatkan dan dihitung
dalam sistem ITRF. Kerangka dasar Orde O ini selanjutnya didensifikasikan lagi titik-titik
kontrol Orde 1. Terdapat sekitar 458 titik Orde 1 yang tersebar di wilayah Indonesia, yaitu di
setiap Kota/Kabupaten di daerah-daerah yang bersangkutan. Ketelitian relatif dari semua
baseline berkisar 0,1 — 2 ppm, dengan standar deviasi lebih baik daripada 10 cm. untuk setiap
komponen koordinat kartesian dari seluruh titik. Lokasi dan distribusi titik-titik kontrol Orde 0

dan Orde 1 di wilayah Indonesia digambarkan pada gambar berikut.

Sumber : Hasanudin, 2007

Gambar 29. Lokasi dan distribusi titik-titik kontrol GPS Orde 0 dan Orde 1
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B. PENYELENGGARAAN KERANGKA KOTROL

HORISONTAL MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
KONVENSIONAL.

Adapun kerangka dasar pemetaan yang umum dipakai dalam bidang geodesi adalah :

1.

Triangulasi, yaitu cara penentuan posisi horisontal titik-titik dengan cara membentuk
jaring segitiga yang diukur sudut-sudutnya.

Trilaterasi, yaitu cara penentuan posisi horisontal titik-titik dengan cara membentuk
jaring segitiga yang diukur jarak-jaraknya.

Triangulaterasi, yaitu cara penentuan posisi horisontal titik-titik dengan cara membentuk
jaring segitiga yang diukur sudut-sudut dan jarak-jaraknya.

Pemotongan ke muka yaitu cara penentuan posisi horisontal titik-titik dengan cara
mengukur sudut-sudut dari titk-titik yang diketahui koordinatnya.

Pemotongan ke belakang yaitu cara penentuan posisi horisontal titik-titik dengan cara
mengukur sudut-sudut atau jarak-jarak dari titk-titik yang tidak diketahui koordinatnya ke
titik-titik yang diketahui koordinatnya.

Poligon (traverse), yaitu cara penentuan posisi horisontal titik-titik dengan cara
membentuk jaring segibanyak yang diukur sudut-sudut dan jarak-jaraknya.

Dalam pekerjaan pemetaan untuk daerah yang sangat luas, seperti pemetaan suatu

wilayah negara, harus diperhitungkan faktor kelengkungan bumi. Dengan memperhitungkan

faktor kelengkungan bumi, maka dalam pengadaan jaring kerangka horisontal tidak dilaksanakan

dengan cara sambung-menyambung jaring kerangka kecilnya menjadi kerangka besar. Sehingga

tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan akibat tidak dikoreksinya besaran pengukuran terhadap

faktor kelengkungan bumi yang akan terus merambat dan meningkat, serta terakumulasi di suatu

lokasi.
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Cara menyambung kerangka-kerangka pemetaan yang kecil menjadi kerangka besar juga
akan rentan terhadap perambatan kesalahan yang diakibatkan oleh besaran-besaran pengamatan
yang dihitung tidak bebas dari kesalahan, yang berakibat pula terjadinya akumulasi kesalahan di
suatu lokasi. Dengan demikian, dalam pengadaan jaring kerangka horisontal pemetaan harus
dilaksanakan dari kerangka besar ke kerangka kecilnya (van het grote in het klein).

Pengadaan jaring kerangka dasar pemetaan harus dilakukan dari kerangka besar yang
mempunyai ketelitian yang lebih tinggi daripada kerangka kecilnya. Kerangka besar ini meliputi
satu wilayah Negara, di mana dalam wilayah tersebut disebar titik-titik kerangka dasar pemetaan
dengan jarak yang berjauhan. Untuk selanjutnya, dilaksanakan pengukuran dengan ketelitian
yang sangat tinggi untuk memperoleh koordinat titik-titik tersebut yang disebut jaring kerangka
dasar pemetaan zeroth order atau orde primer (orde 0).

Zeroth order yang letaknya berjauhan ini selanjutnya didensifikasikan (dirapatkan)
dengan orde 1. Orde 1 didensifikasikan lagi dengan orde 2, dan selanjutnya orde 2
didensifikasikan lagi dengan orde 3, dan selanjutnya hingga diperoleh kerapatan ftitik-titik
kerangka dasar pemetaan yang memadai untuk dilakukan pengukuran dan pengikatan unsur-
unsur yang ada di permukaan bumi untuk dipetakan. Ketelitian jaring kerangka besar akan lebih
tinggi daripada ketelitian jaring kerangka kecilnya, karena jaring kerangka kecil diikatkan
terhadap jaring kerangka besar.

C. PENYELENGGARAAN KKH DENGAN METODE
PENGUKURAN GEODETIK TERTENTU.

Penyelenggaraan Kerangka Kontrol Horisontal dengan metode pengukuran geodetik tertentu
adalah pemanfaatan teknologi satelit untuk penyelenggaraan Kerangka Kontrol horizontal.
Teknologi satelit untuk penentuan posisi saat ini dinamakan Global Navigation Satelite System
atau GNSS. Pemanfaatan teknologi pengamatan satelit sangat menguntungkan dalam
penyelenggaraan KKH, karena GNSS khususnya GPS mengacu pada suatu datum global yang
relative teliti dan mudah direalisasikan yaitu Datum World Geodetic System (WGS) 1984. Posisi
yang diberikan dengan pengamatan GPS akan mengacu pada satu system yang sama. Apalagi di
Indonesia semua kegiatan pemetaan harus mengacu pada datum WGS 1984. Metode — metode
pengamatan satelit yang dapat dilakukan untuk penyelenggaraan KKH khususnya di bidang

Pertanahan menggunakan penentuan posisi Differesial yang menghasilkan ketelitian sangat baik

81



dibandingkan penentuan posisi secara absolute. Metode — metode pengamatan satelit GNSS yang

memungkinkan untuk penyelenggaraan KKH dengan metode differensial adalah sebagai berikut

1. Metode Statik.
Penentuan posisi KKH dengan metode static adalah penentuan posisi dari titik titik yang
static / diam. Ukuran lebih dilakukan pada metode static ini, sehingga diperoleh keandalan
dan ketelitian yang relative lebih tinggi hingga mencapai fraksi mm s/d cm. Pengamatan
yang dilakukan pada setiap titik relative lebih lama sekitar 40 menit bahkan sampai satu jam.
Pengolahan data dilakukan secara post processing.
Metode Statik digunakan pada penentuan posisi KKH dengan kualifikasi Titik Kontrol
Kelas atau Orde Tinggi : I, Il dan Il

2. Metode Kinematik.
Penentuan posisi KKH dengan metode Kinematik secara real time diferensial positioning.
Untuk itu diperlukan komunikasi data antara stasiun referensi pada dengan receiver yang
bergerak. Ketelitian pada metode ini dapat diperoleh relative tinggi. Pengolahan data dapat
dilakukan secara real time atau post processing. Metode ini sesuai untuk pengadaan KKH
dengan kualifikasi titik control kelas atau orde menengah sampai rendah : Orde Ill dan IV
bahkan Orde perapatan.

3. Metode Statik Singkat.
Metode Rapid Static atau Metode Static Singkat adalah survey static dengan waktu
pengamatan yang lebih singkat yaitu sekitar 5 — 20 menit (Abidin, 2007). Tahapan
pengukuran dilapangan sama dengan metode survey Static. Metode ini dapat dilakukan dan
sesuai untuk penyelenggaraan KKH dengan kelas yang rendah, jarak antar titik control yang
relative dekat. Karena waktu pengamatan yang relative pendek, maka produktivitas
pengamatan lebih baik dibanding metode static. Hanya saja kelemahannya memerlukan
peralatan dan soft ware pengolah data yang lebih canggih. Ketelitian yang diperoleh kurang
begitu baik, karena sangat rentan terhadap kesalahan dan bias. Metode ini sesuai untuk
pengadaan KKH dengan kualifikasi titik control kelas atau orde menengah sampai rendah :

Orde IV dan Orde perapatan.
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4. Metode Stop And Go.
Metode Stop And Go adalah penentuan posisi titik kontrol yang ditentukan posisinya dengan
pengamatan receiver GPS bergerak dari titik kontrol — titik kontrol dengan diam beberapa
saat pada titik titik pengamatan. Selama pergerakan receiver dari satu titik ke titik lain harus
dapat melakukan pengamatan pada satelit yang sama. Jika terjadi lost satelit maka perlu
inisiasi yang cukup pada titik yang akan ditentukan posisinya, kurang lebih 15 — 30 menit.
Hal dimaksudkan untuk menentukan ambiguitas fase dengan baik. Selanjutnya pergerakan
receiver dapat dilakukan dengan cepat. Ketelitian yang diperoleh dapat mencapai fraksi cm.
Dengan demikian metode ini hanya cocok untuk penyelenggaraan KKH orde rendah seperti
Kelas Kuarter atau Orde 4 / Perapatan.

5. Metode RTK — CORS.
Metode RTK — CORS adalah metode yang berkembang dewasa ini, Metode ini berbasis
RTK tetapi dalam pengoperasiannya stasiun referensi menangkap sinyal satelit terus
menerus, sedangkan receiver untuk penentuan posisi titik control dapat melakukan
pengukuran kapanpun. Dengan memanfaatkan teknologi internet, besaran koreksi dikirim
dari stasiun referensi (=disebut base stasion) ke receiver tersebut. CORS (Continuously
Operating Reference Station) adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai
suatu jaring kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang
mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinyu
selama 24 jam perhari, 7 hari per minggu dengan mengumpukan, merekam, mengirim data, dan
memungkinkan para pengguna (users) memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara
post processing maupun secara real time (sumber: Gudelines for New and Existing CORS).
BPN telah membangun system RTK CORS ini yang disebut dengan Jaring Referensi Satelit
Pertanahan (JRSP), sampai tahun 2014 ini telah dibangun kurang lebih 183 base stasiun
yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketelitian yang diperoleh dengan teknologi dan metode
RTK CORS ini samapi pada fraksi cm, maka untuk pengadaan titik kontrol menggunakan
metode ini baiknya untuk titik kontrol dengan klasifikasi tingkat 1V / Kuarter atau TDT orde
IV / Perapatan.

6. Metode Precise Point Positioning (P3).
Metode Precise Point Positioning (P3) adalah metode penentuan posisi dengan menggunakan

prinsip penentuan posisi secara Absolut. Data penentuan posisi : jarak one way fase dan
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Pseudorange dalam bentuk kombinasi bebas atmosfir. Tetapi dalam operasional
menggunakan metode statik. Memerlukan data GPS dua frequensi dengan receiver tipe
Geodetik. Proses pengolahan data menggunakan soft ware ilmiah untuk mendapatkan
ketelitian yang tinggi. Soft ware pengolahan data PPP ada juga yang dapat diakses dengan
gratis di internet. Contoh : CSRS — PPP Service (buatan Kanada) dan AUTO Gypsy PPP
Service (buatan USA). Ketelitian yang diperoleh : 2 — 3 cm untuk komponen Planimetris
dan 2 dm untuk komponen tinggi. Maka penggunaan untuk penyelenggaraan KKH sesuai
untuk Titik Kontrol atau Titik Dasar Teknik pada kelas IV atau Orde 1V / Perapatan
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MODUL PENGADAAN
6 TITIK DASAR TEKNIK
(TDT)

Setelah mempelajari sistem koordinat geodetik pada elipsoid sebagaimana telah diuraikan
pada Modul 1, sistem koordinat pada sistem bidang peta (bidang proyeksi) pada Modul 2 dan 3,
dan distribusi titik-titik kontrol GPS sebagaimana diuraikan pada Modul 5, maka selanjutnya
pada Modul 6 ini akan diuraikan tentang pengadaan TDT.

Dalam memetakan wilayah Negara yang relatif luas seperti Indonesia, perlu ditentukan sistem
pemetaan. Dalam sistem pemetaan ini termasuk di antaranya adalah distribusi dari titik-titik
kontrol pemetaannya.

Jaring Kerangka Geodesi Nasional (JKGN) Orde 0 dan Orde 1 hasil pengukuran
Bakosurtanal olen BPN didensifikasikan lagi menjadi titik dasar teknik (TDT) ) Orde 2, Orde 3
dan Orde 4. TDT-TDT tersebut berfungsi sebagai titik ikat pengukuran dan pemetaan dalam
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dan untuk keperluan rekonstruksi batas.

Dalam Modul 6 mata kuliah Kerangka Dasar Pemetaan ini dibahas prosedur dan
klasifikasi TDT, kriteria dan cara pemasangan TDT yang dimulai dari pekerjaan inventarisasi
data, perencanaan, survei pendahuluan, dan monumentasi TDT. Selanjutnya dibahas juga metode
pengukuran yang digunakan beserta spesifikasi tekniknya. Setelah mempelajari Modul 5, secara
umum Anda diharapkan mampu mengetahui prosedur dan klasifikasi pengadaan TDT, serta
spesifikasi tekniknya. Secara khusus, Anda diharapkan dapat :

a. menyebutkan prosedur dan klasifikasi TDT ;
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b. menyebutkan cara pemasangan TDT; dan

c. menyebutkan metode pengukuran yang digunakan dalam pengadaan TDT.

A. PROSEDUR DAN KLASIFIKASI PENGADAAN TDT

Pasal 2 dan 4 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa JKGN Orde 0 dan
Orde 1 hasil pengukuran Bakosurtanal didensifikasikan lagi menjadi titik dasar teknik (TDT) )
Orde 2, Orde 3 dan Orde 4. TDT tersebut berfungsi sebagai titik ikat pengukuran dan pemetaan
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dan untuk keperluan rekonstruksi batas.

Pengadaan TDT Orde 2 diselenggarakan dengan kerapatan £ 10 Km dengan mengikatkan
ke TDT Orde 0 dan/atau Orde 1. Selanjutnya, Orde 2 didensifikasikan lagi oleh Orde 3 dengan
kerapatan 1-2 Km dengan mengikatkan ke Orde 0 dan/atau Orde 1 dan/atau Orde 2. Pengadaan
TDT Orde 2 dan Orde 3 ini dilaksanakan dengan teknologi GPS.

TDT Orde 3 didensifikasikan lagi oleh TDT Orde 4 dengan kerapatan hingga 150 meter,
dengan mengikatkan ke orde yang lebih tinggi (Orde 0 dan/atau Orde 1 dan/atau Orde 2 dan/atau
Orde 3). Pengadaan TDT orde 4 ini dilaksanakan dengan pengukuran terestris menggunakan
Theodolit dan EDM, atau Total Station.

Dengan cara pengikatan seperti di atas, TDT Orde 0 hingga Orde 4 telah merujuk pada
DGN-95, yang selanjutnya dapat disebut Titik Dasar Teknik Nasional.

Dalam Pasal 3 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 disebutkan :
(1) Sistem koordinat nasional menggunakan system koordinat proyeksi Transverse Mercator

Nasional dengan lebar zone 3°.

(2) Meridian tepi zone TM-3 terletak 1,5 derajat di barat dan timur meridian sentral zone

UTM yang bersangkutan.

(3) Besaran faktor skala di meridian sentral yang digunakan dalam zone TM-3 adalah

0,9999.

(4) Tit nol semu yang digunakan mempunyai koordinat (x) = 200.000 m barat, dan (y) =

1.500.000 m selatan.
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(5 Model matematik bumi sebagai bidang referensi adalah sferoid pada datum WGS-84
dengan parameter a = 6.378.137 m dan f = 1/298,257 223 57

Dengan ketetapan-ketetapan di atas, maka BPN telah mempunyai Sistem Pemetaan Nasional

untuk memetakan bidang-bidang tanah.

B. PEMASANGAN TDT

Titik Dasar Teknik (TDT) adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari
suatu pengukuran dan penghitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik
kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. (Pasal 1 butir 13 PP
No. 24/1997). TDT dilaksanakan berdasarkan kerapatan dan dibedakan atas orde O, 1, 2, 3, 4
serta Titik Dasar Teknik Perapatan.

Pemasangan TDT orde 0 dan orde 1 dilaksanakan oleh Bakosurtanal, sedangkan orde 2,
3, 4 serta Titik Dasar Teknik Perapatan dilaksanakan oleh BPN.

Tahapan kegiatan pemasangan TDT adalahebagai berikut :
1. Inventarisasi
2. Perencanaan
3. Survei pendahuluan
4

. Monumentasi

1. Inventarisasi
Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan Peta Dasar Teknik, Peta Topografi auatu
Peta Rupa Bumi atau peta lain yang telah ada dalam wilayah yang akan dipasang TDT yang akan
dirapatkan.
Data yang dikumpulkan dari Peta Dasar Teknik yang telah ada adalah :
a. Jumlah dan distribusi TDT orde 0, 1, 2 yang telah dipasang dalam satu provinsi bila yang
akan dipasang adalah TDT orde 2 yang baru.
b. Jumlah dan distribusi TDT orde 0, 1, 2, 3 yang telah dipasang dalam satu kabupaten/kota
bila yang akan dipasang adalah TDT orde 3 yang baru.
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c. Jumlah dan distribusi TDT orde 0, 1, 2, 3, 4 yang telah dipasang dalam satu
desa/kelurahan bila yang akan dipasang adalah TDT orde 4 yang baru.
Dalam hal perapatan TDT, hasil inventarisasi di atas dituangkan pada DI 106 untuk setiap
Daerah Tingkat I1.
Data yang dikumpulkan dari Peta Topografi atau peta lain adalah :
a. Pengumpulan informasi kondisi geografis, sarana/prasarana wilayah yang akan dipasang
TDT (dalam hal perapatan TDT).
b. Penetapan batas wilayah yang akan dipasang TDT (dalam hal perapatan TDT).
c. Pengumpulan informasi tentang ketersediaan lembar Peta Dasar Pendaftaran, Peta
Pendaftaran di lokasi bidang tanah yang akan diukur (dalam hal pengikatan bidang
tanah).

2. Perencanaan
Dalam hal pemasangan TDT dilakukan sekaligus untuk daerah yang luas dan
membutuhkan banyak TDT, perencanaan penempatan lokasi TDT diusahakan tersebar secara
merata pada wilayah kerja tersebut (misalnya sistem grid) dengan kerapatan seperti yang
dimaksud pada Pasal 2. Kerapatan dimaksud adalah kerapatan maksimum yang diperkenankan,
dan perencanaan penempatannya diusahakan optimal untuk keperluan pengukuran bidang-bidang
tanah, dan sedapat mungkin mudah dijangkau (misalnya pinggir jalan, pemukiman) sehingga
memudahkan mobilisasi dan pengukuran yang akan dilakukan.
Rencana pemasangan TDT pada peta perencanaan, juga dicantumkan nomor TDT yang
akan dipasang. Penomoran TDT dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 6. Contoh :
A 09002 TDT orde 2 terletak di Provinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 2.
A 0901002 TDT orde 3 terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat dengan nomor
urut 2.
') TDT orde 4 terletak pada suatu wilayah desa/kelurahan dengan nomor urut 2
dengan sistem koordinat nasional.
03 TDT orde 4 terletak pada suatu wilayah desa/kelurahan dengan nomor urut 3
dengan sistem koordinat lokal.
m TDT Perapatan bersifat sementara dan berfungsi sebagai titik bantu selama

pengukuran bidang tanah berlangsung. Untuk memudahkan penandaan TDT
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Perapatan pada formulir data pengukuran dan penghitungan, petugas pengukuran
diberikan kebebasan untuk memberikan nomor dengan catatan harus unik/tunggal

pada setiap TDT Perapatan selama dilakukannya pengukuran bidang tanah.

Gambar 30. Peta Rencana Perapatan TDT orde 3

Penomoran TDT yang akan dipasang dilakukan dengan memperhatikan nomor urut TDT
yang terakhir sesuai dengan ordenya pada wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
(berdasarkan hasil inventarisasi jumlah TDT yang telah terpasang). Contoh : nomor urut TDT
orde 3 di Kota Jakarta Pusat yang terakhir adalah 30, maka nomor urut TDT yang baru akan
dimulai pada nomor 31 dan seterusnya.

Dalam hal pemasangan TDT dilakukan untuk pengikatan bidang tanah, dan bidang
tersebut belum mempunyai lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran pada lokasi yang
akan dipasang TDT diberi tanda di atas peta perencanaan yang telah dipersiapkan dengan kriteria
sebagai berikut :

e Bila bidang tanah tersebut termasuk daerah pertanian, pemohon pengukuran harus
menyiapkan minimal 2 (dua) buah tugu TDT orde 4 dengan jarak pemasangan
maksimum 1,5 Km (sesuai dengan format lembar Peta Pendaftaran skala 1:2.500 yang
akan dibuat).

e Bila bidang tanah tersebut termasuk daerah permukiman, pemohon pengukuran harus
menyiapkan minimal 2 (dua) buah tugu TDT orde 4 dengan jarak pemasangan
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maksimum 500 m (sesuai dengan format lembar Peta Pendaftaran skala 1:1.000 yang
akan dibuat).

e Bila bidang tanah tersebut termasuk perkebunan besar, pemohon pengukuran harus
menyiapkan minimal 2 (dua) buah tugu TDT orde 3 dengan jarak pemasangan
maksimum 6 Km (sesuai dengan format lembar Peta Pendaftaran skala 1:10.000 yang
akan dibuat).

3. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan lokasi
pemasangan TDT sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan dengan melihat kondisi nyata
di lapangan. Pada tahap ini setiap titik yang akan dipasang di lapangan dan titik yang akan
dipakai sebagai titik ikatan harus ditinjau kondisi fisiknya di lapangan.

Bila lokasi yang akan dipasang TDT termasuk di dalam daerah batas administrasi
provinsi / kabupaten/kota / kecamatan / desa/kelurahan, bila memungkinkan perencanaan
pemasangan TDT dilakukan pada batas administrasi tersebut dengan memperhatikan peta
administrasi wilayah tersebut.

Apabila TDT yang akan dipasang adalah TDT orde 4, tugu-tugu instansi lain yang berada
di sekitar lokasi harus diperiksa kondisi fisiknya. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk
menentukan apakah tugu instansi lain tersebut dapat dijadikan TDT orde 4 atau tidak.

Untuk setiap titik-titik yang akan dipasang (titik-titik baru), apabila pengukurannya
menggunakan metode pengamatan satelit harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Lokasi yang mudah dicapai.

b. Ruang bebas pandang ke langit + 15° dari horison.

c. Jauh dari sumber interferensi elektris.

Titik-titik yang dipasang dan diukur dengan pengukuran terestrial harus memenuhi kriteria-

kriteria sebagai berikut :

a. Setiap titik pada jaringan kerangka TDT harus dapat terlihat dengan titik sebelum dan
sesudahnya.

b. Sudut yang diukur harus tidak terlalu lancip (sudut tidak kurang dari 30° dan tidak lebih
dari 330°)

c. Tidak berada pada tanah dengan kemiringan yang curam serta tidak berawa.
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Mengingat bahwa fungsi TDT sebagai pengikatan, diusahakan sebaiknya lokasi TDT
berada pada tanah-tanah Negara dan kondis tanahnya relatif stabil. Contoh : berada di kantor-
kantor pemerintahan/swasta.

Setelah mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas, tandai lokasi TDT tersebut dengan
patok kayu di lapangan dan pada peta rencana, serta diupayakan untuk mendapatkan ijin
pemasangan dari pimpinan instansi setempat bila TDT yang akan dipasang berada pada kantor
pemerintahan/swasta atau pemilik tanah bila TDT tersebut akan dipasang pada tanah-tanah
masyarakat. Demikian pula kepada instansi pemilik tugu bila tugu instansi tersebut akan
dipergunakan sebagai TDT orde 4. Bila tugu tersebut dipakai, cantumkan nomor TDT tersebut di
peta rencana. Penomoran dilakukan sebagai berikut : bila di lapangan ditemukan tugu Dinas Tata
Kota dengan nomor tugu DTK-205, pada peta rencana dicantumkan DTK-205/101, dalah hal ini
101 adalah nomor urut TDT orde 4 di desa/kelurahan tersebut.

4. Monumentasi

Monumentasi berupa pemasangan konstruksi fisik TDT sesuai dengan Pasal 5. TDT orde
2 dan 3 dibuat dengan konstruksi beton, dan TDT orde 4 dibuat sesuai dengan kondisi lapangan
dengan tetap memperhatikan kondisi tanah di lokasi pemasangan, ketersediaan bahan, dan
kemudahan untuk membawa ke lokasi serta keamanan fisik di lapangan.

Konstruksi TDT orde 4 dibedakan untuk daerah padat dan terbuka, sebagai berikut :

a. Daerah padat adalah daerah dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi, yang
ditandai dengan cepatnya perubahan fisik di daerah tersebut dan pola penggunaan tanah
yang menjurus kea rah permukiman dan jasa. Mengingai perubahan tersebut, pemasangan
TDT menggunakan 2 (dua) alternatif, yaitu :

e Alternatif pertama berupa konstruksi beton dan ditempatkan pada trotoar-trotoar
jalan, bahu jalan, dan sebagainya, yang diperkirakan lokasi TDT tersebut akan
mengalami perubahan fisik.

e Alaternatif kedua berupa bahan kuningan, misalnya pada lokasi bidang tanah di
mana pada bidang tersebut telah berdiri bangunan permanen dan bangunan
tersebut tidak akan dibongkar dalam waktu yang cukup lama.

b. Daerah terbuka adalah daerah dengan tingkat pembangunan yang lambat, yang ditandai

dengan pola umum penggunaan tanah yang menjurus kea rah pertanian sederhana yang
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dilakukan oleh penduduk sekitarnya. Konstruksi TDT pada daerah ini berupa konstruksi

beton, dengan harapan bahwa TDT ini dapat dipakai dalam waktu yang cukup lama.

Selain kedua konstruksi tersebut, TDT dapat juga dibuat berdasarkan tugu-tugu instansi
lain yang telah terpasang di daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat menyatukan sistem
pemetaan yang telah dikembangkan BPN dengan sistem pemetaan di instansi-instansi lainnya,
dengan syarat kondisi fisiknya baik (tidak pecah, retak), stabil (tidak goyang) dan pada lokasi
tugu tersebut dimungkinkan dilaksanakannya pengukuran dengan alat ukur sudut dan jarak.
Misalnya tugu-tugu yang dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Pajak Bumi
dan Bangunan, Bakosurtanal, Direktorat Tata Kota, dan lain-lain. Bila hal ini dilaksanakan, tugu
tersebut tidak perlu diubah konstruksi fisiknya dan tidak dilaksanakan pergantian nomor tugu di
lapangan.

TDT Perapatan dibuat dengan alas an tidak dimungkinkannya dilakukan pengikatan
langsung suatu bidang tanah dari TDT orde 0,1, 2, 3 atau 4. Untuk itu diperlukan titik-titik bantu
yang merapatkan TDT tersebut dan bersifat sementara, atau dengan kata lain hanya
dipergunakan pada saat pengukuran bidang tanah dilaksanakan. Dalam praktek di lapangan, TDT
Perapatan dibuat dengan bahan sederhana yang tersedia di daerah setempat, misalnya patok
kayu, paku seng. Bahan-bahan ini nantinya tidak digunakan untuk waktu yang cukup lama
karena pada dasarnya walaupun pengikatan suatu bidang tanah dilakukan dari TDT Perapatan,
pekerjaan rekonstruksi batas tetap dilaksanakan dengan mengikatkan kepada TDT orde O, 1, 2, 3
atau 4.

Dalam pendaftaran tanah sporadik, pemohon diwajibkan untk memasang TDT orde 4
dengan catatan bahwa kedua TDT tersebut dapat dijadikan ikatan langsung pengukuran bidang
tanah yang dimohon. Selain itu, mengingat fungsi TDT ini juga dijadikan dasar pengikatan
bidang tanah pada suatu lembar Peta Pendaftaran (Pasal 29 ayat 3), lokasi kedua TDT tersebut
diharapkan dapat menjangkau seluruh bidang tanah yang terdapat pada lembar tersebut. Bila hal
ini tidak memungkinkan dilakukan, pemasangan TDT orde 4 tetap dilakukan dan pengikatan
bidang tanah dilakukan dari TDT Perapatan.

Pemasangan TDT dilakukan berdasarkan peta perencanaan yang telah diperbaiki pada
saat survei pendahuluan dilaksanakan. Dengan demikian kesinambungan kerja antara pelaksana
survei pendahuluan dengan pemasangan dapat berjalan dengan baik, dan pelaksana pemasangan

tidak perlu menunggu sampai pelaksana survei pendahuluan menyelesaikan tugasnya secara
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keseluruhan. Pemasangan tugu dilakukan dengan cara mencabut patok kayu yang berada di
lapangan dan menggantinya dengan konstruksi fisik yang tetah ditetapkan dengan nomor TDT

sesuai dengan peta perencanaan.

C. PENGUKURAN TDT

Pengukuran TDT dilaksanakan dengan menggunakan metode pengamatan satelit atau
metode lainnya (Pasal 7). TDT dipakai sebagai pengikatan bidang tanah dan pengikatan bagi
perapatan TDT dengan ketelitian di bawahnya.

Berkaitan dengan pengukuran TDT yang harus diikatkan terhadap TDT yang lebih tinggi
ordenya, TDT orde 2 harus lebih teliti dibandingkan dengan TDT orde 3 dan 4. TDT orde 3
harus lebih teliti dibandingkan dengan TDT orde 4.

Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya dan peralatan, Kantor Wilayah BPN dan
Kantor Pertanahan hanya melaksanakan pengukuran TDT orde 4 dan TDT Perapatan, serta
Direktorat Pengukuran melaksanakan pengukuran TDT orde 2, 3, 4 dan TDT Perapatan.
Pengukuran TDT orde 2 dan 3 dapat dilaksanakan oleh Kanwil dan atau Kantor Pertanahan
setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Direktur Pengukuran setelah mempertimbangkan
kesiapan sumberdaya manusia dan peralatannya. Metode pengukuran yang dapat dipakai adalah
pengamatan satelit, pengukuran terestrial dan pengukuran fotogrametrik.

Bahasan berikutnya langsung pada pengukuran secara terestrial, yaitu penentuan posisi
titik-titik dasar teknik di permukaan bumi, di mana pada setiap titik yang akan diketahui
koordinatnya dilakukan pengukuran jarak, sudut, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan metode
terestrial ini, TDT diukur dengan cara :

a. poligon
b. triangulasi

c. trilaterasi

e

triangulaterasi

e. pengukuran situasi
a. Poligon

Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horisontal titik-titik di permukaan bumi,
di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut dan
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jarak sehingga membentuk rangkaian titik-titik (poligon). Metode ini dilakukan untuk
pengukuran TDT orde 4 dan TDT perapatan. Adapun macam cara pengukurannya dengan ikatan
sebagai berikut :

e Pengukuran TDT dilakukan dengan cara poligon terikat (tidak membentuk suatu loop)
yang terikat di titik awal dan akhir.

e Pengukuran TDT dilakukan dengan cara poligon terikat sempurna (tidak membentuk
suatu loop) yang terikat pada 2 (dua) titik yang saling terlihat pada awal jaringan dan 2
(dua) titik yang saling terlihat pada akhir jaringan.

e Pengukuran TDT dilakukan dengan cara poligon tertutup (pengukuran TDT diawali dan
diakhiri di satu titik yang telah diketahui koordinatnya), hal ini hanya dilakukan bila pada
jaringan poligon tersebut ditemui minimal 2 (dua) titik ikat yang telah diketahui
koordinatnya.

e Pengukuran TDT dilakukan dengan cara poligon tertutup yang membentuk lebih dari satu

loop, yang dilakukan dengan memperhitungkan jaringan dan luas areal pengukuran TDT.

b. Triangulasi

Metode triangulasi adalah salah satu cara penentuan posisi horisontal titik-titik di permukaan
bumi, di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga
atau jaring segitiga, di mana pada setiap segitiga hanya dilakukan pengukuran sudut. Metode ini
dilakukan untuk pengukuran TDT orde 4.

c. Trilaterasi

Metode trilaterasi adalah salah satu cara penentuan posisi horisontal titik-titik di permukaan
bumi, di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga
atau jaring segitiga, di mana pada setiap segitiga hanya dilakukan pengukuran jarak. Metode ini

dilakukan untuk pengukuran TDT orde 4.

d. Triangulaterasi
Metode triangulaterasi adalah salah satu cara penentuan posisi horisontal titik-titik di permukaan
bumi, di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga

atau jaring segitiga, di mana pada setiap segitiga dilakukan pengukuran sudutdan jarak. Konsep
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pembentukan segitiga seperti dilakukan pada metode trilaterasi dan triangulasi. Metode ini

dilakukan untuk pengukuran TDT orde 4.

e. Pengukuran situasi

Pengukuran situasi secara terestrial yang dilakukan pada saat pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

akan memetakan titik detil geografis atau buatan manusia pada lembar Peta Dasar Pendaftaran /

Peta Pendaftaran. Jika detil tersebut dapat diidentifikasi di peta dan di lapangan, titik tersebut

dapat dianggap sebagai TDT Perapatan (Pasal 17 ayat 1 butir b).

Adapun spesifikasi teknik dalam pengukuran dan penghitungan TDT orde 4 adalah

sebagai berikut.

1.
2.

Jaringan TDT harus diikatkan pada minimal 2 (dua) TDT yang lebih tinggi ordenya.

Metode triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi hanya digunakan bila diikatkan pada 2

(dua) TDT yang saling terlihat pada awal dan akhir pengukuran.

Peralatan yang digunakan untuk mengukur sudut adalah theodolit yang memiliki ketelitian

bacaan minimal 1” untuk TDT orde 4, dan ketelitian bacaan minimal 20” untuk TDT

Perapatan. Theodolit yang akan dipakai harus memenuhi persyaratan : sumbu | harus

vertikal, garis bidik harus tegaklurus sumbu 11, kesalahan indek vertikal harus diminimalkan

atau ditiadakan.

Peralatan yang digunakan untuk mengukur jarak adalah EDM (Electronic Distance Meter)

untuk TDT orde 4, dan pita ukur untuk TDT Perapatan. Pengukuran jarak secara optis hanya

diijinkan jika digunakan untuk memeriksa kebenaran ukuran jarak dengan EDM / pita ukur.

Pengukuran asimut magnetis dilakukan dengan theodolit yang dilengkapi dengan bacaan

asimut magnetis. Sedangkan pengamatan matahari untuk penentuan asimut dilakukan dengan

prima roelofs.

Pengukuran sudut :

e Pengukuran sudut horisontal dilakukan dalam dua seri dengan urutan bacaan Biasa -
Biasa - Luar Biasa - Luar Biasa untuk masing-masing seri, sehingga akan dihasilkan 8
jurusan bacaan atau 4 sudut ukuran.

e Selisih bacaan B dan LB tidak lebih dari 10” untuk TDT orde 4, sedangkan untuk TDT
Perapatan tidak lebih dari 40”
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10.

11.
12.
13.

Selisih antara satu sudut dengan sudut lainnya tidak lebih dari 5” untuk TDT orde 4,
sedangkan untuk TDT Perapatan tidak lebih dari 20”

Salah penutup sudut untuk pengukuran TDT orde 4 tidak lebih dari 10”Vn, dalam hal ini
n adalah jumlah titik poligon.

Salah penutup sudut untuk pengukuran TDT Perapatan tidak lebih dari 15”Vn, dalam hal
ini n adalah jumlah titik poligon.

Pengukuran sudut vertikal dilakukan dalam 1 (satu) seri, yaitu dengan urutan bacaan

Biasa — Biasa dengan selisih sudut tidak lebih daripada 1°.

Pengukuran jarak :

Pengukuran jarak dengan EDM harus dilakukan ke arah muka dan belakang (foresight-
backsight), serta dilakukan 3 (tiga) kali untuk setiap arah dengan perbedaan tidak lebih
dari 1 cm.

Pengukuran jarak dengan mengggunakan pita ukur dilakukan dengan minimal 2 (dua)
kali bentangan, yang mana setiap bentangan harus diarahkan ke titik yang akan diukur
dengan bantuan theodolit.

Pembacaan jarak dengan pita ukur dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Toleransi kesalahan linear poligon utama = 1:10.000, poligon cabang = 1:5.000, dan poligon

perapatan adalah 1:3.000.

Ketelitian TDT Perapatan yang merupakan titik detil pada pembuatan peta garis dengan

pengukuran situasi tidak lebih dari 0,3 mm pada skala peta.

Penentuan asimut :

Pengamatan matahari atau pengukuran asimut magnetis dilakukan apabila system
koordinat titik ikat dinyatakan dalam sistem koordinat lokal.

Pengamatan matahari dilakanakan minimal 4 (empat) seri untuk masing-masing kuadran
pada saat pagi dan sore hari.

Pengukuran asimut magnetis dilakukan minimal 2 (dua) kali, dengan selisih asimut tidak
lebih dari 10”.

Hasil pengukuran jarak dan sudut dicantumkan pada DI 103.

Hasil pengukuran asimut suatu sisi dengan pengamatan matahari dicantumkan pada DI 105.

Pengolahan data sudut :
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Data sudut yang dipakai pada pengolahan data adalah rata-rata hasil pengukuran pada
posisi biasa dan luar biasa.

Hitungan sudut horisontal dilakukan pada DI 103.

14. Pengolahan data jarak :

Hitungan data jarak dilakukan pada DI 103.

Untuk penghitungan dalam sistem koordinat lokal, jarak yang dipakai dalam
penghitungan jaringan TDT adalah jarak datar ukuran atau jarak fisis.

Untuk penghitungan dalam sistem koordinat nasional, jarak yang dipakai dalam

penghitungan jaringan TDT adalah jarak pada bidang proyeksi TM-3.

15. Pengolahan data asimut :

Penentuan arah utara geografis dapat dihitung dari 2 (dua) TDT yang telah diketahui
koordinatnya.

Bila dilakukan pengamatan matahari, utara geografis didapat dengan penghitungan
asimut suatu sisi berdasarkan almanak matahari.

Bila dilakukan pengukuran asimut magnetis, utara geografis diambil pendekatan

samadengan asimut magnetis.

16. Pengolahan data jaringan TDT

Pengolahan data jarngan dapat dilakukan secara manual-analog atau secara digital.

Bila pengolahan data jaringan dilakukan dalam sistem koordinat nasional dan cakupan
lokasi pengukuran mencakup 2 (dua) zone TM-3, pengolahan data dilakukan untuk setiap
zone.

Pengolahan data poligon dilakukan dengan cara memberikan koreksi sudut / jarak dari
jaringan TDT dengan cara perataan Bowditch atau perataan kuadrat terkecil dengan
memakai DI 104.

Pengolahan data triangulasi dilakukan dengan cara memberikan koreksi sudut pada setiap
segitiga dari jaringan TDT.

Pengolahan data trilaterasi dilakukan dengan cara memberikan koreksi jarak pada setiap
segitiga dari jaringan TDT.

Pengolahan data triangulaterasi dilakukan dengan cara memberikan koreksi sudut dan

jarak pada setiap segitiga dari jaringan TDT.
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Bila pengukuran menggunakan metode triangulasi, trilaterasi atau triangulaterasi, setiap

segitiga yang dibentuk harus memenubhi kriteria ketelitian di atas.

D. PEMBUATAN BUKU TUGU DAN PETA DASAR TEKNIK

1. BUKU TUGU
Dalam Pasal 10 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa untuk keperluan
dokumentasi titik-titik dasar teknik dbuatkan Buku Tugu untuk setiap titik dasar teknik orde 2, 3

dan 4. Pembuatan Buku Tugu mengikuti ketentuan umum berikut ini :

Buku Tugu terdiri dari deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik
yang dibuat pada DI 100, 100A, 100B, 100C untuk titik dasar teknik orde 2; DI 101,
101A, 101B, 101C untuk titik dasar teknik orde 3; dan DI 102, 102A, 102B, 102C untuk
titik dasar teknik orde 4.

Buku Tugu dibuat dalam ragkap 3 (tiga) untuk titik dasar teknik orde 2 dan 3, dan
disimpan masing-masing 1 (satu) rangkap oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor
Pertanahan. Dibuat rangkap 1 (satu) untuk titik dasar teknik orde 4, yang disimpan oleh
Kantor Pertanahan.

Untuk memudahkan pendokumentasian dan pencarian Buku Tugu, maka dikumpulkan
setiap 50 (limapuluh) titik dasar teknik dan dijilid dengan sistem lepas untuk setiap
daerah administrasi tingkat Il. Cover (halaman depan) lebih tebal daripada lembaran
Buku Tugu, dan pada halaman depan kumpulan Buku Tugu ini dicantumkan rekapitulasi
titik dasar teknik dalam bentuk tabel yang memuat antara lain : nomor titik dasar teknik,
koordinat Timur (x), Utara (y), lintang (L) dan Bujur (B), dan zone TM-3.

Bila di kemudian hari daerah administrasi (Provinsi atau Kabupaten/Kota) titik dasar
teknik berubah (mengalami pemekaran), Buku Tugu yang disimpan di Kantor Wilayah
dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota daerah administrasi lama diserahkan kepada
Kantor Wilayah dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota daerah administrasi baru
dengan suatu Berita Acara Serah Terima. Dengan diserahkannya Buku Tugu tersebut,
pemeliharaan dan perawatan titik dasar teknik (sebagaimana tercantum pada Pasal 11
PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota daerah administrasi baru. Dan segera setelah menerima penyerahan

Buku Tugu, Kantor Pertanahan dan atau Kantor Wilayah penerima diharuskan
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memperbaharui data yang terdapat pada Buku Tugu, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Desa, dan nomor titik. Data tersebut cukup dicoret dengan tinta hitam dan
dituliskan data baru sesuai dengan kondisi setelah terjadi perubahan daerah administrasi,
dan nomor titik dasar teknik disesuaikan dengan kode administrasi dan nomor urut baru.

1.1. Format Buku Tugu

e DI 100dan 101

D1 100 dan 101 terdiri dari 11 (sebelas) uraian titik dasar teknik yang bersangkutan. DI 100 dan

101 diisi sebagai berikut :

01. DESA/KEL

Kata DESA dicoret jika titik tersebut berada di wilayah Kelurahan, dan kata KEL dicoret jika

titik tersebut berada di wilayah Desa. Penulisan nama Desa/Kelurahan dalam huruf besar.

Contoh :

01. BESA/KEL : CEMPAKA BARU

01. DESA/KEL : TELAGA ASIH

02. KECAMATAN

Ditulis dengan nama Kecamatan di mana titik dasar teknik tersebut berada, dan digunakan huruf

besar.

Contoh :

02. KECAMATAN : KEMAYORAN

03. KAB/KOD

Kata KAB dicoret jika titik tersebut berada di wilayah Kota, dan kata KOD dicoret jika titik

tersebut berada di wilayah Kabupaten. Penulisan nama Kabupaten/Kota dalam huruf besar.

Contoh :

03. KAB/KOD : JAKARTA PUSAT atau

03. KAB/KOSB : BEKASI

04. PROPINSI

Ditulis dengan nama provinsi di mana titik dasar teknik tersebut berada. Penulisan dengan huruf
besar.

Contoh :

04. PROPINSI : DKI JAKARTA

05. URAIAN LOKASI TITIK
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Uraian mengenai lokasi titik tersebut terhadap lokasi sekitarnya sehingga akan memudahkan
menemukan titik tersebut. Uraian ini merupakan penjelasan dari sketsa umum lokasi pada DI
100A atau DI 101A.
Contoh :
05. URAIAN LOKASI TITIK
1117151 ditanam dekat perempatan di Kampung Puntuk, kurang lebih 1,5 Km dari Pasar
Kliwon.
06. KENAMPAKAN YANG MENONJOL
Menguraikan tentang objek yang berada di sekitar lokasi yang dapat dijadikan penunjuk untuk
mencapai lokasi titik dan merupakan penjelasan sketsa detil lokasi titik pada DI 100A atau DI
101A.
Contoh :
06. KENAMPAKAN YANG MENONJOL
- Perempatan
- Kuburan
07. JALAN MASUK KE LOKASI
Uraian ini juga merupakan penjelasan dari sketsa lokasi.
Contoh :
07. JALAN MASUK LOKASI :
Dari Karanganyar menuju Jumantoro, kemudian ke arah Desa Gedegan, dan setelah melewati
Pasar Gemantar ke arah Kp. Puntuk, kurang lebih 1,5 Km ada perempatan di Kp. Puntuk.
08. TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Ditulis dengan uraian yang menerangkan transportasi apa yang dapat dicapai untuk sampai di
lokasi titik dasar teknik tersebut.
Contoh :
08. TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Kendaraan roda empat
09. DIBUAT OLEH
Ditulis dengan Pelaksana yang melakukan pemasangan titik dasar teknik tersebut. Bila titik dasar
teknik dipasang oleh Direktorat Survey BPN, cukup dicantumkan kata-kata : DIREKTORAT
SURVEY. Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kanwil BPN, cukup dicantumkan kata-
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kata : KANWIL BPN PROVINSI ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kantor
Pertanahan, cukup dicantumkan kata-kata : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ..... atau
KANTOR PERTANAHAN KOTA ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Pihak
Ketiga, dicantumkan bentuk badan hukum dan nama badan hukumnya.

Contoh :

09. DIBUAT OLEH :PT. ABADI MUJUR

10. TGL. PEMASANGAN

Ditulis dengan tanggal pemasangan titik dasar teknik, dan dinyatakan dengan angka, yang terdiri
dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

10. TGL. PEMASANGAN :2-2-2002

11. DIPERIKSA OLEH

Ditulis dengan nama yang telah melaksanakan pemeriksaan tentang keberadaan titik dasar teknik
tersebut di lapangan dan merupakan pegawai di lingkungan BPN.

Contoh :

11. DIPERIKSA OLEH : Ir. ASMAN PARE

12. TGL. PEMERIKSAAN

Ditulis dengan tanggal pemeriksaan titik dasar teknik yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
dan dinyatakan dengan angka yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

12. TGL. PEMERIKSAAN :12-3-2002

e DI 100A dan 101A

DI 100A dan DI 101A terdiri dari 9 (sembilan) uraian titik dasar teknik yang bersangkutan. DI
100A dan DI 101A diisi sebagai berikut :

01. PETA ASAL

Ditulis dengan peta yang dipakai sebagai dasar pembuatan peta dasar teknik.

Contoh :

01. PETA ASAL : TOPOGRAFI

02. SKALA

Ditulis dengan skala peta yang disebut pada butir 01.

Contoh :
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02. SKALA :1:50.000
03. NO. LEMBAR

Ditulis dengan nomor lembar peta yang disebut pada butir 01.

Contoh :

03. NO. LEMBAR  :49/XL 11.B

04. TAHUN

Ditulis dengan tahun pembuatan peta yang disebut pada butir 01.
Contoh :

04. TAHUN :1972

05. SKETSA UMUM LOKASI TITIK

Merupakan gambaran dari uraian lokasi (butir 05), kenampakan yang menonjol (butir 06), dan
jalan masuk ke lokasi (butir 07) pada DI 100 atau DI 101.

Contoh :

Gambar 31. Sketsa Umum Lokasi TDT.
06. SKETSA DETAIL LOKASI TTIK
Digambar dengan peta detail (tidak dalam skala) lokasi titik dasar teknik, arah Utara, dan
hubungannya dengan letak relative titik tersebut dengan objek-objek yang ada di sekitarnya serta
sesuai dengan uraian kenampakan yang menonjol (butir 06) pada DI 100 atau DI 101.
Contoh :
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Pos

Polisi . _____

SD Muhammadiyah 2
Gambar 32 Sketsa Detail Lokasi Titik TDT

07. DIBUAT OLEH

Ditulis dengan Pelaksana yang melakukan pemasngan titik dasar teknik tersebut. Bila titik dasar
teknik dipasang oleh Direktorat Survey BPN, cukup dicantumkan kata-kata : DIREKTORAT
SURVEY. Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kanwil BPN, cukup dicantumkan kata-
kata : KANWIL BPN PROVINSI ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kantor
Pertanahan, cukup dicantumkan kata-kata : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ..... atau

KANTOR PERTANAHAN KOTA ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Pihak
Ketiga, dicantumkan bentuk badan hukum dan nama badan hukumnya.
Contoh :

07. DIBUAT OLEH :PT. ABADI MUJUR

08. DIPERIKSA OLEH

Ditulis dengan nama yang telah melaksanakan pemeriksaan tentang keberadaan titik dasar teknik
tersebut di lapangan dan merupakan pegawai di lingkungan BPN.

Contoh :

08. DIPERIKSA OLEH : Ir. ASMAN PARE

09. TGL. PEMERIKSAAN

Ditulis dengan tanggal pemeriksaan titik dasar teknik yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
dan dinyatakan dengan angka yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

09. TGL. PEMERIKSAAN :12 -3 -2002

e DI 100B dan 101B

DI 100B dan DI 101B terdiri dari 22 (duapuluh dua) uraian titik dasar teknik yang bersangkutan.
DI 100B dan DI 101B diisi sebagai berikut :
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01. ALAT YANG DIGUNAKAN

Ditulis dengan merk, tipe dan jenis alat yang dipakai pada saat pengukuran titik dasar teknik.
Contoh :

01. ALAT YANG DIGUNAKAN : GPS - Leica 200

02. NOMOR SERI ALAT

Ditulis dengan nomor seri alat yang dipakai saat pengukuran titik dasar teknik.

Contoh :

02. NOMOR SERI ALAT  :423119

03. METODE PENGAMATAN

Ditulis dengan metode yang dipakai pada saat pengukuran titik dasar teknik.

Contoh :

03. METODE PENGAMATAN : DOUBLE DIFFERENCE

04. TGL. PERHITUNGAN

Ditulis dengan tanggal selesainya dilakukan perhitungan koordinat titik dasar teknik, dan
dinyatakan dengan angka, yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

04. TGL. PERHITUNGAN :24 -2 -2008

05. TIMUR (X)

Ditulis dengan nilai absis (X) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat nasional. Bila nilai absis mencakup nilai desimal, penulisan
cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik yang
dipakai.

Contoh :

05. TIMUR (X) : 34.822,875 meter

06. UTARA (Y)

Ditulis dengan nilai ordinat (YY) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat nasional. Bila nilai ordinat mencakup nilai desimal,
penulisan cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik
yang dipakai.

Contoh :

06. UTARA (Y) - 634.546,873 meter
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07. ZONE

Ditulis dengan nomor zone TM-3 dalam sistem koordinat nasional titik dasar teknik yang
bersangkutan.

Contoh :

07. ZONE :49.1

08. KONV. GRID

Ditulis dengan besarnya nilai konvergensi grid di titik dasar teknik yang bersangkutan dalam
sistem koordinat nasnal TM-3, dan dinyatakan dalam derajat, menit dan detik yang disertai
penulisan angka desimal sebanyak 5 (lima) angka.

Contoh :

08. KONV. GRID  :0°12°0,51430”

09. FAKTOR SKALA

Ditulis dengan besarnya faktor skala titik pada titik dasar teknik yang bersangkutan dalam
system koordinat nasional, dan dinyatakan dalam 4 (empat) angka desimal.

Contoh :

09. FAKTOR SKALA :0,9999

10. SKALA 1:10.000

Ditulis dengan nomor lembar posisi titik dasar teknik pada peta skala 1:10.000 dalam sistem
koordinat nasional sesuai dengan Pasal 16.

10. SKALA 1:10.000 :49.2 - 01.062

11. SKALA 1:2.500

Ditulis dengan nomor lembar posisi titik dasar teknik pada peta skala 1:2.500 dalam sistem
koordinat nasional sesuai dengan Pasal 16.

11. SKALA 1:2.500 :49.2 - 01.062 - 02

12. SKALA 1:1.000

Ditulis dengan nomor lembar posisi titik dasar teknik pada peta skala 1:1.000 dalam sistem
koordinat nasional sesuai dengan Pasal 16.

12. SKALA 1:1.000 :49.2 -01.062 -02 -7

13. LINTANG

Ditulis dengan nilai lintang (L) titik dasar teknik nasional dalam satuan derajat, menit dan detik,
dan ditambahkan huruf U bila titik dasar teknik tersebut terletak pada Lintang Utara, atau
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ditambahkan huruf S bila titik dasar teknik tersebut terletak pada Lintang Selatan. Bila nilai
lintang mencakup nilai desimal, maka penulisan cukup dilakukan hingga 6 (enam) angka
desimal.

Contoh :

13. LINTANG : 4012’50,514301” U

14. BUJUR

Ditulis dengan nilai bujur (B) titik dasar teknik nasional dalam satuan derajat, menit dan detik,
dan ditambahkan huruf T. Bila nilai bujur mencakup nilai desimal, maka penulisan cukup
dilakukan hingga 6 (enam) angka desimal.

Contoh :

14. BUJUR :110°0°50,564982” T

15. TINGGI ELLIPSOID

Ditulis dengan ketinggian titik dasar teknik di atas permukaan ellipsoid dan dinyatakan dalam
satuan metrik, dan bila ketinggian titik dasar teknik diketahui di atas permukaan air laut rata-rata
(MSL), nilai ketinggian harus ditambahkan. Bila nilai tinggi mencakup nilai desimal, maka

penulisan cukup sampai dengan 4 (empat) angka desimal.

Contoh :

15. TINGGI ELLIPSOID : 351,8734 meter

atau :

15. TINGGI ELLIPSOID : 351,8734 meter
TINGGI MSL : 324, 5925 meter

16. TIMUR

Ditulis dengan nilai absis (x) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat UTM. Bila nilai absis mencakup nilai desimal, penulisan
cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik yang
dipakai.

Contoh :

16. TIMUR (X) : 533.532,875 meter

17. UTARA

Ditulis dengan nilai ordinat (y) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan

perhitungan dalam sistem koordinat UTM. Bila nilai ordinat mencakup nilai desimal, penulisan
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cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik yang
dipakai.

Contoh :

17. UTARA (y) : 2.985.532,772 meter

18. ZONE

Ditulis dengan nomor zone UTM titik dasar teknik

Contoh :

18. ZONE - 49

19. KONV. GRID

Ditulis dengan besarnya nilai konvergensi grid di titik dasar teknik yang bersangkutan dalam
sistem koordinat UTM, dan dinyatakan dalam derajat, menit dan detik yang disertai penulisan
angka desimal sebanyak 5 (lima) angka.

Contoh :

19. KONV. GRID  :0°0°0,51430”

20. DIBUAT OLEH

Ditulis dengan Pelaksana yang melakukan pemasngan titik dasar teknik tersebut. Bila titik dasar
teknik dipasang oleh Direktorat Pengukuran Dasar BPN, cukup dicantumkan kata-kata :
DIREKTORAT PENGUKURAN DASAR. Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kanwil
BPN, cukup dicantumkan kata-kata : KANWIL BPN PROVINSI ...... Bila titik dasar teknik
tersebut dipasang oleh Kantor Pertanahan, cukup dicantumkan kata-kata : KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN ..... atau KANTOR PERTANAHAN KOTA ...... Bila titik
dasar teknik tersebut dipasang oleh Pihak Ketiga, dicantumkan bentuk badan hukum dan nama
badan hukumnya.

Contoh :

20. DIBUAT OLEH :PT. ABADI MUJUR

21. DIPERIKSA OLEH

Ditulis dengan nama yang telah melaksanakan pemeriksaan tentang keberadaan titik dasar teknik
tersebut di lapangan dan merupakan pegawai di lingkungan BPN.

Contoh :

21. DIPERIKSA OLEH . Ir. ASMAN PARE

22. TGL. PEMERIKSAAN
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Ditulis dengan tanggal pemeriksaan titik dasar teknik yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
dan dinyatakan dengan angka yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

22. TGL. PEMERIKSAAN :12-3-2002

e DI100Cdan101C

DI 100C dan DI 101C terdiri dari 3 (tiga) uraian dan 4 (empat) foto titik dasar teknik dalam
empat arah mata angin. DI 100C dan DI 101C diisi sebagai berikut :

01. DIBUAT OLEH

Ditulis dengan Pelaksana yang melakukan pemasngan titik dasar teknik tersebut. Bila titik dasar
teknik dipasang oleh Direktorat Survey BPN, cukup dicantumkan kata-kata : DIREKTORAT
PENGUKURAN DASAR. Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kanwil BPN, cukup
dicantumkan kata-kata : KANWIL BPN PROVINSI ...... Bila titik dasar teknik tersebut
dipasang oleh Kantor Pertanahan, cukup dicantumkan kata-kata : KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ..... atau KANTOR PERTANAHAN KOTA ...... Bila titik dasar teknik tersebut
dipasang oleh Pihak Ketiga, dicantumkan bentuk badan hukum dan nama badan hukumnya.
Contoh :

01. DIBUAT OLEH :PT. ABADI MUJUR

02. DIPERIKSA OLEH

Ditulis dengan nama yang telah melaksanakan pemeriksaan tentang keberadaan titik dasar teknik
tersebut di lapangan dan merupakan pegawai di lingkungan BPN.

Contoh :

02. DIPERIKSA OLEH . Ir. ASMAN PARE

03. TGL. PEMERIKSAAN

Ditulis dengan tanggal pemeriksaan titik dasar teknik yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
dan dinyatakan dengan angka yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

03. TGL. PEMERIKSAAN :12-3-2002

Dalam DI 100C dan DI 101C juga dicantumkan foo titik dasar teknik yang diambil dari empat
arah mata angin, yaitu Arah Pandangan Utara (foto diambil dari arah Selatan dengan latar
belakang titik dasar teknik), Arah Pandangan Timur (foto diambil dari arah Barat dengan latar

belakang titik dasar teknik), Arah Pandangan Selatan (foto diambil dari arah Utara dengan latar
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belakang titik dasar teknik), Arah Pandangan Barat (foto diambil dari arah Timur dengan latar
belakang titik dasar teknik)

e DI102

DI 102 terdiri dari 10 (sepuluh) uraian sebagai berikut :

01. DESA/KEL

Kata DESA dicoret jika titik tersebut berada di wilayah Kelurahan, dan kata KEL dicoret jika
titik tersebut berada di wilayah Desa. Penulisan nama Desa/Kelurahan dalam huruf besar.
Contoh :

01. BESA/KEL : CEMPAKA BARU

01. DESA/KEL : TELAGA ASIH

02. KECAMATAN

Ditulis dengan nama Kecamatan di mana titik dasar teknik tersebut berada, dan digunakan huruf
besar.

Contoh :

02. KECAMATAN : KEMAYORAN

03. KAB/KOD

Kata KAB dicoret jika titik tersebut berada di wilayah Kota, dan kata KOD dicoret jika titik
tersebut berada di wilayah Kabupaten. Penulisan nama Kabupaten/Kota dalam huruf besar.
Contoh :

03. KAB/KOD : JAKARTA PUSAT atau

03. KAB/KOB : BEKASI

04. PROPINSI

Ditulis dengan nama provinsi di mana titik dasar teknik tersebut berada. Penulisan dengan huruf
besar.

Contoh :

04. PROPINSI : DKI JAKARTA

05. SKETSA DETAIL LOKASI TTIK
Digambar dengan peta detail (tidak dalam skala) lokasi titik dasar teknik, arah Utara, dan
hubungannya dengan letak relative titik tersebut dengan objek-objek yang ada di sekitarnya serta

sesuai dengan uraian kenampakan yang menonjol (butir 06) pada DI 100 atau DI 101.
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06. FOTO TITIK DASAR TEKNIK

Dilengkapi dengan foto keberadaan titik dasar teknik yang diambil dari salah satu arah mata
angina dengan latar belakang yang sedapat mungkin dapat menggambarkan lokasi titik tersebut
di lapangan.

07. DIBUAT OLEH

Ditulis dengan Pelaksana yang melakukan pemasngan titik dasar teknik tersebut. Bila titik dasar
teknik dipasang oleh Direktorat Survey BPN, cukup dicantumkan kata-kata : DIREKTORAT
SURVEY. Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kanwil BPN, cukup dicantumkan kata-
kata : KANWIL BPN PROVINSI ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kantor
Pertanahan, cukup dicantumkan kata-kata : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ..... atau

KANTOR PERTANAHAN KOTA ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Pihak
Ketiga, dicantumkan bentuk badan hukum dan nama badan hukumnya.
Contoh :

07. DIBUAT OLEH :PT. ABADI MUJUR

08. TGL. PEMASANGAN

Ditulis dengan tanggal pemasangan titik dasar teknik, dan dinyatakan dengan angka yang terdiri
dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

08. TGL. PEMASANGAN :12-2-2002

09. DIPERIKSA OLEH

Ditulis dengan nama yang telah melaksanakan pemeriksaan tentang keberadaan titik dasar teknik
tersebut di lapangan dan merupakan pegawai di lingkungan BPN.

Contoh :

09. DIPERIKSA OLEH : Ir. ASMAN PARE

10. TGL. PEMERIKSAAN

Ditulis dengan tanggal pemeriksaan titik dasar teknik yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
dan dinyatakan dengan angka yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

10. TGL. PEMERIKSAAN :12 -3 -2002

e DI 102A

DI 102A terdiri dari 20 (duapuluh) uraian sebagai berikut :
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01. ALAT YANG DIGUNAKAN

Ditulis dengan merk, tipe dan jenis alat yang dipakai pada saat pengukuran titik dasar teknik.
Contoh :

01. ALAT YANG DIGUNAKAN  :Wild-T2

02. NOMOR SERI ALAT

Ditulis dengan nomor seri alat yang dipakai saat pengukuran titik dasar teknik.

Contoh :

02. NOMOR SERI ALAT  :4119

03. METODE PENGAMATAN

Ditulis dengan metode yang dipakai pada saat pengukuran titik dasar teknik.

Contoh :

03. METODE PENGAMATAN : POLIGON

04. TGL. PERHITUNGAN

Ditulis dengan tanggal selesainya dilakukan perhitungan koordinat titik dasar teknik, dan
dinyatakan dengan angka, yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

04. TGL. PERHITUNGAN :24 -2 -2008

05. TIMUR (X)

Ditulis dengan nilai absis (X) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat nasional. Bila nilai absis mencakup nilai desimal, penulisan
cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik yang
dipakai.

Contoh :

05. TIMUR (X) : 34.822,875 meter

06. UTARA (Y)

Ditulis dengan nilai ordinat (Y) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat nasional. Bila nilai ordinat mencakup nilai desimal,
penulisan cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik
yang dipakai.

Contoh :
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06. UTARA (Y) : 634.546,873 meter

07. ZONE

Ditulis dengan nomor zone TM-3 dalam sistem koordinat nasional titik dasar teknik yang
bersangkutan.

Contoh :

07. ZONE :49.1

08. KONV. GRID

Ditulis dengan besarnya nilai konvergensi grid di titik dasar teknik yang bersangkutan dalam
sistem koordinat nasnal TM-3, dan dinyatakan dalam derajat, menit dan detik yang disertai
penulisan angka desimal sebanyak 5 (lima) angka, dan bila nilai konvergensi grid tidak diketahui
maka cukup dicantumkan ---.

Contoh :

08. KONV. GRID  :0°12°0,51430” atau

08. KONV. GRID -

09. FAKTOR SKALA

Ditulis dengan besarnya faktor skala titik pada titik dasar teknik yang bersangkutan dalam
system koordinat nasional, dan dinyatakan dalam 4 (empat) angka desimal.

Contoh :

09. FAKTOR SKALA :0,9999

10. SKALA 1:10.000

Ditulis dengan nomor lembar posisi titik dasar teknik pada peta skala 1:10.000 dalam sistem
koordinat nasional sesuai dengan Pasal 16.

10. SKALA 1:10.000 :49.2 - 01.062

11. SKALA 1:2.500

Ditulis dengan nomor lembar posisi titik dasar teknik pada peta skala 1:2.500 dalam sistem
koordinat nasional sesuai dengan Pasal 16.

11. SKALA 1:2.500 :49.2 - 01.062 - 02

12. SKALA 1:1.000

Ditulis dengan nomor lembar posisi titik dasar teknik pada peta skala 1:1.000 dalam sistem
koordinat nasional sesuai dengan Pasal 16.

12. SKALA 1:1.000 :49.2-01.062-02 -7
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13. LINTANG

Ditulis dengan nilai lintang (L) titik dasar teknik nasional dalam satuan derajat, menit dan detik,
dan ditambahkan huruf U bila titik dasar teknik tersebut terletak pada Lintang Utara, atau
ditambahkan huruf S bila titik dasar teknik tersebut terletak pada Lintang Selatan. Bila nilai
lintang mencakup nilai desimal, maka penulisan cukup dilakukan hingga 6 (enam) angka
desimal.

Contoh :

13. LINTANG :4°12°50,514301” U

14. BUJUR

Ditulis dengan nilai bujur (B) titik dasar teknik nasional dalam satuan derajat, menit dan detik,
dan ditambahkan huruf T. Bila nilai bujur mencakup nilai desimal, maka penulisan cukup
dilakukan hingga 6 (enam) angka desimal.

Contoh :

14. BUJUR : 110°0°50,564982” T

15. TINGGI ELLIPSOID

Ditulis dengan ketinggian titik dasar teknik di atas permukaan ellipsoid dan dinyatakan dalam
satuan metrik, dan bila ketinggian titik dasar teknik diketahui di atas permukaan air laut rata-rata
(MSL), nilai ketinggian harus ditambahkan. Bila nilai tinggi mencakup nilai desimal, maka

penulisan cukup sampai dengan 4 (empat) angka desimal.

Contoh :

15. TINGGI ELLIPSOID : 351,8734 meter

atau :

15. TINGGI ELLIPSOID  :351,8734 meter
TINGGI MSL : 324, 5925 meter

16. TIMUR

Ditulis dengan nilai absis (X) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat nasional TM-3. Bila nilai absis mencakup nilai desimal,
penulisan cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik
yang dipakai.

Contoh :
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16. TIMUR (X) : 63.532,875 meter

17. UTARA

Ditulis dengan nilai ordinat (YY) dari titik dasar teknik yang bersangkutan setelah dilakukan
perhitungan dalam sistem koordinat nasional TM-3. Bila nilai ordinat mencakup nilai desimal,
penulisan cukup dilakukan sampai dengan 3 (tiga) angka desimal dan dicantumkan satuan metrik
yang dipakai.

Contoh :

17. UTARA (Y) : 985.532,772 meter

18. DIBUAT OLEH

Ditulis dengan Pelaksana yang melakukan pemasngan titik dasar teknik tersebut. Bila titik dasar
teknik dipasang oleh Direktorat Survey BPN, cukup dicantumkan kata-kata : DIREKTORAT
SURVEY. Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kanwil BPN, cukup dicantumkan kata-
kata : KANWIL BPN PROVINSI ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Kantor
Pertanahan, cukup dicantumkan kata-kata : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ..... atau

KANTOR PERTANAHAN KOTA ...... Bila titik dasar teknik tersebut dipasang oleh Pihak
Ketiga, dicantumkan bentuk badan hukum dan nama badan hukumnya.
Contoh :

18. DIBUAT OLEH :PT. ABADI MUJUR

19. DIPERIKSA OLEH

Ditulis dengan nama yang telah melaksanakan pemeriksaan tentang keberadaan titik dasar teknik
tersebut di lapangan dan merupakan pegawai di lingkungan BPN.

Contoh :

19. DIPERIKSA OLEH : Ir. ASMAN PARE

20. TGL. PEMERIKSAAN

Ditulis dengan tanggal pemeriksaan titik dasar teknik yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
dan dinyatakan dengan angka yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun.

Contoh :

20. TGL. PEMERIKSAAN :12 -3 -2002
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Pada kolom titik yang terletak pada kanan atas DI 100, DI 101, DI 100A, DI 101A, DI 1008, DI
101B, DI 100C, DI 100C, DI 101C, DI 102, DI 102A dicantumkan nomor titik yang dituliskan

secara utuh dan bersifat unik/tunggal.

2. PETA DASAR TEKNIK

Pada Pasal 8 PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997 disebutkan bahwa setiap titik dasar teknik yang telah
diukur dan dihitung harus dipetakan pada Peta Dasar Teknik. Peta Dasar Teknik dibuat
berdasarkan Peta Topografi atau peta lain.

Sedangkan fungsi dari Peta Dasar Teknik adalah :

1. Dipakai sebagai gambaran penyebaran jaringan titik dasar teknik dalam satu cakupan
wilayah, perencanaan pembuatan titik-titik dasar teknik baru dan dapat digunakan
sebagai media pembagian lembar peta dasar pendaftaran / peta pendaftaran.

2. Dalam hal pendaftaran tanah sporadic, segera setelah petugas pengukuran menerima
perintah pengukuran (Pasal 79 butir d), petugas pengukuran diharuskan memeriksa
keberadaan sarana peta dan titik dasar teknik di sekitar bidang tanah tersebut dengan cara
melihat letak lokasi bidang tanah yang akan diukur pada Peta Dasar Teknik dan
ketersediaan titik dasar teknik di lapangan. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi :

e Apakah pemohon pengukuran harus menyiapkan minimal 2 (dua) titik dasar
teknik.
e Penggunaan sistem koordinat nasional atau sistem koordinat lokal.

3. Dalam hal pendaftaran tanah sistematik, segera setelah lokasi pendaftaran tanah
sistematik ditetapkan, Satgas Pengukuran dan Pemetaan dapat merencanakan penempatan
titik dasar teknik orde 4 yang akan diikatkan kepada seluruh titik-titik dasar teknik
nasional yang berada di sekitar lokasi pendaftaran tanah sistematik (minimal 2 titik).
Perencanaan penempatan titik dasar teknik dilakukan dengan mendistribusikan titik dasar
teknik orde 4 secara merata di lokasi pendaftaran tanah sistematik dengan melihat jumlah

bidang tanah yang akan didaftar.

2.1. Ketentuan Umum Pembuatan Peta Dasar Teknik

Peta dasar Teknik dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Titik Dasar Teknik dipetakan pada Peta Topografi atau peta lain.
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2. Peta Dasar Teknik dibuat secara manual-analog atau digital.

3. Titik Dasar Teknik orde 0, 1, 2 dan 3 dipetakan pada Peta Topografi / Peta Rupa Bumi / peta
lain dalam skala 1:25.000 atau lebih kecil.

e Bila dipetakan pada Peta Topografi / Peta Rupa Bumi, titik dasar teknik dipetakan
berdasarkan koordinat geografis.

e Bila dibuatkan Peta Dasar Teknik baru, titik dasar teknik dipetakan berdasarkan
nilai koordinat nasional TM-3.

4. Titik dasar teknik orde 4 dan titik dasar teknik perapatan dipetakan pada peta lain atau
dibuatkan Peta Dasar Teknik yang baru dengan skala 1:10.000 atau lebih besar berdasarkan
lokasi relatif titik dasar teknik tersebut terhadap objek/detil yang ada.

5. Untuk keperluan dokumentasi dan pemeliharaan, selain harus memetakan titik-dasar teknik
pada skala yang telah disebutkan di atas, Kantor Pertanahan membuat Peta Dasar Teknik
dalam suatu cakupan wilayah administrasi Kabupaten/Kota pada skala 1:20.000 dalam sistem
koordinat nasional yang memetakan titik dasar teknik orde 0, 1, 2, 3, 4 dan titik dasar teknik
perapatan pada peta lain.

6. Dalam hal pendaftaran tanah sporadik, apabila cakupan Peta Dasar Teknik yang ada masih
memungkinkan tidak perlu dibuat dlam lembar yang baru, melainkan hanya memetakan titik
tersebut ke dalam lembar Peta Dasar Teknik yan telah ada. Bila hal ini tidak memungkinkan,
lembar Peta Dasar Teknik yang baru perlu dipersiapkan.

7. Dalam hal pendaftaran tanah sistematik, Peta Dasar Teknik dibuat dalam satu lembar baru
yang mencantumkan seluruh titik dasar teknik yang ada di lokasi pendaftaran tanah
sistematik.

2.2. Format Lembar Peta Dasar Teknik

Bila titik dasar tekn dipetakan pada Peta Topografi / Peta Rupa Bumi, fotmat lembar Peta

Dasar Teknik mengikuti format Peta Topografi / Peta Rupa Bumi dan tidak perlu membuat

format baru. Pembuatan lembar Peta Dasar Teknik yang baru dilakukan dengan menggunakan

fotmat baru sebagai berikut :

1. Muka Peta / Bidang Gambar
e Ukuran muka peta adalah 80 cm x 80 cm.

e Bagian yang melingkupi muka peta dngan titik pusat sama dengan titik pusat muka peta

dan dibatasi garis penuh dengan ukuran 80 cm x 80 cm.
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e Titik dasar teknik, nomor titik dasar teknik, detil alam, detil buatan manusia dan batas
administrasi dipetakan pada bidang gambar.
- Manual-analog . detil alam dan buatan manusia,
batas administrasi
disalin (bila skala peta lain samadengan skala skala Peta
Dasar Teknik) atau dikutip (bila skala peta lain berbeda
dengan skala Peta Dasar Teknik) dan disalin dari peta
lain.
- Digital : detil alam dan buatan manusia, batas administrasi
didigitasi dari peta dari Peta Topografi / Peta Rupa Bumi
atau peta lain.
e Selain memetakan detil seperti yang disebutkan di atas, pada Bidang Gambar ditampilkan
batas lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:10.000 dalam sistem
koordinat nasional, dan bila diperlukan dapat dipetakan unsur-unsur lain yang
dibutuhkan, misalnya pada pemetaan fotogrametrik dibutuhkan data jalur terbang
pemotretan udara.
e Batas lembar Peta Dasar Teknik digambarkan sepanjang Muka Peta dengan tebal garis
0,2 mm.
2. Informasi tentang Peta

Bagian yang berisi judul arah utara dan skala, petunjuk pembagian lembar peta dan
keterangan, legenda, instansi pembuat, jumlah lembar, bagian pengesahan, dan instansi
pelaksana dibuat dengan ukuran sebagai berikut :
e Kotak judul, arah utara, dan skala dengan ukuran 15 cm x 14 cm.

- Judul : PETA DASAR TEKNIK ditulis dengan tinggi huruf Cl 290 dan tebal 1,0 mm,
dan jarak dari garis tepi atas ke bagian atas huruf adalah 1,5 cm.

- Arah utara berupa tanda panah engan panjang kaki 6 cm, bagian sayap 4,5 cm, dengan
huruf U pada bagian atasnya dengan ukuran tinggi Cl 120 tebal 0,3 mm, jarak huruf
dengan ujung panah 2 mm. Sayap bagian Kiri dibuat hitam (massif).

- Skala numeris berupa tulisan : SKALA 1: ..... menggunakan ukuran tinggi huruf Cl 120

da tebal 0,3 mm. Jarak huruf bagian atas denan kaki panah adalah 1,3 mm.
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Skala grafis berupa tiga garis horisontal paralel dengan panjang 8 cm, jarak masing-
masing garis 1 mm. Garis tersebut dibagi atas 5 kolom, yang mana kolom pertama
dengan ukuran lebar 1 cm dibagi atas 10 vertikal garis dengan jarak 1 mm. Kolom kedua
dengan lebar 2 cm bagian bawah dibuat hitam (massif), kolom ketiga dengan lebar 2 cm
bagian atas dibuat hitam (massif), kolom keempat dengan lebar 2 cm bagian bawah
dibuat hitam (massif), dan kolom kelima berjarak 1 cm bagian atas dibuat hitam (massif).
Jarak dari skala numeris ke bagian atas angka skala grafis adalah 1,3 cm. Pada jarak 2
mm di atas garis skala ditulis besaran yang mewakili panjang masing-masing kolom

dengan tinggi angka CI 60 dan tebal 0,2 mm.

e Kaotak petunjuk pembagian lembar peta dan keterangan dengan ukuran 15 cm x 28 cm.

Kotak Petunjuk Pembagian Lembar Peta

Tulisan PETUNJUK PEMBAGIAN LEMBAR PETA dengan ukuran tinggi huruf CI

140 dan tebal 0,5 mm. Jarak bagian atas huruf dengan garis kotak adalah 1 cm.

Diagram yang menunjukkan tata cara pembagian lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta

Pendaftaran skala 1:10.000, 1:2.500, dan 1:1.000 dalam sistem koordinat nasional terdiri

dari :

- Skala 1:10.000
Terdiri dari 1 (satu) buah bujursangkar dengan ukuran 2 cm x 2 cm. dan tebal garis
0,2 mm, dan mencantumkan nomor baris dan kolom cara pembagian lembar Peta
Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:10.000 dalam sistem koordinat nasional.
Nomor baris dan kolom dicantumkan di sebelah kanan dan bawah bujursangkar
tersebut dan dinyatakan dengan angka yang diambil dari salah satu nomor baris dan
kolom yang terdapat di luar bidang gambar. Di bawah nomor kolom pembagian
lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:10.000 dalam sistem
koordinat nasional, dicantumkan tata cara pembacaan nomor lembar Peta Dasar
Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:10.000 dalam sistem koordinat nasional.

- Skala 1:2.500
Terdiri dari 16 (enambelas) buah bujursangkar dengan ukuran masing-masing 2 cm x
2 cm. dan tebal garis 0,2 mm. Di dalam setiap bujursangkar tersebut dicantumkan
nomor lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:2.500 dalam sistem

koordinat nasional.
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Salah satu nomor bujursangkar diarsir dan dibawah bujursangkar besar dicantumkan
tata cara pembacaan lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:2.500
dalam sistem koordinat nasional dan harus menerangkan nomor lembar yang diarsir.

- Skala 1:1.000
Terdiri dari 9 (sembilan) buah bujursangkar dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x
1,5 cm. dan tebal garis 0,2 mm. Di dalam setiap bujursangkar tersebut dicantumkan
nomor lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:1.000 dalam sistem
koordinat nasional.
Salah satu nomor bujursangkar diarsir dan dibawah bujursangkar besar dicantumkan
tata cara pembacaan lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:1.000
dalam sistem koordinat nasional dan harus menerangkan nomor lembar yang diarsir.

e Keterangan : dimaksudkan untuk menuliskan informasi yang dianggap penting pada saat

Peta Dasar Teknik dibuat.

- Judul : KETERANGAN dibuat dengan ukuran tinggi huruf Cl 100 dan tebal 0,2 mm,
dan jarak bagian atas huruf dean kotak diagram adalah 1 cm atau 1,5 cm.

- Isi keterangan dibuat dengan jarak 8 mm dari judul “KETERANGAN”, dan
sebaiknya dibuat/ditulis dengan jarak 1 spasi dengan menggunakan tinggi huruf ClI 80
dan tebal 0,2 mm.

- Contoh:
KETERANGAN
Detil geografis didigitasi dari peta topografi skala 1:25.000
e Kotak legenda dengan ukuran 15 cm x 20 cm.

- Pada bagian atas ditulis judul kotak yaitu : LEGENDA dengan tinggi huruf Cl 140 dan
tebal 0,5 mm

- Jarak antara bagian atas tulisan LEGENDA dengan garis kotak legenda adalah 7 mm.

- Ukuran simbol batas administrasi, batas bidang tanah, bangunan, sungai, saluran, saluran
air / parit, titik dan benda tetap, rel kereta api / lori dibuat dengan ketebalan 0,2 mm.
Jalan, jalan tanah, jembatan dibuat dengan ketebalan 0,3 mm.

- Judul kelompok legenda seperti : BATAS ADMINISTRASI, BATAS FISIK DAN
BANGUNAN, JALAN, REL DAN JEMBATAN, PERAIRAN, TITIK DAN BENDA
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TETAP LAINNYA, ditulis dengan ukuran tinggi huruf ClI 80 dan tebal 0,3 mm,
sedangkan keterangan/teksnya ditulis dengan tinggi huruf CI 80 dan tebal 0,2 mm
- Simbol kartografi mengikuti simbol kartogtafi Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran.
e Kotak instansi pembuat dengan ukuran 15 cm x 3 cm

- Pada kotak ini dicantumkan LOGO BPN dan ditulis BADAN PERTANAHAN
NASIONAL dengan ukuran tinggi huruf CI.175 dan tebal 0,6 mm.

- Bagian instansi pembuat ditulis dengan ukuran tinggi huruf CI.100 dan tebal 0,3 mm
yang dapat berupa nama proyek dan tahun anggaran, nama seksi di lingkungan BPN (bila
pembuatan Peta Dasar Teknik untuk keperluan dokumentasi/pemeliharaan) atau Deputi /
Kanwil / Kantor Pertanahan.

e Kotak jumlah lembar adalah 15 cm x 5 cm

Pada kotak ini dicantumkan masing-masing jumlah lembar skala 1:10.000, 1:2.500 dan

1:1.000 sesuai dengan cakupan wilayah yang terdapat pada lembar Peta Dasar Teknik

tersebut, dan tanggal pembuatan serta pemeriksa pada pembuatan lembar peta ini.

e Kotak bagian pengesahan dengan ukuran 15 cm x 8 cm

- 1 cm di bawah garis ditulis : “tempat, tanggal, bulan serta tahun pembuatan” dengan
ukuran tinggi huruf Cl.100dan tebal 0,3 mm.

- Baris berikutnya ditulis :

Untuk Penggunaannya,
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota ..............

Nama
NIP.
Dengan ukuran tinggi huruf CI.100 dan tebal 0,3 mm
e Kotak instansi pelaksana dengan ukuran 15 cm x 2 cm
Kotak untuk menuliskan nama pelaksana di luar struktur BPN tanpa mencantumkan logo dan
ditulis sebagai berikut :
PELAKSANA dengan ukuran tinggi huruf CI.120 dan tebal 0,3 mm
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Nama pelaksana dengan ukuran tinggi huruf CI.140 dan tebal 0,5 mm
Contoh :

PELAKSANA
PT. ABADI MUJUR

Jarak antara bidang gambar dengan kotak keterangan adalah 2 cm, jarak antara bidang

gambar / kotak keterangan terhadap garis tepi (batas tepi) peta adalah 3 cm.

. Di Dalam Batas Lembar Peta

Pada pojok kiri atas ditulis Propinsi : ........... , bagian tengah ditulis Kabupaten : ..........
atau Kota : ........... sedang pada bagian kanan atas ditulis Nomor Zone : .......... Dengan
tinggi huruf Cl 240 dan tebal 1,0 mm. dan jarak garis bidang gambar / garis keterangan ke
huruf tersebut di atas adalah 0,5 cm.

Di sebelah kanan dan bawah bidang gambar ditulis harga koordinat batas lembar Peta Dasar
Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:10.000 dalam sistem koordinat nasional yang berupa
nilai ordinat (Y) dan absis (X).

Penulisan nilai absis dan ordinat (X dan Y) adalah sejajar dengan sumbu X dengan jarak 2
mm terhadap garis bidang gambar. Tinggi dan tebal angka yang digunakan adalah CI .80 dan
0,2 mm.

Pada bagian kanan dan bawah antara penulisan angka ordinat dan angka absis dibuat nomor
kolom dan baris letak lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1:10.000 pada
sistem koordinat nasional. Letak nomor kolom di tengah-tengah antara dua nilai absis (X)
batas lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1: 10.000 dalam sistem
koordinat nasional, dan letak nomor baris di tengah-tengah antara dua nilai ordinat () batas
lembar Peta Dasar Pendaftaran / Peta Pendaftaran skala 1: 10.000 dalam sistem koordinat

nasional. Ukuran tinggi nomor kolom dan baris tersebut adalah CI.175 dan tebal 0,6 mm.

2.3. Daftar Peta Dasar Teknik

Untuk memudahkan administrasi Peta Dasar Teknik perlu dibuatkan Daftar Peta Dasar Teknik.

Daftar tersebut terdiri dari :

Kolom Nomor  : diisi nomor urut pembuatan Peta Dasar Teknik.
Kolom Peta Asal : diisi dengan nama peta asal (jika ada), misal : Peta Topografi.

Kolom Nomor Peta Asal : diisi dengan nomor peta asal (jika ada).
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Kolom Kecamatan : diisi dengan nama-nama wilayah kecamatan yang masuk dalam
lembar Peta Dasar Teknik tersebut.

Kolom Desa/Kelurahan : diisi dengan nama-nama wilayah desa/kelurahan yang masuk
dalam lembar Peta Dasar Teknik tersebut.

Kolom Tahun - diisi dengan tahun pembuatan Peta Dasar Teknik tersebut.
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